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~BAB I ... 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan: PERA11JRAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN 
DAERAH. 

Dcngan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR 

dan 
BUPATI SUMBA TIMUR 

Mengingat; l. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 ten tang Pembentukan 
Daerah-daerah Tingkat II dalarn Wilayah Daerah-daerah Tingkat 
I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tengga.ra Timur 
~kmbaran ~%M'o. Re?Ublik ~£.i.a 'rahun 19~ N~ l'l'l, 
Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tcntang 
Pemerintahan Daerah (Lcmbaran Negara Rcpublik fndonesia 
'II'ahun 2014 Nomor 244, Tarnbahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lcmbaran Negara Republik Indonesia 
'll'ahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lernbaran Negara 
Re?Ubl.ik \ndonet;\?. N~t S()79~·. 

4. Peraturan Pemcrintah Nomor 12 Tahun 2019 tent.ang 
Pengelolaan Keuangan Dacrah (Lembaran Negara Republik 
fndonesia Tahun 2019 Nomor 42, iambahan Lembaro.n 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

bahw.a untuk rneningkatkan efektivitas, efisiensi dan 
transparansi pengelolaan keuangan Daerah serta melaksanakan 
ketentuan Pasal 100 dan PasaJ 200 Peraturan Pemerintah Nomor 
12 Tahun 2019 tenieng Penge}oJaan Keuan~ Deeroh pcriu 
mene tapkan Peraturan Daerah ten tang Pengelolaan Keuangan 
Daerah; 

Menirnbang: 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR 
NOMOR t; TAHUN 2020 

TENTANG 
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 

OE.NGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA 
BUPATI SUMBA TIMUR, 

w ~~~· 
BUPATI SUMBA TIMUR 

PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR 
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Dalarn Pcraturan Ducrah ini yang dimaksud dcngan: 
1. Keuangan Daer'ah adalah semua hak dan kewajiban D~e~a~ dalam rangka 

penvelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang 
sert~ segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah 
berhubung dengan hak clan kcwajiban Daerah tersebut. 

2. Peni,d<:>\a-a.n V..euan'i,'cID Dacr'i.\.h ~dalah kc~luruhan keii.a\.an 1ang me\\pu.ti 
pcrencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pcnatausahaan, pclaporan, 
pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah: . . 

3. Anggaran Pendapacan dan Belanja Daerah yang seranjutnya dismgkat 
APBD adalah rencana kcuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan 
Peraturan Dacr'ah. 

4. Penerimaan Da crah adalah uang yang masuk ke kas Dacrah. 
5. Pengeluaran Dnerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah. 
6. Pendapatan D.aerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai 

penambah nillai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran 
berkenaan. 

7. Pentlapa\an 1'\·an~{er walah "oem-ua hak Dae.rah ~ang d\akui ~hai,ai 
penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan 
yang diperoleh dari transfer pemerintah dan/atau transfer antar-daerah, 

8. Be!anja Oaerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui 
sebagai pengur'ang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran 
berkenaan. 

9. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali 
dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun 
anggaran berkemaan rnaupun pada tahun-tahun anggaran berikutn_ya. 

10. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah 
menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari 
pinak \am ~n\ngga Daetah let~bul di~bani ke",a}iban untu.k membayat 
kembali. 

11. Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalah jumlah uang yang 
waJ°ib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah 
yang dapat d inilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang­ 
undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah. 

12. Pemberian Pinj aman Daerah adalah bentuk investasi Pcmcrintah Daerah 
pada Pemerintah Pusat, Pernerintah Daerah Jainnya, badan layanan umum 
daerah milik Pe merintah Daerah lainnya .. badan usaha milik negara, Badan 
Usaha Milik Daerah, koperasi, dan masyarakat dengan hak memperoleh 
bunga dari pen gembalian pokok pinjaman. 

\~. Dana Cadangan ooalah dana yang, di'o\&\hkan u.ntuk. menda.nai kehutu.han 
pembangunan jprasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan 
dalam 1 (satu) itahun anggaran. 

I4. Beban adalah penurunan man(aat ekonomi atau potensi jasa dalam 
periode pelaporan yang menurunkan ekuitas atau nilai kekayaan bersih 
yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya 
kewajiban. 

15. R~i:icana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya 
disingkat RPJMD adalah dokurnen perencanaan Daerah untuk periode 5 
(lima) tahun. 

16. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut 
Rencana Ketja Pemerin\ah Daerah dan -:tat\% ~\anju\n~a d\'3\n%kat RKPD 
adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periodc I \satu) ~~n. 

Vl 7. Kt:bIJakan ... 

Pasal 1 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 
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~31. Dokumen ... 

17. Kebijaknn Umum APBD yang selanjutndya dtanisingbkalt K_UA ::1~!~:y:: 
yang memuat kebijakan bidang pen apa . , e anja, 
serta asumsi vnng mendasarinya untuk penodc 1 (s~tu) tah~n_. 
Prioritas dan Plafon Anggaran Sernentara Y8:flg sclanjutnya d1smgk_at ~PAS 

lS. adalah program prioritas dan Batas maksimal anggaran y~ng d1benka1: 
lr~epada perangkat Oaerah untuk octiap Proiram dan Ke~atan 'ae'bag~ 
acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja 
pcrangkat daer.ah. 

19. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Oaerah, yang 
selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumcn yang mcmuat rcncana 
pendapatan dnn belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencan3: 
pendapatan, belanja, dan Pcmbiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi 
bendahara um um daerah yang digunakan sebagai dasar pcnyusunan 
rancangan APBD. 

20. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah adalah pendekatan 
penganggaran berdasarkan kebijakan dengan penga.mbil?n keputusan 
\erhadap ke'b\)ak.an. ler~\mt d\\akukan da\am ~r~piektiC \e\y,h dan \. \satu\ 
tahun anggaran dan mempertimbangkan implikasi biaya akibat keputusan 
yang bersangkutan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam 
prakiraan maju. 

21. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang bcrisi 1 (satu) atau lebih 
Kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau 
masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk 
mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah. 

22. Kegiatan adalah bagian dari Program yang diJaksanakan oleh 1 [satu) atau 
beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian 
sasaran teruku.r pada suatu Program dan terdiri dan sekumpulan tindakan 
p(.n'6erahan ~umber da'ja t.)aw.. 'ja.ng berupa perron\1 a.tau. '=ou.mbet da.'ja. 
manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau 
kombinasi dan beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai 
masukan untu k menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa. 

23. Kegiatan Tahun Jamak adalah kegiatan yang dianggarkan dan 
dilaksanakan untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran yang 
pekerjaannya dilakukan melalui kontrak tahun jamak. 

24. K~luaran adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh Kegiatan yang 
dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan Program 
dan kcbijakan. 

25. Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berf ungsinya Keluaran 
dan Keiiatan da\am 1 \~at-u\ Proiram. 

26. Sa~ adalah Hasil yang diharapkan dari suatu Program atau Keluaran 
yang diharapka.n dan suatu Kegiatan. 

'2'7. Kinerj8: ad~ah Kefuaran/Hasil dari Program/Kegiatan yang akan atau 
telah d1c~pai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas 
dan kualitas yang terukur. 

28. K~s Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang 
ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah 
dan m.embayar seluruh Pengeluaran Daerah. 

29. Rekenmg Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang 
~ae~ yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh 

bankenenmaan _Daerah da.n mem'ba'JM ~luruh Pen~eluMan Oaera.n pada 
yang ditetapkan. 

3o. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumcn 
yang. menyacakan tersedianya dana scbagai dasar penertntan surat 
pcnruntaan pembayaran atas pelaksanaan APBO. 
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45. 

44. 

43. 

42. 

'II. 

40. 

39. 

38. 

37. 

36. 

35. 

34. 

33. 

32. 

Ookumen Pclaksanaan Anggaran Sutuan Kerja Perangkat Dacrah yang 
selanjutnya disingknt DPA SKPD ndalah dokumen yang memuat 
oendaoatnn don bclunin SKPD atau dokumcn yang mernuat pendapatan, 
bclnnja, dun Pcmbinynnn SKPD yon~ mclaksanakan Iungsi bendahara 
umum duernh ynng digunnknn scbagui duaar pelaksannnn anggaran oleh 
\")C\\~\\Wi.\ 'i\l\~~Wo\\\, . . . , 
Surat Perminu mn Pcmbnynrnn yang sclanjutnya disingkat SPP adalah 
dokumcn yang digunnknn untuk rncngajukan pcrmintaan pcmbayaran .. 
Uang Pcrscduu in yung sclanjutnya disingkat UP adafah uang muka kerja 
dnlnrn jurnlnh tcrtcntu yang dibcri~nn kepada bcndahara. pengeluaran 
untuk membii ,yni Kcgiatan opcrnsional pada satuan kerja peran~ka~ 
dncroh/unil satunn kcrja pcrangkat dacrah dan/ntau untuk rncmbiayai 
pengcluarnn yang mcnurut sifat don tujunnnya tidak mungkin dilakukan 
melalui mekanssmc pernbayaran langsung. 
Pernbayaran Lnngsung yang sclanjutnya disingkat LS adalah Pembayaran 
Langsung kcpada bcndahara pcngeluaran/ pcncrima . hak lai~nya. atas 
da\:.ar ~rjM\)\M\ kerja, turat tug;o.f., dan/ at.au £.Urat \)erm\ah ke\)a \amn~a 
mclalui pcncrbitan surat pcrintah membayar langsung. 
Tambahan Uan g Persediaan yang sclanjutnya disebut TU adalah tambahan 
uang rnuka yang diberikan kepada bendahara pengeluaran/bendahara 
pcngeluaran pernbantu untuk membiayai pengeluaran alas pelaksanaan 
APBD yang tidak cukup didanai dan UP dengan batas waktu dalam 1 (satu) 
bulan. 
Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah 
dokumenyang -digunakan untuk penerbitan suratperintah pencairan dana 
atas Behan pengeluaran DPA SKPD. 
Surat Perintah Membayar UP yang selanjutnya disingkat SPM-UP adalah 
do\rumen. -:tang -d-.gunakan ,.mruk ~~ro\tan ~us:at ~rin\ah ~n~a\ran dana 
atas Beban pengeluaran DPA SKPD yang dipcrgunakan sebagai UP untuk 
mendanai Kegiatan. 
Surat Perintari Membayar Ganti Uang Persediaan yang sefanjutnya 
disingkat SPM-GU adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan 
surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD yang 
dananya dipergunakan untuk mengganti UP yang telah dibelanjakan. 
Surat Perintah Membayar TU yang selanjutnya disingkat SPM-TU adalah 
dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana 
atas Behan pengeluaran DPA SKPD, karena kebutuhan dananya tidak 
dapat menggunakan LS dan UP. 
Surat Perintah Mem~a~a.r Lang'tl.uni ~ang <se\anlutn~a di.<sehut SPM-LS 
adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah 
pencairan dana atas Behan pengeluaran DPA SKPD kepada pihak ketiga. 
Surat Perintab Pcncairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah 
dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas Behan APBD. 
Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua 
barang yang d ibeli atau diperoleh atas Beban APBD atau berasal dari 
perolehan lainrnya yang sah. 
Si~a. Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah 
selisih lebih realisasi penerirnaan dan pengeluaran anggaran selama 1 
(satu) periode anggaran. 
Piutan1, O'a&.rah ada.\ah Sumlah uang ~ani 'Ha)\b di.ba~a.r kei)ada Pemerin\ah 
Daer~ d~/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang 
sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan ketentuan 
peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang san. 
Penanggung Uttang kepada Daerah yang selanjutnya disebut Penanggung 
Utang adalah badan atau orang yang berutang kepada Oaerah menurut 
peraturan, perj.anjian atau sebah apapun. 

~6. Kantor ... 

31. 
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66. 

65. 

64. 

62. 
63. 

59. 
60. 
61. 

58. 

57. 

55. 
56. 

54. 

53. 

52. 

51. 

50. 

49. 

48. 

47. 

Kantor Wilayah adalah instansi vertikal Direkto.rat Jenderal Kekayaan 
Negara ynng bernda di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada 
Direktur Jenderal Kekayaan Negara. . . . 
Urusan Pcmcrintnhon adalah kckuasaan perncrintahan yang menjadi 
kewenangan Prcsiden yang pelaksanaannya dilakukan olch kcm~nteria? 
neiara dan pen~tk.\v~ara Pem-er\n\~an. Dae.rah un\uk ~liruiun%\, 
melayani, mem berdayakan, dan rnenyejahtcrakan ma~yarakat. .. 
Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pcmenntahan yang wajib 
disefenggaraka n oleh scmua Dacrah. . .. 
Urusan Pemer .intahan Pilihan adalah Urusan Pcmermtahan yang wajib 
diselenggaraka n oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah. 
Pelayanan Das ar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan 
dasar warga negara. 
Standar Pelavanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu 
Pclayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang 
berhak diperoleh setiap warga ncgara sccara minimal. 
Badan La~anrun. lJmum Daenili ~ani, \:ie\an)u\n~a dism'l,\r~t BWD adalah 
sistem yang diiterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit 
satuan kcrja pcrangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam 
memberikan peCayanan kepada masyarakat yang mempunyai tleksibilit.as 
dalarn pola pe ngclolaan keuangan sebagai pengecualian dan ketcntuan 
Pengelolaan Ke uangan Daerah pada umumnya. 
Pemerintah Pu sat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang 
kekuasaan permerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang 
dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam 
Undang-Undang Dasar Negara Rcpublik Jndonesia Tahun 1945. 
Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan 
da\am ne%eri. 
Daerah adalah Kabupaten Sumba Timur. 
Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh 
Pemerintah Da erah dan Dewan Perwakifan Rakyat Oaerah menurut asas 
otonomi dan rugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya 
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 
sebagaimana alimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahtan 1945. 
Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelcnggara 
Pemerintahan Dacrah yang rnemimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan 
yang rnenjadi kewenangan Daerah. 
Peraturan Daerah ~ans ~\anjutn~a di~but Perda ad?J.ah Perda Kabu?aten 
Sumba Timur. 
Bupati adalah Bupati Sumba Timur. 
Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Sumba Timur. 
Dewan Perwakiilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah 
OPRD Kabupaten Sumba Timur. 
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Timur. 
Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah 
unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan 
Urusan Pemerintahan daerah. 
Saluan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat 
SK.PKO ~a\ah \ll\'i:.\U' penunl'M\'6 Uru~ Pemerin\ah.an pada Pem<:.rinta.h 
Da~rah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah. 
Unit SKPD adalah bagian SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa 
Program. 
Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat 
pemegang .kewenangan penggunaan anggaran untuk rnelaksanakan tugas 
dan fungs1 SKPD yang dipimpinnya. 

~67. Kuasa ... 

46. 
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~asaJ 2 ... 

82. 

8I. 

80. 

79. 

78. 

77. 

76. 

75. 

74. 

73. 

72. 

71. 

70. 

69. 

68. 

Kuasa PA yang sclanjutnyu disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa 
untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalarn melaksanakan 
sebagian tugas dan f ul'\,gsi SKPD. 
Tim Anggaron lPemcrintah Dacrah yang sclanjutnya di~~ngkat TAPD _adalah 
tim yang bcrtugus mcnyiapkan dan melaksanakan kebijakan Bupati dalam 
rangka pen-:,u~.unan J\PBD. . .. 
Pejabat Pengel ola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD 
adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan 
APBD dan berl indak sebagai bendahara umum daerah. 
Bendahara Urrium Oaerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD 
yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD. 
Kuasa BUD ad.alah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas 

BUD. PTK d lah Pejabat Pelaksana Tcknis Kegiatan_yang selanjutnya disingkat P a a 
pejabat pada Unit SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa 
Kegiatan dan s uatu Program scsuai dengan bidang tugasnya, 
Pejabat Penatau~ahaan Keuangan Satuan K~.r)a Per-Mv~~at Daera.h ~an~ 
selanjutnya dis.ingkat PPK SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi 
tata usaha keu angan pada SKPD 
Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang ditunjuk untuk rnenerima, 
menyimpan, menyetorkan, rnenatausahakan, dan mempcrtanggungjawabkan 
uang Pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD. 
Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima, 
menyimpan, nnembayarkan, rnenatausahakan, dan mernpertanggung­ 
jav..-a.bkan ua.ag untuk ke~rluan Bdtmja Deereii delestt rangka 
pelaksanaan APBD pada SKPD. 
Pegawai A para tur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN 
adalah pegawad negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian 
kerja yang diarngkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas 
dalam suatu ja'batan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan 
digaji berdasar kan peraturan perundang-undangan. 
Sadan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah 
badan usaha yang 'i.eluru.h atau -sebagian oesar mooatn~a dunili\r.i oteh 
Daerah. 
Anggaran Kas adalah perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari 
penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk rnengatur ketersediaan 
dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan APBD dalam setiap periode. 
Standar AkunLansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP adalah 
prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam rnenyusun dan 
menyajikan laporan keuangan pemerintah. 
Kebijakan Akumtansi Pemerintah Daerah adalah prinsip, dasar .. konvensi, 
aturan dan praktik spesifik yang dipilih oleh Pemerintah Daerah sebagai 
pedoman dalam menyusun dan menyajikan Japoran keuangan Pemerintah 
D~iah un~ ~menuhi kehutuhan pe.n~a \a~an keuangan da!am 
rangka merungkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap 
anggaran, antar periode maupun antar entitas. 
Sistem Akuntansi Pernerintah Oaerah yang selanjutnya disingkat SAPO 
adalah ~gkaian sistematik dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan 
elemen_ lam untuk mewujudkan f ungsi akuntansi sejak analisis transaksi 
samp8:1 dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi 
Pemenntahan Daerah. 
~agan ~n Standar yang selaniutnya disingkat BAS adalah daftar 

_?defika~1 dan kl~sifikasi terkait transaksi keuangan yang disusun secara 
:stematis sebag?-1 pedoman dalam pelaksanaan anggaran dan pelaporan 

~\l~%'M\ Pemennw.n D~n\h.. 
Han adalah hari kerja. 

67. 
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~· mcnetnpkan ... 

t: 

(2) 

Bupati selaku pcmegnng kekuasaan Pengelolaan Kcuangan Dacrnh dan 
mewakili Perne rintah Daerah dalarn kepernilikan kckayaan dacrah yang 
dipisahkan. 
Pernegang ke.kuasaan Pengeloluun Keuangan Daernh sebagairnana 
dimaksud pad, 1 ayut ( 1) rnempunyai kewenungan: 
a. me.nyu\W.n rancanY>at\ P\'..td'.l. \\:.Man~ iwno, t0.n-cM\'6t'.n Pctda \cni.ani 

pcrubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pcrtanggungjawaban 
pelaksana an APBD; 

~- mengajukan rancangan Pcrda tentang APBD, rancangan f'erda 
tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang 
pertanggu ngjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahns 
bersarna; 

c. menetapkam Perda tcntang APBD, Perda tcntang perubahan APBD, 
dan rancungan Perda tentang pertanggungiuwabun pclnksan ran 
APBD yang telah rnendapat persetujuan bersarna DPRD; 

d. menetapk.an kebijakan terkait Pengeloluan Keuangun Daeruh: 
e. n-.e.wi.:e1_mbH \ioou.an \~r\_\:'I\\U ~~al\\ k~ad~\\ 'l\~\~~k \~tV.\'I.\\ 

Pengelolaari Keuangan Dueruh yang sangut dibutuhkan oleh Daeruh 
dan/atau ma.syarJ.kat; 
mc:netapkan kcbijakan pcn~doCaan Af'BO; 

(1) 

Pasal 4 

Bagian Kesatu 
Pemegang Kekuasaan Pengclolaan Keuangan Daerah 

BAB II 
PENGELOLA KEUANGAN DAERAH 

(1) Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonornis, 
efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa 
keadilan, kepatutan, manfaat untuk rnasyarakat, sorta taat pada 
ketentuan peraturan perundang-undangan, 

(2) Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (l) 
divrujudkan da. la.m t\.PBO. 

(3) APBD sebagairnana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi 
Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran 
Oaerah. 

Pasal 3 

Keuangan Daerah meliputi: 
a. hak Daerah urituk memungut pajak daerah dan relribusi daerah sert.a 

melakukan pinjarnan; 
b. kewajiban Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan daerah 

dan membayar t.agihan pihak ketiga; 
c. Penerim.a-.w. Dae1"a.h:, 
d. Pengeluaran Daerah; 
e. kckayaan dacrah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, 

surat berharga, piutang, oarang, serta hak lain yang dapat diniJai dengan 
uang, termasu.k kekayaan daerah yang dipisahkan; dan/atau 

f. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dalam rangka 
penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah dan/atau kepentingan 
umum. 

Pasal 2 

I 
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~(2) Dalarn ... 

Pasal 6 
{1) Sekretaris Daerah selaku k din 

sebagaimana d imak d oor ator Pengelolaan Keuangan Daerah a. koor~as_i dal;: p::;~:i::i ;e::: : h0uruf a. mempunyai tugas: 
b. koorclinas1 di bid g aerah, 1 1 ang penyusunan ran AP perubahan APBO dan cangan BO, rancangan 

APBO; , rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan 
c. koordinasi penyiapan pedoman lak 
d. memberikan . pe sanaan APBO; 

koord· . persetuJuan pengesahan DPA SK.PD· 
e. mas1 pe}aksanaan tu . 1 . , 

Keuangan Daerah sesuai de:::n ~'r:;J~ di bidang Pengck>Jaan 
undangan; dan e n an peraturan perundang- 

t. memunpm iJ\Pl). 

Bagian Kedua 
Koordinator Pcngelolaan Keuangan Daerah 

Pasal s 
{1) Bupati selaku .""'.alol Pemerintru:i Daerah da1am kepernilikan kekayaan 

Daerah yang dipieabkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) 
berkedudukan scbagai pemitik modal pada perusahaan umum daerah atau 
pemegang sahaun pada perseroan daerah. 

(2) Keten~~ me ngenai Bupati selaku wakil Pemerintah Daerah dalam 
kepernilikan k~kayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) di laksanakan sesuai dcngan ketentuan peraturan perundang­ 
undangan. 

g. menctapkun KPA; 
h. menctapkun Bendahara Pcnerimaan dan1akuBenkdahara Pengelutanaran; iak 
1• mcnctapkun pejabat yang bertugas me an pemungu paJ 

dacrah do n rctribusi daerah; 
j. mcnetapk.an pcjabat yang bertugas melakukan pengelolaan Utang dan 

\>\u\.aw6 DaetalY, .. . 
k. menetapknn pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan 

dan mcmerintahkan pembayaran; 
I, menetapk.an pejabat fainnya dafam rangka Pengefofaan Keuangan 

Oaerah scsuai dengan ketcntuan peraturan perundang-undangan; 
dan 

m. rnelaksanukan kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan 
pcrundang-undangan. 

(3) Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat f 1)., 
Bupati melimpahkan scbagian atau scluruh kekuasaannya yang berupa 
pcrencanaan, pcnganggaran, pclaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan 
~t"\.an~ng)a'-.11aban, tet\.a pen?,a'Ha£.an Keuanian Daerah k~?ada Pe5abat 
Perangkat Daerah. 

(4) Pejabat Perangkat Oaerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri 
atas: 
a. Sekretaris. Daerah selaku koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah; 
b. kepala SK PKO selaku PPKD; dan 
c. kepala SK:PD selaku PA. 

(5) Pelimpahan se bagian atau seluruh kekuasaan sebagaimana dimaksud 
pada ayat f3.l didasarkan pada prinsip pemisahan kewenangan antarayang 
me?1erintahkan, menguji, dan menerima atau mengeluarkan uang. 

{6) Pelimpahan kc·kuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan 
dengan ke~t\H\'M\ Bupau. 
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(1) PPKD selaku BUD mengusulkan pejabat di lingkungan SKPKD kepada 
Bupati untuk dLitetapkan sebagai Kuasa BUD. 

(2) Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat f lJ ditetapkan dengan 
keputusan Bupati. 

(3) Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: 
a. men~ial)kan t\.n~aran Ka~·. 
b. menyiapkan SPD; 
c. menerbitk an SP2D; 
d. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh 

bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk; 
e. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam 

pelaksanaan APBD; 
f. menyimpan uang daerah; 
g. melaksannkan penernpatan uang daerah dan mengelola/ 

menatausahakan investasi; 
h. melakukan pembayaran berdasarkan pennintaan PA/KPA atas Bcban 

~PBD·, 

~· melaksanakan ... 

Pasal8 

(l) Kepala SKPKD selaku PPKD mempunyai tugas: 
a. menyusun dan mclaksanakan kebijakan Pcngclolaan Keuangan 

Dae rah; 
b. menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang 

perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban 
1)C\ak'i!>ana an f\PBD·, 

c. melaksanukan pemungutan Pendapatan Daerah yang telah diatur 
dalarn Perda; 

d. mefaksanakan fungsi BUD; dan 
e. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 
(2) PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf d berwenang: 
a. menvusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD; 
b. mengesahkan DPA SKPD; 
c. mclakukan pengendalian pelaksanaan APBD; 
d. membe.rikan ~tunjuk tekn\\:, ~laksanaan \:o\£.t.e.m ~nerimaan dan 

pengeluaran Kas Umum Daerah; 
e. melaksanakan pemungutan pajak daerah; 
(. menetapkan SPD; 
g. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas 

nama Pemerintah Daerah; 
h. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan Keuangan Daerah; 
1. menyajika n infonnasi keuangan daerah; dan 

j. melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan dan 
Pengeluaran Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ 
undangan, tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah. 

Pasal 7 

Bagian Ketiga 
PPKD 

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah bertanggung jawab kepada 
Bupati, 

(2) 
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{ 1) PA dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala Unit SKPD 
selaku KPA. 

12) Pclimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada a_vat fl) 
berdasarkan p,crtimbangan bcsaran anggaran kegiatan, lokasi, dan/atau 
rentang kendali. . 

~~, \>efonpahan ke~enan'l,an ~ba'l,:a.imana d\mav.WJ.<i pada a~at ~\\ d\tetapkan 
dengan Keputusan Bupati alas usul kepala SKPD. . . 

(4) Pelirnpahan kewenangan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) meliputi: 
a. me!akukan tindakan yang mengakibatkan pengetuaran atas Beban 

anggaran belanja; 
b. melaksanakan anggaran Unit SKPD yang dipimpinnya; 

~- melakukan ... 

Pasal 11 

Bagian Kelima 
KPA 

(1) Kepala SKPD sclaku PA mempunyai tugas: 
a. mcnyusun RKA SKPD; 
b. menyusun DPA SKPD; 
c. mclakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran alas Behan 

anggaran belanja; 
d. mt\ak~anakan. an~a~ S~D TM\% d,l}'mi)\nn~a·, 
e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran; 
f. melaksanakan pemungutan retribusi daerah; 
g. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam 

batas anggaran yang telah ditctapkan; 
h. menandatangani SPM; 
1. mengelola Utang dan Piutang Daerah yang menjadi tanggung jawab 

SKPD yang dipimpinnya; 
J. menyusuri dan menyampaikan laporan keuangan SKPD; 
k. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya; 
1. menetapkan PPTK dan PPK SKPD; 
m. m-enetapkan ~labat \ainn~a dalam SKPD ~an1, d,pimpinn~a dalam 

rangka Pengelolaan Keuangan Daerah; dan 
n. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 
(2) PA bertanggu ng jawab alas pelaksanaan tugas dan wewcnangnya 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Sekretaris 
Daerah. 

Pasal 10 

Bagian Keempat 
PA 

i. melaksanaknn Pcmbcrinn Pinjarnan Daerah alas nama Pemerintah 
Daerah; 

j. mclakuka n pcngcloloan Utnng dan Piutang Daerah; dan 
k. mclakuko n pcnagihan Piutang Daerah. 

(4) Kunsa BUD scbagaimana dimaksud pada ayat {l) bcrtanggung jawab 
kcpada ~PKD ._~\a\ru BUD. 

Pasa19 
Bupati atas usu1 BUD dapat mcnetapkan Lebih da.ri l (satu\ Kuasa BUD di 
lingkunga~ SKP~ dcngan pertimbangan besaran jumlah uang yang dikelola, 
be ban kerja, lokasi, dun/ o.tau rentang kcndali. 
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~Bagian ... 

(1) Kepala SKPD selaku PA menetapkan PPK SKPD sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 10 ayat (1) huruf 1 untuk melaksanakan fungsi tata usaha 
keuangan pada SKPD. 

(2) PPK SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan 
wewenang: 
a. me\akukan "~rif~s\ SI>P-UP, SPP-GU, SI>P-1'1J, dan SPP-\.£ be~rta 

bukti kele ngkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran; 
b. menyiapkan SPM; 
c. mefakukan verifikasi Iaporan pertanggungjawaban Bendahara 

Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran; 
d. melaksanakan Iungsi akuntansi pada SKPD; clan 
e. menyusun laporan keuangan SKPD. 

(3) PPK SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) tidak merangkap sebagai 
pejabat dan pegawai yang bertugas melakukan pernungutan pajak daerah 
dan retribusi daerah, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pcngeluaran, 
dan/atau PPTI{. 

Pasal 14 

Bagian Ketujuh 
PPK SKPD 

(1) Penetapan PPTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) 
berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, besaran anggaran 
Kegiatan, be ban kerja, lokasi, rentang kendali, danj atau pertimbangan 
objektif lainnya. 

(2) PPfK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pegawai ASN yang 
meoo\lduki }aba\an ~ttu.ktura! ~~uai tlengan tuga-e. tlan {ung"'in·:ra. 

(3) Dalam hal tidalk terdapat Pegawai ASN yang mendudukijabatan struktural, 
PA/ KPA dapat menetapkan pejabat fungsional umum selaku PPTK yang 
kriterianya ditetapkan oteh Bupati. 

Pasal 13 

(1) PA/KPA dalam melaksanakan Kegiatan menetapkan pejabat pada 
SKPD/Unit SKPD selaku PPTK. 

(2) PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) bertugas membantu tugas clan 
wewenang PA/ KPA. 

(3) Dalam melaks.anakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada 
aJat l'2\, PP1'K bert.m'i,%\lng }a'Wab ke?ada P9i../KP9i... 

Pasal 12 

Bagian Keenam 
PPTKSKPD 

c. melakukan pengujian atas tagihan clan memerintahkan pembayaran; 
d. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam 

batas anggaran yang telah ditetapkan; 
e. melaksanakan pemungutan retribusi daerah; 
f. mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya; 

dan 
g. melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan, 
(51 Dalam melaks anakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4J 

KPA bertanggung jawab kepada PA. 
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~(2) Bendahara ... 

(1) Bupati atas usul PPKO menetapkan Bendahara Pengeluaran untuk 
mel~sanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran 
belanja pada S KPD dengan Keputusan Bupati. 

Pasal 19 

(1) Kepala SKPD a tas usul Bendahara Penerimaan dapat menetapkan pegawai 
yang bertugas membantu Bendahara Penerimaan untuk meningkatkan 
efektifitas pengelolaan Pendapatan Daerah dengan Kcputusan Kepala 
SKPD. 

(2) P~gawai yang bertugas membantu Bendahara Penerimaan sebagaimana 
~\mak<oud pada a-:,at \ 1 \ me\ak~1Yakan tuga<o dan 'Hewenan-s ~c.,uai den'i,an 
lmgkup penugasan yang ditetapkan oleh kepaJa SKPD. 

Pasal 18 

(1) DaJam haJ PA rnelimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA, Bupati 
dapat menetapkan Bendahara Penerimaan pembantu pada unit kerja 
SKPD yang bersangkutan. 

(2) Bendahara Pemerirnaan pembantu sebagairnana dimaksud pada ayat (1) 
memiliki tugas dan wewenang sesuai dengan lingkup penugasan yang 
ditetaµkan ~\eh Buµati. 

Pasal 17 

(I) Bupati menetapkan Bendahara Penerirnaan untuk melaksanakan tugas 
kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan pada 
SKPD atas usul PPKD selaku BUD dengan Keputusan Bupati. 

(2) Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki 
tugas dan wewenang menerima, menyimpan, menyetor ke Rekening Kas 
Umum Daerah, menatau~akan, dan mempiertanggun~awabkan 
Pendapatan Dnerah yang diterimanya. 

Pasal 16 

Bagian Kesembilan 
Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran 

( I) Dalarn hal PA mclimpahkan sebagian kcwcnangannya kepada KPA karena 
pertirnbangan scbogaimana dirnaksud dalam Pasal 11 ~yat (2), PA 
menetapkan PPK Unit SKPD untuk melaksanakan fungsi tat.a usaha 
keuangan padra Unit SKPD. . 

(2) PPK Unit SKPD sebagairnana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: . 
a. mc\akukan '4erifikat>, S~P-1'U <ian SPP-LS be~rta \:rukti 

kclcngkaponnya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran 
pembantu.; 

b. menyiapk.an SPM-TU dan SPM-LS, berdasarkan SPPTU dan SPP-LS 
yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran pembantu; dan 

c. mclakuka n verifikasi Japoran pertanggungjawaban Bendahara 
Penerimasin pembantu dan Bendahara Pengeluaran pembantu. 

Bagian Kedelapan 
Pejiobat Pcnarousahaan Keuangan Unit SKPD 

Pasal 15 
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~Bagian ... 

w.enyim~ ~an~ pada ?>'1a\.\l bank a.tau k.mb-a.<g,a keuan<g,an \runn~a a.ta~ 
narna pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung. 

c. 

Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran dilarang: 
a. ~elakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan, dan penjualan 

jasa; 
b. ~rtindak sebagai penjamin atas kegiatan, pekerjaan, dan/atau penjualan 

jasa; dan 

Pasal 21 

Kepala SKPD a tas usul Bendahara Pengeluaran dapat menetapkan pegawai 
yang bertugas membantu Bendahara Pengeluaran untuk meningkatkan 
efektifitas pengelolaan Be)anja Daerah dengan Keputusan Kepala SKPD. 
Pegawai yang bertugas membantu Bendahara Pengeluaran sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan 
\,ngkup pcnuga'::.an ~ang d,\.etapkan ok.h kepa!a SKPD. 

Pasal 20 

(4) 

(3) 

Bendnharo Pcngclunrnn scbogaimona dimaksud pada ayat (1) memiliki 
tugas don wewenang: 
a. mcrwqiukan pcnnintoan pembayaran mcnggunakan SPP UP, SPP GU, 

SPP TU, dnn SPP LS; 
b. mencrimn don mcnyimpon UP, GU, don TU; , , .. I"!. •-\ 

mc\akt\anl\kM, pem\Yc\:,at?\n daT\ UP, G~, dan 1'v ~.an!, u\.,..elV an~a·, 
~: menolok pcrintoh bayar dari PA yang tidak scsuai dengan ketentuan 

peraturan perundang- undangan; 
e. mene!iti k.cfcngkopan dokumcn pembayaran; . . . 
f. membunt laporan pcrtanggungjawo.ban secara adm1mstratifdkep8aUdDa 

PA don Ia.poran pcrtanggungjawaban sccara fungsional kepa a 
secam pet ·iodik; don 

g. memunguit dun mcnyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan 
pcrnturan perundang-undangan. . 

Dalom hot PA melimpahkan kewcnangannya kepada KPA sebagairnana 
dimaksud dalnrn Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2), Bupati atas usul PPKD 
menetaµlr.an B.endahara Penge\uaran pembantu. 
Bendahara Pengeluaran pernbantu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
memiliki tugas dan wewenang: 
a. mengajujcan perrnintaan pembayaran mengguna.kan SPP TU dan SPP 

LS; 
b. menerimai dan menyimpan peJimpahan UP dari Bcndahara 

Pengeluar an; 
c. menerima dan menyimpan TU dari BUD; 
d. melaksanakan pembayaran atas pe)irnpahan UP dan TU yang 

dikelolanya; 
e. rnenolak perintah bayar dan KPA yang tidak scsuai dengan ketentuan 

l)':raturan ?',rondan1,- undan!,an·, 
f. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran; 
g. mernunguit dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan 

peraturarn perundang-undangan; dan 
h. mernbuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada 

KPA dan Japoran pertanggungjawaban secara fungsional kepada 
Bendahana Pengeluaran secara periodik. 

(2) 

(2) 

(1) 
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~(3) Pengeluaran ... 

( 1) S~mua Penerirnaan Daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang 
d1anggarkan dalam APBD. 

r2J Penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat fl) terdiri atas: 
a. Pendapatan Daerah; dan 
b. penerimaan Pembiayaan daerah. 

Pasal 24 

(1) APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Urusan 
Pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan kemampuan 
Pendapatan Daerah. 

(2) APBD sebagairnana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mempedomani 
KUA PPAS yang didasarkan pada RKPD. 

~3\ i\PBD memP'lln~ai fon'l,~i ~t~ri~a~. pe~e~anaan, pen'l,av,a~, ~ka£>\, 
distribusi, dan stabilisasi. 

(4) APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 
setiap tahun d itetapkan dengan Perda sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

Pasal 23 

Bagian Kesatu 
Umum 

BAB Ill 
APBD 

f. 

( l) Dalnrn proses 1 >enyusunnn APBD, Dupnti dibantu olch TAPD yang dipimpin 
oleh Sckrctnri~1 Dncrnh. . . . 

f2.) TAPD scl>ilJ!nironnn climnk:mcl pndn n.~nr f IJ tcrdiri atns Pejabat Perencana 
o,wrnh, PPKD, don pejnbat lnin sesurn dcngan kcbutu~an. 

(3) TAPD scbngnimnnn dimnksud pnda nyat (I) mempunyai tugas: 
memlv'<'h~ , .. "'.cb~\\\r,M\ \>~w,z,c\<\\?.'c\"- V.~u~m1.,an O~ra\v, 

~: mcnyusui 1 dnn mcmbnhas rnncangnn KUA don rancangan pcrubahan 
KUA; 

c. menyusun dan membanas rancangan PPAS dan rancangan 
perubaha n PPAS; 

ct. mclakuka n vcriliknsi RKA SKPD; h APBD d 
c. mcmbnhu s runcangan APBD, roncangan peruba an , an 

rancangnn pcrtanggungjawaban APBD; 
membnha s hasil evaluasi APBD., perubahan APBD., dan 
Pertanggnngjawaban APBD; 

g. mclakuka n verifikasi rancangan DPA SKPD dan rancangan perubahan 
DP~SKPO·, 

h. mcnyiapk.an surat edaran Bupati tentang pedoman penyusunan RKA; 
dan 

i. melaksan.akan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundan g-undangan. 

Oalam melaksanakan tugas TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
dapat melibatk:an instansi sesuai dengan kebutuhan. 

(5) TAPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

(4) 

nuginn Kcscpuluh 
TAPD 

Posnl 22 
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~(3) Pembiayaan ... 

(1) Pendapatan Doerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf 
a meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah 
yang tidak perl u dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai 
penambah ekuiitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun 
an%Saran. 

(2) Bel~ja_ Daeralh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b 
melipu~ ~mua pengcl_uaran dari Rekcning Kas Umum Daerah yang tidak 
perlu ciitenrna kembab oteh Daerah dan pengetuaran tainnya yang sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai 
pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) 
tahun anggara n. 

Pasal 28 

Pasal 26 

APBD merupakan dasar Pcngelolaan Keuangan Daerah dalam masa 1 (satu) 
tahun anggaran sessuai dengan undang-undang mengenai keuangan negara. 

Pasa125 

Satuan hitung dale m APBD adalah mata uang rupiah. 

(3) Pcngcluornn Dacmh scbognimono dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 
a. Belnnjn Docrah; don 
b DCl'\~clunrnn Pcmbioynon dacrnh. . 

) P~ncrimonn JOocrnh yong dionggarknn dalarn ~PBD sebagrumana 
(4 dirnnksud padn nynt (2) mcrupoknn rcnc~na ~cnenmaan £?aerah yang 

\cn.,k'-\t \~ct-.,·'.\ t'i\'.\\\'IWo\ 'J?.Wt\ {_\'i\~l d~a~\ un\.uk. '.;!JC\.\ap ~umbe:r 
Pcnerimnon Daerah dan berdasarkan padn kctcntuan peraturan 
pcnmdnng-undangan. . 

fSJ Pcngeluaran Oaernh yang dianggarknn dalarn APBD scbagaimana 
dimoksud pad n nyol (3) mcrupakan rencana _Pengeluaran Daerah. scsuai 
dcngan kcpast inn terscdinnyn dana alas Pcnenmaan Daerah dalamJumlah 
ynng cukup. 

(6) Sctiap Pcngclunran Dacrah sebagoim~o dirnaksud pada ayat (3) harus 
memiliki dasar' hukum yang melandasmya. . 

(7) Scluruh Pene rimaan Dacrah dun Pengeluaran Daerah sebagairnana 
dimaksud pad a ayat ( 1) dianggarkan secara bruto dalarn APBD. 

Bagian Kedua 
Struktur APBD 

Pasal 27 

{1) APBD rnerupalcan satu 'kesatuan yang terdiri atas: 
a. Pendapatan Daerah; 
b. Belanja D aerah; dan 
c. Pembiaya.an dacrah. 

(2) APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan menurut 
Urusan Pemerintahan daerah dan organisasi yang ditetapkan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) Klasifikasi APBD menurut Urusan Pernerintahan daerah dan organisasi 
sebagaimana. dimsksud pod« ayat (2) disesuaikan denE:Qn kebutuhan 
dacrah berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan. 
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~n. pendapatan ... 

( 1) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 30 huruf a 
meliputi: 
a. pajak dae rah; 
b. retribusi daerah; 
c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan 
d. \ain-\a\n peooapatan a.<o\i da.~rah ~a.ng 'oa.n. 

(2) Pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf a dan huruf b meliputi pendapatan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pajak 
daerah dan rettribusi daerah. 

(3) Hasil pengelolaan kckayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Penerimaan Daerah atas hasil 
penyertaan modal daerah. 

(4) Lain-lain pend apatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf -d terdiri atas: 
a. hasil pcnj ualan BMD yang tidak dipisahkan; 
b. ha£.il ?emanfaatan BMD ~ani tidak di.?i.~hkan~ 
c. hasil kerja sarna daerah; 
d. jasa giro; 
e. hasil pengelolaan dana bergulir; 
f. pendapatan bunga; 
g. penerimaan alas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah; 
h. penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat 

penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan 
barang dam jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai 
akibat penyirnpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil 
pcmanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan 
Pcooa.paum D~f?.h·, 

i. penerimaan keuntungan dan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata 
uang asing; 
pendapat:an denda alas keterfambatan peCaksanaan pekerjaan; 
pendapatan denda pajak daerah; 
pendapatan denda retribusi daerah; 

m. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan; 

Pasal 31 

Pendapatan Daerab terdiri atas: 
a. pendapatan as li daerah; 
b. pendapatan tnmsfer; dan 
c. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. 

Pasal 30 

Pendapatan Daerah dirinci menurut Urusan Pcmerintahan daerah, organisasi, 
jenis, obyck, dan rirician obyek Pendapatan Daerah. 

Pasal 29 

(3) Pembiayaan dnerah scbagairnann dimoksud dal~m Pasal 27 ay~t (I) huruf 
c meliputi se mua pcnerimoun yang pcr~u d1_bayar kembah dan/atau 
pengeluarnn yaf\g akan diterirna kernbali, _ba1k padn tahun anggaran 
berkcnaan mo upun pada tohun anggnran bcnkutnya. 

Boginn Ketiga 
Pcndapatnn Dacrah 
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~(5) Belanja ... 

(4) 

(3) 

(2) 

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b 
untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Daerah. 
u.rusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sebagaimana 
dunaksud pada ayat (1) ~~rdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan 
Urn~ Pemenntahan Pilihan 'oe£.\1ai den'i,an ketentuan ?eraturan 
perundang-undangan. 
Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tcrdiri 
atas U~san Pemerintahan Wajib yang terkait Pe!ayanan Oasar dan Urusan 
Pemenntahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar. 
Urusan Pemer~tahan Pilihan sebagairnana dimaksud pada ayat (2) sesuai 
dengan potens 1 yang dimiliki Daerah. 

(1) 

Pasal 36 

Bagian Keempat 
Belanja Daerah 

Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 
huruf c sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undangan. 

Pasal 35 

Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b sesuai 
dengan ketentuan peraturan undang-undangan. 

Pasal 34 

(3) 

(2) 

Bupati yang melakukan pungutan atau yang disebut nama lainnya 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a dikenai sanksi 
administratif t idak dibayarkan hak-hak keuangannya yang diatur dalam 
ketentuan peraturan perundang-undangan selama 6 (enam) bulan. 
Bupati yang rmelakukan pungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 
huru{ \) d\kenai. 'c.ank~. admi.ni£.trati{ \:.e'c,:Uai dengan ketentuan pera~an 
perundang-undangan. 
Hasil pungutan atau yang disebut nama lainnya sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( I J wajib disetorkan se{uruhnya ke kas negara. 

(1) 

Pasal33 

Pemerintnh Daerah dilarang: 
a. melakukan pu ngutan atau yang disebut nama lainnya yang dipersamakan 

dengan pungu tan di luar yang diatur dalam undang-undang: dan 
b. melokukan pungutan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi, 

menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa an~r 
daerah, da.n keg,atan ~kt.por I ;,mpor ~ang meruµakan 1p'r~a.m 'i:.trateg\'i:. 
nasional. 

Pasal 32 

pendapatun dari pengembalian; 
pendapatnn dan BLUD; don 
pendapatnn lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 
undangan. 

n. 
o. 
p. 
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~asal 40 ... 

u.rusan Pemerintah.~ Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (6) 
diselaraskan dan dipadukan dcngan belanja negara yang diklasifikasikan 
menurut fungsi yang antara lain terdiri atas: 
a. pelayanan umum; 
b. ketertiban daru kearnanan; 
c. ekonomi·, 
d. perlindungan lingkungan hidup; 
e. pcrumahan dan fasilitas umum; 
t. kesehatan; 
g. pariwisata; 
h. pendidikan; dan 
i. perlindungan sosial. 

Pasal 39 

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 36 ayat (5) 
berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, 
dan/atau stan dar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ 
undangan. 

(2) Belanja Daerah sebagaimana dirnaksud dalarn Pasal 36 ayat (6) dan ayat 
\71 berpeoomo.n pada ~dat" haria ~t\.\an r~gi.onal, anali..£.i..£. ~ar 
belanja, dan/ a tau standar teknis scsuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(31 Daerah rnenyusun standar harga satuan Daerah dengan berpedornan pada 
standar harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-un dangan 

(4) Analisis standar belanja dan standar teknis sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dan ayat (2) dan standar harga satuan Daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat f3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 

(5) Analisis standar belanja dan standar teknis dan standar harga satuan 
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan untuk menyusun 
re~a ke~a dan. 'im'l:l,anm dalam P',n~"-\ll\an ralli:angan P~.:rda tentan.g 
APBD. 

(6) Belanja Daeralh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dirinci 
menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, Program, Kegiatan, 
jenis, obyek, d an rincian obyek Belanja Daerah. 

Daerah wajib mcngalokasikan bclanja untuk mendanai Urusan Pemerintahan 
Daerah yang besarnrmya telah ditetapkan sesuai dcngan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

Pasal37 

Pasal 38 

(5) Belanja Daerah sebagnimana dimaksud pada aya~ (1) diaJokasi~an deng3:1 
mernprioritaskan pcndnnonn Urusan Pcmenntahan WaJ1b terkait 
Pelavanan Dasar dalarn rangka pcmcnuhan Standar Pelayanan Minimal. 

(6) Bela~njR Dacmh untuk pcndanaan Urusan Pemcrintahan Wajib yang tidak 
terkait dcngnri Pelnynnnn Dasar dialokasjkan sesuai dengan kebutuhan 
D?teta\,. 

(7) Belanja Dncrnh unluk pcndanaan Urusan Pemerintahan Pilihan 
dialokasikan Hcsuai dcngan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki 
Daerah. 
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~4) Belanja ... 

Pasal 43 

(1) "Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a 
dirinci atas jenis: 
a. belanja pegawai; 
b. belanja barang dan jasa; 
c. belanja bunga; 
d. belanja subsidi; 
e. belanja hi bah; dan 
f. belanja bantuan sosial. 

(2} &Janja modal sebageimana dimaksud delam Pesel 42 aya: (1} hurui b 
dirinci atas jenis belanja modal. 

(3) Belanja tidak t erduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat ( 1) huruf 
c dtrmc) atas jenis belanja lidak terduga. 

Pa.sal 42 

{1) Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: 
a. belanja operasi; 
b. belanja modal; 
c. belanja tidak terduga; dan 
d. bclanja transfer. 

l2l Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (l l huruf a merupakan 
pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemcrintah Daerah yang 
memberi manfaat jangka pendek. 

(3) BeJanja modal sebagaimana dimaksud psda ayat ( 1) hurui b merupsksn 
pengeluaran a.nggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang 
memberi rnanfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. 

\~) 'Belanja tidak terduga sebagaimana d'unaksud pana ayat \1) riurul c 
merupakan pcngeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan 
darurat termnsuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi 
sebelumnya. 

(5) Belanja transfer scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan 
pengeluaran uang dan Pemerintah Daerah kepada pernerintah daerah 
lainnya dan/att.au dan Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. 

(1) Belanja Daera h menu rut Program dan Xegiatan sebagairnana dimaksud 
dalam Pasal 38 ayat (6) disesuaikan dengan Urusan Pemerintahan Daerah 
bcrdasarkan kctentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Program dan Kcgiatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) rinciannya 
paling sedikit rnencakup: 
a. target dan Sasaran; 
b. indikator .capaian Keluaran; dan 
c. indikator ,capaian Hasil. 

(3j Nomenklatur Program dalam Be}anja Daerah serta indikator capaian Hesil 
dan indikator capaian Keluaran yang didasarkan pada prioritas nasional 
disusun berd.asarkan nomcnklatur Program dan pedoman pcncntuan 
mdikator Hasil dan 'md'ikator Kenraran sesuai dengan 'ketentuan peraruran 
perundang-un-dangan. 

Pasal 41 

Belanjn Daerah mcnurut organisasi scbagairnana dimaksud da1am Pasal 38 ayat 
(6) discsuaikan dcngan susunan organisasi yang ditetapkan berdasarkan 
kctcntuan pcratura n pcrundang-undangan. 

Pasal "10 
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Pasal48 

(l) Belanja subsicli sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 43 ayat (1) huruf d 
digunakan agar harga jual produksi a tau jasa yang dihasilkan oleh baden 
usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta, sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat 
terjangkau ole h masyarakat. 

(2\ Sadan usaha milik negara, BUMD dan/at.au badan usaha milik swasta 
sebagairnana dimaksud pada ayat (1) merupakan badan yang 
menghasilkan produk atau jasa Pelayanan Dasar masyamkat. 

~(3) Sadan ... 

Pasal 47 

Belanja bunga sebagairnana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf c 
digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga Utang yang dihitung atas 
kewajiban pokok Uzang berdasarkan perjanjian pinjaman. 

PasaJ 46 

{1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasa1 43 ayat (1) 
huruf b digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang 
nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, tennasuk barang/jasa 
yang akan diserahkan at.au dijual kepada mesyarakat/pihak ketiga. 

(2) Pengadaan bnrang/jasa sebagaimana dirnaksud pade ayat (1) dalam 
rangka melaksanakan Program clan Kegiatan Pemerintahan Daerah. 

Pasal45 
(1) Perncrintah Daerah dapat mernberikan tarnbahan penghasilan kepada 

Pcgawai ASN dengan mcmperhatikan kemampuan Kcuangan Daerah dan 
memperoleh pcrsetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan 
pcrundang-un dangan. 

(2) Tambahan penghasilan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 
berdasarkan pertimbangan beban kerja, ternpat bertugas, kondisi kerja, 
kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif 
lainnya. 

(3) Pemberian uunbahen penghasi}sn kepada Pegawsi ltSN daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati 
dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah. 

l~) Dalam hal bel um adanya Peraturan Pemermtah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3), Bupati dapat membcrikan tambahan pcnghasilan bagi 
Pegawai ASN s etelah mendapat persetujuan Mentcri. 

Pasal 44 

{1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat {1} huruf a 
digunakan urutuk rncnganggarkan kompcnsasi yang ditetapkan sesuai 
dengan ketcnlruan peraturan perundang- undangan. 

(2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada 
Bupati/wakil Bupati, pimpinan/anggota DPRD, dan Pegawai ASN. 

(31 Belanja Pegawai ASN sebagairnana dimaksud pada ayat (I l dianggarkan 
pada belanja SKPD bersangkutan sesuai dengan kctentuan peraturan 
perundang-un dangan. 

(4) B.e~an~a tra~sf<:r sebagaimana dirnaksud dalarn Pasal 42 ayat (1) huruf d 
dirinci atas jerns: 
a. belania bagi hasil; dan 
b. belanja bantuan keuangan. 
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rasal 51 ... 

Pasal 50 
{1) Belanja bantu an sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat {1) 

huruf f diguna kan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang 
dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau 
masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang 
bertujuan unt:uk melindungi dan kemungkinan terjadinya resiko sosial, 
kecuali dalarn keadaan tertentu dapat berkelanjutan. 

(2) Keadaan tertemtu dapat bcrkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran 
sampai penerima bantuan telan lepas dan resiko sosial. 

(3) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan 
dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah sctelah 
mempriorltaskan pernenunan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan 
Urusan Peme:rintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 49 

(1) Delanjn hibah sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 43 ayat {1) huruf e 
diberikan kepuda Pernerintah Pusat, Pernerintah Daerah lainnya, badan 
usaba milik ne-gara, BUMD, dan/atau badan don lcmbaga, serta organisasi 
kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik 
tclah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, 
serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali 
ditcntukan lain sesuai dcngan ketentuan peraturan perundang- undangan. 

(2) Pernberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk 
menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Doerah 
sesuai kepenlingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi 
pernerintahan , pembangunan, dan kemasyarakatan dengan 
memperhatika n asas keaduan, kepatutan, rasionalitas, dan mantaat untuk 
masyarakat. 

(3) Belanja hibah dianggarkan dalam APBD sesuai kemampuan Keuangan 
Daerah setclah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan 
Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. 

(4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam 
bentuk uang dan/atau dalam bentuk barang atau jasa sepanjang 
ditetapkan dal am peraturan perundang-undangan. 

(5) Hibah dituangkan dslem pe,janjian enter pemberi dan penerime seperti 
Naskah perjanjian hibah atau dokumen lainnya yang sekurang-kurangnya 
mengatur rna.ksud perjanjian hibah, penggunaan hibah, pengelolaan 
hibah, identitas penerima hibah, jumran uang dan/ a tau jumlah barang 
atau jasa yang dihibahkan. 

(3) Sadan usaha milik ncgnra, BUMD, badan usaha milik swasta, dan/atau 
badan hukurr i loin sebngnirnnna dirnaksud pada ayat (2) yang akan 
diberiknn subesidi tcrlcbih dahulu dilakukan audit kcuangan oleh kantor 
akuntan publi k scsuni dcngnn kctcntuan pcraturan perundang-undangan. 

(4) Hnsil audit s cbngnimunn dirnnksud pada ayat (3) mcrupakan bahan 
~r\im\mnt'i\" un\uk mem\w.rik?.,, \\u\w.~,. 

(5) Dnlarn rnngkn pcrtnnggungjnwnbnn pclnksanaan APBD, pcncrima subsidi 
sebngnirnnnn dimnksud padn ayat (I) wojib mcnyampaikan laporan 
pcrtanggungja waban pcnggunaan dano suf:>sidi kcpada Bupati. 

(6) Kctcntunn lcbih lnnjut mcngcnai tata cara pcmberian dan 
pcrtanggungja wabnn subsidi diatur dalarn Pera tu ran Bupali scsuai dengan 
kctcntunn pcrr uuran pcrundang-undangan. 
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\;3) Penjadwalan ... 

Pa.sal 53 
(11 Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) 

merupakan perigeluaran anggaran atas Behan APBD untuk keadaan 
darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan 
pembayaran a tas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya. 

(2) Dalam hal belanja tidak terduga sebagaimana climaksud pada ayat (1) tidak 
mencukupi, menggunakan: 
a. dana dari hasil penjadwalan ulang capaian Program clan Kegiatan 

lainnya serta pengeluaran Pembiayaan dalam tahun anggaran 
bezjruan; dan/aUJ.u 

b. memanfaatkan kas yang tersedia. 

Pasal 52 

Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat {2) meliputl: 
a. bclanja tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh 

dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah 
Daerah dan dulam kondisi siap dipakai; 

b. bclanja perala tan dan mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan 
dan mesin m-encakup mesin clan kenclaraan bermotor, alat elektronik, 
inventaris kan tor, clan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa 
manfaatnya lelbih dan 12 (dua belas) bulan clan dalam kondisi siap pakai; 

c. befanja bangu nan den gedung, dlgunakan untuk menga.nggarkan gedung 
dan bangunan mencakup seluruh gedung clan bangunan yang diperoleh 
dengan maksuid untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah 
Daerah dan da)am kondisi siap dipakai; 

d. belanja jalan, irigasi, danjaringan, digunakan untuk menganggarkanjalan, 
irigasi, clan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun 
oleh Pemerintah Oaerah serta dirniliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah 
Oaerah clan daJam kondisi siap dipakai; 

e. belanja aset t-etap lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap 
lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam 
kelompok aset tetap sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai clengan 
hurul d, yang diperokh dan dimanlaaikan untuk kegiatan operasional 
Pemerintah Daerah dan dalam konclisi siap dipakai; clan 

f. belanja aset lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang 
t"ldak digunakan untuk keperluan operasional Pemermtan Daerah, tidak 
memenuhi deflnisi aset tetap, clan harus disajikan di pos aset lainnya 
sesuai clengan nilai tercatatnya. 

Pnsal s l 
{11 l3c1nnjn modnl scbngnirnnnn dirnaksud dnlarn Pasnl 43 ayat (2) digunakan 

untuk mcngnnggnrknn pcngclunrnn ynng dilnkukan dalarn rangka 
pcngndunn nsct tctnp clnn nsct lninnyn. 

(2) Pcngndunn us et tctnp scbngnimnnn dimnksud pada ayat (l) mcmcnuhi 
kritcrin: 
a. mcrnpunyai mnsa rnnnfnat lebih dun 12 (dua belas] hulan; 
b. digunaknm dnlnrn Kcgintnn Pcrncrintahan Dacrah; dan 
c. batns mirnimnl knpitnlisnsi nser, 

(J} Dnlns minimal. k11pitnlisasi nsct scbogalmana dimaksud pada ayat (2} hurul 
c dintur dalam Pcruturnn Bupnti. 

(4) Asel tetnp scbngnirnuna dirnaksud pada ayal (2) dianggarkan dalam belanja 
modal scbcsnr 'narga bcr1 atau bnngun asct ditarnbah seluruh belanja yang 
tcrknit dengnn pcngndnnn/ pcmbangunan aset sampai a set siap digunakan. 



Dipindai dengan CamScanner 

Pasal 56 
{1) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat {4) 

huruf b diberi kan kepada Daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, 
pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu 
lainnya. 

(2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
dianggarkan sesuai kernampuan Keuangan Dae rah setelah 
memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan 
Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh 
peraturan peruruiang- undangsn, kecusli ditentuken Jain sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 
a. bantuan keuangan antar-Daeran kabupaten}ko'ta; 

~ b. bantuan ... 

PasalSS 

Belanja bagi basil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat {4) huruf a 
dianggarkan dalam APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

rasa1 54 

ll) Kcadnnn dnruirat scbngnimnno dimaksud dalom pasal 53 ayat {1) meliputi: 
a. bcncnnn nlnm, bcncana non-nlarn, bcncana sosial dan/atau kejadian 

luar biasn; 
b. pclaksnnnan opcrasi pencarian clan pcrtolongan; dan/atau 
c. kerusakn n snrano/prosorono yang dapat mcngganggu kegiatan 

pelayannri publik. 
(2) Keperluan meridcsak sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (1) 

meliputi: 
a. keouumon aacrah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang 

anggaran nya belum tcrsedia dalam tahun anggaran berjalan; 
b, Bclanja Dacrah yang bersifat mcngikat dan bclanja yang bersifat 

wajib; 
c. Pengeluaran Oacrah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah 

dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan 
perundarag-undangan; dan/atau 

d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menirnbulkan 
kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau 
masyarakat. 

(3) Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak sebagaimana dimaksud 
pada ayat l 1) don ayat /2) ditet.apkan daJam Perda tentang APBD tobun 
berkenaan. 

(4) Pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang belum tersedia 
anggarannya, diformu)asikan ter\eb'1h dahulu naiam RKA SK.PD, kecuaY1 
untuk kebunnhan tanggap darurat bencana, konllik sosial, dan/ atau 
kejadian luar biasa. 

(5) Belanja untu k kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, 
dan/atau kej.adian luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 

(6) Pengeluaran untuk mendanai keperluan mendesak yang belum tersedia 
anggarannya dan/ atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan 
!er}ebih da.hu}u delam RKlt SKPD dan/a.t.a.u Perubohen DP.'\ SK.PD. 

Penjadwalan ialnng cupninn Program clan Kegiatan sebagairnana dimaksud 
pada nyat (2) h uruf fl diformulnsikon terlebih dahulu dalam Perubahan DPA 
SKPD. 

(3) 



\,Pasal 58 ... 

Dipindai dengan CamScanner 

Paragraf2 
Penerimaan Pembiayaan 

Pasa157 

{1) Pembiayaan d.aerah sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 27 ayat {1) huruf 
c terdiri atas: 
a. penerimaan Pembiayaan; dan 
b. pengeluaran Pembiayaan. 

(2) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut 
Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, [enis, obyek, dan rincian obyek 
Pembiayaan daerah. 

(3) Penerirnaan Pernbiayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
nurul a bersumber dari: 
a. SiLPA; 
b. pencairari Dana Cadangan; 
c. nasu penj uaran kekayaan aaerah yang dipisahkan; 
d. penerimaan Pinjaman Daerah; 
e. penerirnaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau 
f. penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundarrg-undangan. 
(41 Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (.1\ huruf b 

dapat digunakan untuk Pembiayaan: 
a. pembayaran cicilan pokok Utang yangjatuh tempo; 
b. penyertaan modal deereb; 
c. pembentukan Dana Cadangan; 
d. Pernberian Pinjaman Daerah; dan/ atau 
e. pengeruaran Pembiayaan Iamnya sesuai dengan ketenruan peraturan 

perundan g-undangan. 
(5) Pembiayaan raeto merupakan selisih penerimaan Pembiayaan tcrhadap 

pengeluaran Pembiayaan. 
(6) Pembiayaan neto sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan untuk 

menutup defisit anggaran, 

Paragraf 1 
Um urn 

Bagian Kelima 
Pembiayaan Daerah 

b. bantuan Keuangan Daerah kc provinsi dan/atau Daerah provinsi 
lainnya; dan/atau 

c. bantuan I (euangan Dacrah kepada dcsa. 
(4) Bantuan kcunngan sebagairnana dimaksud pada ayat (3) bersifat umum 

atau khusus. 
\5} P~rnnrokan dan pew6e\claan bantuan keuan1,an ':fani ~rn,fat umum 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diserahkan kepada Pemerintah 
Daerah pencri ma bantuan. 

(t5j Perunlukan lbantuan keuangan yang bcrsifat khusus sebagaimana 
dimaksud pa da ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan 
pengelolaannya diserahkan kepada pencrima bantuan. 

(7) Pernberi banttran keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada 
ayat (6) dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD 
atau anggaran pendapatan dan belanja desa penerima bantuan. 



Dipindai dengan CamScanner 

\(3) Penerimaan ... 

Pasal 61 
[I] Penerimaan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat 

(3) huruf d didasarkan pada jurnJah pinjaman yang akan diterima dalam 
t.ahun anggaran berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam 
perjanjian pinjaman bersangkutan. 

(2) Pcnerimaan Pinjaman Dacrah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
bersumber dari: 
a. lembaga keuangan bank; 
b. lembaga keuangan bukan bank; 
c. mas_varalcat; dan/ atau 
d. sumber penerimaan Pinjaman Oaerah lainnya sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

Pasal 60 
{1) Hasil penjuala n kekayaan daerah yang dipisahkan sebagairnana dimaksud 

dalam Pasal .57 ayat (3) huruf c dilakukan scsuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

(2) Penerimaan atas hasil penjualan kekayaan daerah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dicatat berdasarkan bukti penerimaan yang sah. 

Pasal 59 

(1) Pencairan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat {3) 
huruf b digunakan untuk menganggarkan pencairan Dana Cadangan dari 
rekening Dann Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dalam tahun 
anggaran berkenaan. 

(2) Jumlah Danai Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai 
dengan jumlalh yang telah ditetapkan dengan Perda tentang pernbentukan 
Dana Cadangan bersangkutan. 

(3) Pencairan Dana Cadangan dalam l (satu) tahun anggaran menjadi 
penerimeen Pemoiayaan APBD dalam tahun anggar:m berkeneen. 

(4) Dalarn hal Dana Cadangan scbagaimana dirnaksud pada ayat (1) belum 
digunakan sesuai dcngan peruntukannya, dana tersebut dapat 
ditempatkan cralarn portolouo yang memberikan nasu tetap dengan rrsiko 
rcndah. 

(5) Posisi Dana C adangan dilaporkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan 
dari laporan pertanggungjawaban APBD. 

(6) Penggunaan atas Dana Cadangan yang dicairkan dari rekening Dana 
Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah sebagairnana dimaksud pada 
ayat (1) dianggarkan dalam SKPD pengguna Dana Cadangan 
bersangkutan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan pcraturan 
perundeng-uadangan. 

PasaJ 58 

SiLPA sebagaimarm dimaksud dalarn Pasal 57 ayat (3) huruf a bersumber dari: 
a. pelampauan p encrimaan PAD; 
b. pelampauan pencrimaan pcndapatan transfer; 
c. pelampauan penerimaan Jain-lain Pendapatan Daerah yang sah; 
d. pclampauan pcncrimaan Pernbiayaan; 
e. penghernatan bclanja; 
f. kewajiban kc pada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum 

terselesaikan; dan/atau 
g. sise dana akioot tidak tercapainya capaian target Kincrja don sisa dena 

pengcluaran Pembiayaan. 



Dipindai dengan CamScanner 

Pasal67 
[I] Dana Cadangan sebagairnana dimaksud dalam Pasal 57 ayat l4) huruf c, 

penggunaannya diprioritaskan untuk mendanai kebutuhan pembangunan 

.Pasal 66 
{1) Pemenuhan penyertaan modal pada tahun sebelumnya tidak ditcrbitkan 

Perda tersend iri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut 
tidak melebih:i jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan 
Perda mengen ai penyertaan modal bersangkutan. 

(2) Dalam hal Pemerintah Daerah akan menambah jumlah penyertaan modal 
melebihi juml ah penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan Perda 
mengenai penyertaan modal, Pemerintah Daerah melakukan perubahan 
Perda mengenai penyertaan modal yang bersangkutan sesuai dengan 
kctentuen peraturan perundeng-undengan. 

{ 1) Daerah dapat melakukan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam 
PasaJ 57 ayat (4) huruf b pada BUMD dan/atau badan usaha milik negara. 

(2) Pcnyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun 
anggaran bcrkenaan telah ditctapkan dalam Perda mengenai penyertaan 
modal daerah bersangkutan. 

(4) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebelum 
persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD atas rancangan Perda 
tenteng lt.PBD. 

(5) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 
sesuai dengaru ketentuan peraturan perundang-undangan . 

Pasal 65 

.Pasal 64 
Pembayaran cicTian pokok Utang sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 57 ayat 
(4) huruf a digunakan untuk menganggarkan pembayaran pokok Utang yang 
didasarkan pada jjumlah yang harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian 
pinjaman dan pe laksanaannya merupakan prioritas utama dan seluruh 
kewajiban Pernerin.tah Daerah yang harus diselesaikan dalam tahun anggaran 
bcrkenaan berdasairkan perjanjian pinjaman. 

Paragraf 3 
Pengeluaran Pembiayaan 

Penerimaan Pembiayaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat 
(3) huruf f digunakan untuk menganggarkan penerimaan Pembiayaan lainnya 
sesuai dengan kete ntuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal63 

Penerimaan kemb.ali Pembcrian Pinjaman Daerah scbagairnana dimaksud 
dalarn Pasal 57 ayrit (3) huruf e digunakan untuk menganggarkan penerimaan 
kernbali pinjaman yang diberikan kepada pihak penerima pinjaman sesuai 
dengan ketentuan pcraturan perundang-undangan. 

(3) Penerimaan Pinjarnan Dacrah sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) 
diJaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 62 



Dipindai dengan CamScanner 

~ Paragraf 2 ... 

Pasal 70 
[I) Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran Belanja 

Daerah mengaldbatkan terjadinya surplus atau defisit APBD. 
(2) Dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk 

pengeluaran Pembiayaan Daerah yang ditetapkan dalam Perda tentang 
APBD yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(3) Dalan:1 hal APBD diperkirakan defisit, APBD dapat didanai dari penerimaan 
Pernbiayaan Daerah yang ditetapkan dalam Perda tentang APBD yang 
peJakso.naannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ 
undangan. 

Paragraf 1 
Um um 

Bagian Keenam 
Surplus dan Defisit 

Penge1uaran Pembiayaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat 
(4) huruf e digunakan untuk menganggarkan pengeluaran Pembiayaan lainnya 
sesuai dengan kete ntuan peraturan perundang- undangan. 

PasaJ 69 

Pasa168 

(1) Pernberian Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasa1 57 ayat 
(4) huruf d digunakan untuk menganggarkan Pemberian Pinjaman Daerah 
yang diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, 
BUMD, badan usaha milik negara, koperasi, dan/atau masyarakat. 

(2) Pemberian Pinjaman Daerah dilaksanakan setelah mendapat persetujuan 
DPRD. 

(3) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bagian 
yang disepaka ti dalarn KUA dan PPAS. 

(4) Ketentuan me ngenai tata cara Pemberian Pinjaman Daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan 
Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 

prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) 
tahun anggaran. 

/2.l Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat {l) dapat digunakan 
untuk menda nai kcbutuhan lainnya scsuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undnngan. 

f~~ Dana Ca.uan~an scbagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dan 
penyisihan alas Penerimaan Daerah kecuali dari: 
a. dana alokasi khusus; 
f>. Pmjaman Daerah; dan 
c. penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran 

tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
(4) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan dalarn 

rekening terse ndiri dalarn Rekening Kas Umum Daerah. 
(5) Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditetapkan dalam Perda tentang pembcntukan Dana Cadangan. 
(6) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan sebelum 

per£.etuju'M\ ben;.ama antara Bu?ati. dan DPRD ala<c. ran<:angan Perda 
tentang APBD . 
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~ Pasal 75 ... 

{1) Bupati menyu sun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD 
dengan mengacu pada pcdoman pcnyusunan APBD. 

(2) Rancangan KUA scbagaimana dimaksud pada ayat ( 1) memuat: 
a. kondisi ekonomi makro daerah: 
b. asumsi penyusunan APBD; 
c. kebijakari Pcndapatan Daerah; 
d. kebijakan Belanja Daerah; 
c. kebijakan Pembiayaan Dacrah; dan 
f. strotegi pencapaian. 

(3) Rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan 
tahapan: 
a. menentukan skala prioritas pembangunan daerah; 
b. menentukan prioritas Program dan Kcgiatan untuk masing-masing 

urusan yang disinkronkan dcngan prioritas dan program nasional 
yang tercantum dalam rcncana kerja Pcmcrintah Pusat setiap tahun; 
dan 

c. menyusun capaian Kinerja, Sasaran, dan plafon anggaran sementarn 
untuk mnsing-masing Program dan Kegiatan. 

Pasal 74 

Bagian Kesatu 
KUA dan PPAS 

BABIV 
PENYUSUNAN RANCANGAN APBD 

Pasa173 

Pemerintah Daerah wajib melaporkan posisi defisit APBD kepada Mentcri dan 
menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan 
setiap semester dalarn tahun anggaran berkenaan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

Paragraf 3 
Defisit 

Pasal 72 

Pemerintah Daerah wajib melaporkan posisi surplus APBD kepada Menteri dan 
menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan 
setiap semester dalam tahun anggaran berkenaan. 

Pasal 71 

Penggunaan surplus APBD diutnmakan untuk: 
a. pembayaran cicilan pokok Utang yangjatuh tempo; 
b. penyertaan modal Daerah; 
c. pembentukan Dana Cadangan; 
d. Pcmberian Pinjaman Daerah; dan/atau 
e. pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Paragraf 2 
Surplus 
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~Bagian Kedua ... 

PasaJ 77 
{1) Kegiatan sebagairnana dimaksud dalam Pasal 74 ayat {3) huruf b dapat 

dianggarkan: 
a. untuk 1 ( satu) tahun anggaran; atau 
b. lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dalarn bentuk Kegiatan Tahun 

Jamak. 
(2\ Kcgiatan Tahun Jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (1 \ huruf b harus 

memenuhi kri teria paling sedikit: 
a. pekerjaan konstruksi alas pelaksanaan Kegiatan yang secara teknis 

merupekan satu kesatuan untuk menghasi}kan 1 (satu) Keluaren 
yang memerlukan waktu penyelesaian lebih dan 12 (dua belas) bulan; 
a tau 

b. pekerjaan atas pelaksanaan 'Kegiatan yang menurut silatnya harus 
tetap berllangsung pada pergantian tahun anggaran. 

(3) Penganggaran Kegiatan Tahun Jamak sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) berdasarkan atas persetujuan bersama antara Bupat:i dan DPRD. 

(4) Persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani 
bersamaan dengan penandatanganan KUA dan PPAS. 

(5) Pcrsetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit 
memuat: 
a. name Kegiatan; 
b. jangka waktu pelaksanaan Kegiatan; 
c. jumlah a nggaran; dan 
a. a)okas·1 ariggaran per tanun. 

(6) Jangka wakt u penganggaran pelaksanaan Kegiatan Tahun Jarnak 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufb tidak melampaui akhir tahun 
masa jabatan Bupati berakhir, kecuali Kegiatan Tahun Jamak dimaksud 
merupakan prioritas nasionaJ dan/ atau kepentingan strategis nasional 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pas.al 76 

Dnlam hnl Bupati dnn DPRD tidak mcnycpakati bcrsama rancangan KUA dan 
rnncangnn PPAS sobagairnana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1), paling Lama 6 
(cnnm) rninggu scjak rancangan KUA dan rancangan PPAS disampaikan kepada 
DPRD, Bupati rncnyampaikan Rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD 
bcrdasarkan RKPD, rancangan KUA, dan rancangan PPAS yang disusun Bupati, 
untuk dibahas dan disetujui bersama antara Bupati dengan DPRD sesuai 
dcngan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 75 

{1) Bupati mcnyn mpniknn rnncnngnn KUA don rancangan PPAS sebagaimana 
dirnaksud dnl nm Pnsnl 74 nyut (I) kcpadn DPRD paling lambat minggu 
kcclun bulnn Juli untuk dibahns don discpnkati bcrsarna antara Bupati dan 
DPRD. 

(2) Kcscpnkntnn tcrhndnp rnncangnn KUA dnn mncangnn PPAS sebagaimana 
dirnnksud pnt In nynt ( 1 l ditnndntnngnni olch Bupati den pimpinan DPRD 
puling lumbnt minggu kedun bulnn Agustus. 

(3) KUA dnn PPAS ynng tclnh discpnkati Bupati bersarna DPRD sebagaimana 
dim.1ksiJd p.,u.)._q ayM [:J} mcnjadj pcdoman oogi pcrangkat daerah daJam 
mcnyusun Rh:A SKPD. 

(4) Toto earn pcmbahnsan roncongnn KUA don rancongan PPAS scbagaimana 
d'unnksu~ pacm aym \)) oan nym \2') d'1\okukan sesuai dengan ketentuan 
pcrnturnn per undnng-undungan. 



Dipindai dengan CamScanner 

\ (3) Dalam ... 

Pasal 81 
l11 Untuk terlaksananya penyusunan RKA SKPD berdasarkan pendekatan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) dan terciptanya 
kesinambungan RKA SKPD. kepala SKPD mengevaluasi hasil pelaksanaan 
Program dan JKegiatan 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya sampai dengan 
semester pertama tahun anggaran berjalan. 

l2\ Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1 \ bertujuan untuk menilai 
Program dan Kegiatan yang belum dapat dilaksanakan atau belum 
diselesaikan tahun sebelumnya untuk dilaksanakan atau diselesaikan 
pada tahun yang direncanakan atau J {satu} tahun berikutnya aari taaun 
yang direncanakan. 

Pasal 80 
{11 Pendekatan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah Daerah sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) huruf a dilaksanakan dcngan menyusun 
prakiraan maju. 

(2) Prakiraan maju sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi perkiraan 
kebutuhan anggaran untuk Program dan Kegiatan yang direncanakan 
dalam tahun anggaran berikutnya dari tahun anggaran yang 
direncanakan. 

(3) Pendekatan penganggaran terpadu sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 78 
aya: /2} .?l..1.ruf b dilakukan dengan memadukan seluruh proses 
perencanaan -dan penganggaran di lingkungan SKPD untuk menghasilkan 
dokumen rcncana kerja dan anggaran. 

l4-'J Pendekatan penganggaran berdasarkan \tinerja sebagaimana d'1maksud 
dalam Pasal 7 8 ayat (2) huruf c dilakukan dcngan memperhatikan: 
a. keterkaitan antara pendanaan dengan Keluaran yang diharapkan dari 

Kegiatan; 
b. Hasil dan manfaat yang diharapkan; dan 
c. efisiensi dalam pencapaian Hasil dan Keluaran. 

PasaJ 79 
Dalam hal terdapat penambahan kebutuhan pengeluaran akibat keadaan 
darurat tennasuk belanja untuk keperluan mendesak, kepala SKPD dapat 
menyusun RKA SKPD di luar KUA dan PPAS sebagaimana dimaksud daJam 
Pasal 75 ayat (2) d:an ayat (3). 

Pasal 78 

l 11 Kepala SKPD menyusun RKA SKPD berdasarkan KUA dan PPAS 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dan ayat (3). 

(2) RKA SKPD scbagaimana dimaksud pada ayat (1} disusun dengan 
menggunakan pendekatan: 
a. Kerangku Pengeluaran Jangka Menengah Daerah; 
b. 9'!0%a~aran ter9<).du·, dan 
c. penganggaran berdasarkan Kinerja. 

(3) RKA SKPD scbagaimana dirnaksud pada ayat ( l) disampaikan kepada 
PPKD sebagai oanan penyusunan rancangan Perda rerrcang APBD sesuai 
dengan jadwaJ dan tahapan yang diatur dalam Peraturan Menteri tentang 
pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan setiap tahun. 

Bagian Kedua 
RKA SKPD 



Dipindai dengan CamScanner 

\ (3) Dalam ... 

PasaJ 81 
{1} Untuk ter1aksananya penyusunan RKA SKPD berdasarkan pendekatan 

seb~gaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayal (2) dan terciptanya 
kesmambungan RKA SKPD, kepala SKPD mengevaluasi hasil pelaksanaan 
Program dan IKegiatan 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya sampai dengan 
semester pertama tahun anggaran berjalan. 

l2\ Evaluasi sebaigaimana dirnaksud pada ayat (I] bertujuan untuk menilai 
~ogr~ clan Kegiatan yang belum dapat dilaksanakan at.au belum 
diselesaikan rahun sebelumnya untuk dilaksanakan atau diselesaikan 
p.!Uia ~un yang dircncenakan atau 1 (sa.tu) tahun berikutnya dari tahun 
yang direncanakan. 

Pasa180 
{1} Pendekatan Kerangka Pengeluaran Jangka Mcncngah Dacrah sebagairnana 

dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan menyusun 
prakiraan maju. 

(2) Prakiraan maju sebagaimana climaksud pada ayat (1) berisi perkiraan 
kebutuhan anggaran untuk Program clan Kegiatan yang direncanakan 
dalam tahun anggaran berikutnya dari tahun anggaran yang 
direncanakan. 

(3) Pendekatan penganggaran terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 
a11at {:J} .?uruf b dilakukan dengan memadukan se1uruh proses 
perencanaan dan penganggaran di lingkungan SKPD untuk menghasilkan 
dokumen rencana kerja dan anggaran. 

\4) Pendekatan penganggaran bcrdasarkan Xinerja sebagaimana dirnaksud 
dalam Pasal 7 8 ayat (2) huruf c dilakukan dengan memperhatikan: 
a. keterkaitan antara pendanaan dengan Keluaran yang diharapkan dari 

Kegiatan; 
b. Hasil dan manfaat yang diharapkan; dan 
c. efisiensi dalam pcncapaian Hasil dan Keluaran. 

Pasal 79 

Dalam hal terdapat penarnbahan kebutuhan pengeluaran akibat keadaan 
darurat termasuk belanja untuk keperluan rnendesak, kepala SKPD dapat 
menyusun RKA SK.PD di luar KUA dan PPAS scbagaimana dimaksud dalam 
Pasal 75 ayal (2) d:an ayat (3). 

Pasal 78 

(1) Kcpala SKPD mcnyusun RKA SKPD bcrdasarkan KUA dan PPAS 
scbngaimnnn dimuksud dalnm Pasal 75 ayat (2} dan ayat (~). 

(2) RKA SKPD scbagnimonn dimaksud pada ayat (l} disusun dengan 
menggunokon pcndckatan: 
a. Kerangku Pcngeluaran Jangka Mcncngah Daerah; 
b. pen~o.n~T,aran teroadu; dan 
c. pcnganggarnn bcrdasarkan Kincrja. . . 

(3} RKA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disarnpaikan kepad~ 
PPKD s~bugai. uaimn penyusunan rancangan Perna cencang A.PBD scsuar 
dengan jadwa J dan tahapan yang diatur dalam Peraturan Menteri tentang 
pedoman penyusunan APBD yang ditctapkan setiap tahun. 

Bagian Kcdua 
RKA SKPD 
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~3) Rencana ... 

Pasal84 

{l) Rencana pendapatan sebagaimana climaksud dalam Pasa1 83 ayat {1) 
memuat Urus.an Pemerintahan Daerah, organisasi, kelompok, jenis, obyek, 
dan rincian obyek Pendapatan Daerah. 

(2) Rencana pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diterima oleh 
SKPD sesuai dengan tugas dan fungsinya serta ditetapkan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

PasaJ 83 

{1) RKA SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat {1) rncmuat 
rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan untuk tahun yang 
direncanakan serta prakiraan maju untuk tahun berilrutnya. 

(2) Rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dirinci sampai dengan rincian obyek. 

(3\ RKA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (I] [uga memuat informasi 
mengenai Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, standar harga satuan, 
dan Kinerja yang akan dicapai dari Program clan Kegiatan. 

Pasal 82 

{11 Penyusunan RKA SKPD dengan menggunakan pendekatan pcnganggaran 
berdasarkan Kinerja sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 78 ayat (2) huruf 
c berpedornan pada: 
a. indikator Kinerja; 
b. tolok ukur dan Sasaran Kinerja sesuai analisis standar belanja; 
c. standar barga satuan; 
d. rencana Icebutuhan BMD; dan 
e. Standar Pelayanan Minimal. 

(2) Jndikator Kinerja sebagaimana. dimaksud pade eyat ( 1) huruf a. merupakan 
ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari Program dan Kegiatan yang 
dircncanakan mcliputi masukan, Kcluaran, dan Hasil. 

\3) To)ok ukur Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai dan keadaan semula 
dengan mempertimbangkan faktor kualitas, kuantitas, efisiensi, dan 
efektivitas pelaksanaan dan setiap Program dan Kegiatan. 

(4) Sasaran Kinerja sebagairnana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan 
Hasil yang diharapkan dari suatu Program atau Keluaran yang diharapkan 
dan suatu Kcgiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan 
penggunaan amggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. 

{5) AnaJisis standa.r beJanja sebaga.imana dimaksua pada. ayat ( 1) hurul b 
merupakan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang 
digunakan untuk melaksanakan suatu Kegiatan. 

\6) Stanaar harg,a satuan sebagaimana a'imaksud pada ayat \l) nurul c 
merupakan harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan dengan 
keputusan Bupati dengan mempertimbangkan standar harga satuan 
regional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (4). 

(7) Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e 
merupakan tolok ukur Kinerja dalam menentukan capaian jenis dan rnutu 
Pelayanan Dnsar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang 
berhak dipero leh setiap warga negara secara minimal. 

(3) Dalarn hal Program dan Kcgiatan merupakan tahun tcrak.hir untuk 
pencapaian prestasi kerja yang ditetapkan, kebutuhan dananya harus 
dianggarkan pada tahun yang direncanakan. 
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\i. Standar ... 

Pasal 86 

(1) RKA SKPD yang telah disusun oleh kepala SKPD sebagaimana dimaksud 
d?-1~ Pa~ 78 ayat (1) disampaikan kepada TAPD melalui PPKD untuk 
diverifikasi. 

(2) Verifikasi seb.agaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh TAPD untuk 
menelaah kesesuaian antara RKA SKPD dengan: 
a. KUA dan PPAS~ 
b. Prakiraan maju yang telah disetujui tahun anggaran sebelumnya· 
c. doku.men perencanaan lainnya; ' 
d. cepamn I<inerja; 
e. indikator Kinerja; 
f. analisis estandar belanja; 
g. standar harga satuan; 
h. perencan.aan kebutuhan BMD· 

' 

Bagian Ketiga 
lPenyiapan Rancangan Perda Tentang APBD 

Pa.sal 85 

{1) TAPD menyiarpkan rancangan surat edaran Bupati tentang pedoman 
penyusunan RKA SKPD sebagai acuan kepala SKPD dalam menyusun RKA 
SKPD. 

(2) Rancangan surat edaran Bupati tentang pedoman penyusunan RKA SKPD 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
a. prioritas pembangunan daerah dan Program/Kegiatan yang terkait; 
b. alokasi plafon anggaran sementara untuk sctiap Program/ Kegiatan 

SKPD; 
c. batas wa.klu penyampaian RKlt-SKPD kepad« PPKD; dan 
d. lampiran berupa dokumen KUA, PPAS, analisis standar belanja dan 

standar satuan harga. 
\3') Surat edaran sebagaimana aimaksud pada ayat \1) diterbitkan paiing 

lambat awal bulan Agustus tahun anggaran berjalan. 

(3) Rencana bela nja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat ( 1) dirinci 
atas Urusan Pemcrintahan Daerah, organisasi, Program, Kegiat.an, 
kelompok bel anja yang mo.sing-masing diuraikan menurut jenis., obyek, 
dan rincian obyek belanja. 

(4) Rencana Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) 
memuat ke\o .. -npok'. 
a. penerimnan Pembiayaan yang dapal digunakan untuk menutup defisit 

APBD; dun 
::>. pengeruaran Pemf>iayaan yang dapat digunakan untuk memanfaatkan 

surplus .APBD, yang masing-masing diuraikan menurut jenis, obyek, 
dan rincian obyek Pcmbiayaan. 

(5) Urusan Pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat 
(3) mcmuat Urusan Pemerintahan Dacrah yang dikelola sesuai dengan 
tugas dan fungsi SKPD. 

(6) Organisasi sc bagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (3) memuat nama 
SKPD selaku PA. 

\7\ Kinetja ~any, hendak &a?ai ~ha%aimana dimak'c.Ud d~am Pa~al 8~ ayat 
(3) terdiri dan indicator Kinerja, tolok ukur Kinerja, dan Sasaran Kinerja. 

(8) Program seba.gairnana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (3) memuat nama 
Program yang a.kan dila.ksanakan SKPO dalam tahun anggaran berkenaan. 

(9) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (3) memuat nama 
Kegiatan yang akan dilaksanakan SKPD dalam tahun anggaran berkenaan. 
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~Pusal ij9 ... 

Bagian Kesatu 
Penyampai an clan Pernbahasan Rancangan Perda tentang APOD 

BABV 
PENETAPAN APBD 

Rancangan Perda tentang APBD yang telah disusun olch PPKD disarnpaikan 
kepada Bupati. 

Pa.sal 88 

PasaJ 87 

(1) PPKD menyusun rancangan Perda tentang APBD dan dokumen pendu1rung 
bcrdasarkan RKA SKPD yang telah disernpurnakan oleh kepala SKPD. 

(2) Rancangan Pcrda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
memuat lampiran paling sedikit terdiri atas: 
a. ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis 

pendapatan, belanja, da.n Pembiayaan; 
b. ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan daerah dan 

orga.nisasi; 
c. rincian .APBD rnenurur Urusan Pemerincal1an daenl11, organrsasi, 

Program, Kegiatan, kelornpok, jenis pendapatan, belanja, dan 
Pembiayaan; 

d. rekapitullasi belanja dan kesesuaian menurut Urusan Pemerintahan 
daerah, organisasi, Program, dan Kegiatan; 

e. rekapitulasi Belanja Daerah untuk kcsclarasan dan keterpaduan 
Urusan Pemerintahan daerah dan fungsi dalam kcrangka pengelolaan 
keuangan negara; 

{. da{\at jumlah pe~;a111ai per g~~nian dan per ja.ba.tan·, 
g. daftar Piutang Daerah; 
h. daftar pc nycrtaan modal daerah dan investasi daerah lainnya; 
i. daftar pcrkiraan pcnambahan dan pcngurangan aset tetap daerah; 
J. daftar pcrkiraan penambahan dan pengurangan asct lain-lain; 
k. daftar Kogiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan 

dan dian ggarkan kernbali dalam tahun anggaran yang direncanakan; 
1. daftar Dana Cadangan; dan 
m. daftar Pinjaman Daerah. 

(3) Dokumcn pcridukung sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) terdiri atas 
nota keuang:an dan rancangan Peraturan Bupati tcntang penjabaran 
~\l~D. 

(4) Rancangan Peraturan Bupati tentang pcnjabaran APBD sebagaimnna 
dimaksud pacla ayat (3) mernuat lampirun paling sedikit tcrdiri ams: 
a. rmgkasa n penjabaran APBD yang dik(asiftkasi menurut kcCompok, 

jenis, obyek, dan rincian obyck Pendupatan, Belanja, dan Pembiayaan; 
b. pcnjabaran APBD menurut Urusan Pernerintahan dacrah, organisasi, 

Program. Kegiatan, kelompok,jenis, obyek, rincian obyek pcndapatan, 
belanja, dan Pembiayaan; 

c. daftar narna penerima, alarnat pencrima, dan besaran hi bah; dan 
d. daftar nnrna penerima, alamat pcncrima, dan besaran bantuan sosial. 

1. Standar Pelayanan Minimal; 
J. proyeksi perkiraan rnaju untuk tahun anggaran berikutnya; dan 
k. Program dan Kegiatan antar RKA SKPD. 

(3) Dalam haJ h.asil verifikasi TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
terdapat kcticiakscsuaian, kepala SKPD melakukan penyempumaan. 
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~r. rekapitulasi ... 

Pasal 93 
Rancangan Peraturan Bupati tentang APBD sebagairnana dimaksud dalam 
Pasal 92 ayat (2) memuat lampiran yang terdiri atas: 
a. ringkasan APBD; 
b. ringkasan penjabaran APBD sarnpai dcngan rincian obyek; 
c. ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan daerah dan organisasi; 
d. rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, Program, 

Kegiatan, kelornpok, jenis, obyek, rincian obyek pendapatan, belanja, dan 
Pembiayaan; 

e. rekapuulasi dan kesesuaian belanja menurut Urusaa Pcmeriatahan 
daerah, organisasi, Program, dan Kegiatan; 

Pasal 92 
(1) Dalam hal Bu pati dan D'PRD tidak mengambil persetujuan bersama dalam 

waktu 60 (enam puluh) hari sejak disampaikan rancangan Perda tentang 
APBD oleh Bupati kepada DPRD, Bupati menyusun rancangan Peraturan 
Bupati tentang APBD paling tinggi sebesar angka APBD tahun anggaran 
sebelurnnya. 

(2\ Rancangan Peraturan Bupati ten tang APBD sebagairnana dimaksud pada 
ayat (1) diprioritaskan untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja 
yang bersifat wajib. 

(3) Angkn APBD tahun anggaran sebclumnya sebagaimana dimaksud poda 
ayat (1) dapat. dilampaui apabila terdapat: 
a. kebijakan Pemerintah Pusat yang mengakibatkan tambahan 

pembeba.nan pada J\PBD; dan/ atau 
b. keadaan darurat termasuk keperluan mendesak sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

PasaJ 91 

{1) Bupati dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan Perda tentang 
APBD paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran 
setiap tahun. 

(2) Berdasarkan persetujuan bersama sebagairnana dimaksud pada ayat (1), 
Bupati menyiapkan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran 
APBD. 

Bagian Kcdua 
Persetujusn Rancangan Perda tentang APBD 

Pasal 90 

{1) Pembahasan rancangan Perda ten tang APBD dilaksanakan oleh Bupati dan 
DPRD setclah Bupati menyampaikan rancangan Perda tentang APBD 
beserta penjelasan dan dokumen pendukung sesuai dengan kctentuan 
peraturan pcrundang-undangan. 

(2) Pcrnbahasan rancangan Perda ten tang APBD sebagaimana dimaksud pada 
ayat [I] berpe doman pada RKPD, KUA, dan PPAS. 

Pasal 89 

Bupati wajib mengajukan rancangan Perda tcntang APBD disertai penjelasan 
dan dokumcn perudukung kepada DPRD paling lambat 60 (enam puluh) hari 
scbelum 1 (satu) bulan tahun anggaran berakhir untuk memperoleh 
persctujuan bcrsama antara Bupati dan DPRD. 
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(1) Rancangan Perda tentang APBD yang telah disetujui bersama dan 
rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD disarnpaikan 
kepadagubernur scbagai wa.kil Pernerintah Pusatpaling lambat 3 [tiga) hari 
sejak tanggal persetujuan rancangan Perda tentang APBD untuk dievaluasi 
sebelum ditetapkan oleh Bupati. 

\'l\ R~ang,an P~tda ten\ang fl.PBO dan l'~ang,an Peratutan Bupati tentang 
penjabaran A PBD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) disertai dengan 
RKPD, KUA, dan PPAS yang disepakati antara Bupati dan DPRD. 

(31 Dalam nar gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyatakan hasil 
evaluasi rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Peraturan Bupati 
tentang penja baran APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ 
undangan, kepentingan umum, RKPD, KUA, PPAS, dan RPJMD, Bupati 

~menetapkan ... 

Pasal 96 

Bagian Ketiga 
E••aluasi Rencengan Perda tentang APBD dan Peraturan Bupaii tentang 

Penjabaran Rancangan APBD 

PasaJ 95 
(1) Dalam 'hal penetapan APBD mengalami keterlambatan, Bupati 

melaksanakan pengeluaran setiap bulan paling tinggi sebesar 
seperduabelaes jumlah pengeluaran APBD tahun anggaran sebelumnya. 

(2) Pengeluaran esetiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibatasi 
hanya untuk mendanai keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan 
peraturan per-undang-undangan. 

(1) Rancangan Poraturan Bupati sebagairnana dimaksud dalam Pasal 92 ayat 
(2) dapat dit.etapkan menjadi Peraturan Bupati setelah memperoleh 
pengesahan d ari gubemur sebagai wakil Pemerintah Pusat. 

(2) Untuk mernperoleh pengesahan sebagairnana dimaksud pada ayat (1), 
rancangan Pcraturan Bupati tcntang APBD beserta lampirannya 
disampaikan paling lambat 15 [lirna belas) hari terhitung sejak DPRD tida.k 
mengambil keputusan bersama dengan Bupati terhadap rancangan Perda 
ten tang APBD. 

(3) Apabi}a deuux» batas waktu 30 (tiga puJuh) hari Gubernur ~bagai n•aki} 
Pemerintah Pusat tidak mengesahkan rancangan Peraturan Bupati 
scbagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menetapkan rancangan 
Peraturan Bupati menjadi Peraruran Bupati. 

Pasa194 

f. rekapitulasi Bclanja Dacrnh untuk kcsclarasan dan kctcrpaduan Urusan 
Pcmcrintahan dacruh dun Iungsi dalarn kcrangka pengclolaan keuangan 
negara; 

g. daftar jumlah pcgawai per golongan dan per jabatan; 
h. daftar Piutnng Dacrnh; 
,. da{\.\'I' ~'i'i'.JC'l't'<\~n mooa\ tlat:rah t\~w1 \tweo\.a'3\ daera\) \a\nn:,a·, 
j. daftnr perkira un penambahan don pcngurangan aset tetap daerah; 
k. daftar pcrkiraan pcnambahan don pcngurangan aset lain-lain; 
L daftar Kcginll.ln tahun anggaran discfesaikan dan dianggarkan anggaran 

ini; 
m. daftar Dann Cndangan; 
n. daftar Pinjamun Dacrah; 
o. daftar narna pcncrima, hibah; don 
p. daftar narna jnenerirna, bantuan sosial. 
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Pa.sal 99 

{1) Semua Penerimaan dan Pengeluaran Dacrah dianggarkan dalam APBD dan 
dilakukan rnelalui Rekening Kas Umum Daerah yang dikelola oleh BUD. 

(2) Dalarn hal Pe nerimaan dan Pengeluaran Daerah sebagairnana dimaksud 
pada ayat ( 1) sesuai dengan ketenruan peraturan perundang-undangan 
tidak dilakuk an melalui Rekening Kas Urnum Daerah, BUD rnelakukan 
pencatatan dan pengesahan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah terse but. 

~Pasal 100 ... 

BAB VI 
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN 

Bagian Kesatu 
Umum 

Pasa198 

[I] Rancangan Perda tentang J\PBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang 
penjabaran A PBD yang telah dievaluasi ditetapkan oleh Bupati menjadi 
Perda tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD. 

(2) Penetapan rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Peraturan 
Bupati tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember tahun sebelumnya. 

(3) Bupati menyampaikan Perda tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang 
penjabaran APBD kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling 
lsunbet. 7 (tujuh) hari seteJ.w Perda dsn Pereturan Bu~t.i ditetapkan. 

(4) Dalam hal Bu pati bcrhalangan, pejabatyang berwenang menetapkan Perda 
tentang APBD dan Peraturan Bupati ten tang penjabaran APBD. 

Bagian Keempat 
Penetapan Perda tentang APBD dan 

Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD 

Pasal 97 
(1) Penyempurnaan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat 

(4) dilakukan Bupati rnelalui TAPD bersarna dengan DPRD melalui badan 
anggaran. 

(2) Hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 
dengan keputusan pimpinan DPRD. 

(3\ Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2\ diiadikan 
dasar penetapan Perda tentang APBD. 

(4) Keputusan p,impinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dilaporkan pada sidang paripurna berikutnya. 

(5) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
disampaikan kepada gubemur paling lambat 3 (tiga) hari setelah 
keputusan tersebut drtetapkan. 

menetapkan rancangan Perda ten tang APBD menjadi Perda dan rancangan 
Peraturan Bu.pati tentang penjabaran APBD menjadi Peraturan Bupati 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(4) Dalam hal gubemur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyatakan hasil 
evaluasi ranc:angan Perda tentang APBD dan rancangan Peraturan Bupati 
\.en\an'i, penjaoor.m l\\>BD <;;e001,?.imana dimak':l.~ pada a1a\. {'5) tidak 
sesuai dcngan ketcntuan peraturan pcrundang-undangan, kepentingan 
um um, RKPD, KUA, PPAS, dan RPJMD, Bupati bersarna DPRD melakukan 
penyempurna an paling Jama 7 (tuJ'uhJ hari sejak hasil evaiuasi diterima. 

.. 
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~Pasal 105 ... 

Bagian Kedua 
Pelaksanaan dan Penatausahaan Kas Umum Daerah 

Pasal 104 
(1) Untuk pelaksanaan APBD, Bupati menetapkan: 

a. pejabat y.ang diberi wewenang menandatangani SPD; 
b. pcjabat y.ang dibcri wewenang menandatangani SPM; 
c. pejabat yang diberi wewenang mengesahkan surat 

pertanggungjawahan; 
d. pejabat yang diberi wewenang rnenandatangani SP2D; 
e. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran; 
f. Bendahara Penerimaan pembantu dan Bendahara Pengeluaran 

pembanru; den 
g. Pejabat lainnya dalam rangka pelaksanaan APBD. 

(2) Penetapan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dcngan 
Keputusan Bnipau dan di)akukan sebeturn dirnulainya tanun anggaran 
berkenaan. 

Pa.sal 103 

{1) Setlap pejaba t dilarang melakukan llndakan yang berakibat pengeluaran 
atas Behan APBD apabila anggaran untuk rnembiayai pengeluaran tersebut 
tidak tersedia atau tidak cukup tersedia. 

(2) Setiap pengeluaran atas Behan APBD didasarkan atas DPA dan SPD atau 
dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD. 

(3} Bupati dan perangkat daerah dilarang melakukan pengeluaran atas Behan 
APBD untuk t:ujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD. 

Penerimaan perangkat daerah yang merupakan Penerimaan Daerah tidak dapat 
dipergunakan langsung untuk pengeluaran, kecuali ditentukan lain sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pa.sal 102 

Bupati dan perangkat daerah dilarang melakukan pungutan selain dari yang 
diatur dalam Perdar, kecuali ditcntukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

Pasal 101 

Pasa1100 

[I) PA/KPA, Benclahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran, dan orang atau 
badan yang menerirna atau menguasai uang/kekayaan daerah wajib 
rncnyclcnggar akan pcnatausahaan sesuai dengan ketentuan peraturan 
pcrundang-uridangan. 

(2) Pcjabat yang mcnandatangani dan/ atau mengesahkan dokumen yang 
berkaitan de ngan sural bukti yang menjadi dasar penerimaan atau 
pengeluaran alas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap 
kebenaran rru uerial dan akibat yang tirnbul dari penggunaan surat bukti 
dimaksud. 

(3) Kebenaran material scbagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan 
kebenaran alas penggunaan anggaran dan Hasil yang dicapai atas Behan 
APBD sesuai dengan 'kcwcnangan pejabat yang bersangkutan. 
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~asal 110 ... 

Bagi.:i.n Ketiga 
Penyiapan DPA SKPD 

Pasal 109 
{l) Dalam rangka manajemen kas, Pernerintah Daerah dapat mendepositokan 

dan/atau melakukan investasijangka pendek atas uang milik Daerah yang 
sernentara belurn digunakan sepanjang tidak mcngganggu likuiditas 
Keuan_gan Daerah, tugas daerah, dan kuaJitas pelayanan publik. 

(2) Deposito dan.Ja~u investasi jangka pcndek sebagaimana dirnaksud pada 
ayat (1 \ harus, disetor ke Rekening Kas Umurn Daerah paling lambat per 31 
Desember. 

Pasal 108 

Pernerintah Daera.h berhak memperolch bunga, jasa giro, dan/ntau imbalan 
lainnya atas dana yang disimpan pada bank berdasarkan tingkat suku bunga 
dan/atau jasa giro yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

Pasal 107 
{1) Bupati dapat mernberi izin kepada kepala SKPD untuk membuka rekening 

penerimaan melalui BUD yang ditetapkan oleh Bupati pada bank umum. 
(2) Bupati dapat memberikan izin kepada kcpala SKPD untuk membuka 

rekening pengeluaran mclalui BUD yang ditetapkan oleh Bupati pada bank 
umum untuk menampung UP. 

Pasal 106 
(1) Dalam pelaksanaan operasional Penerirnaan Daerah dan Pengeluaran 

Daerah, BUD dapat membuka rekening penerimaan dan rekening 
pengeluaran pada bank yang ditetapkan oleh Bupati. 

(2) Rekening penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan 
untuk menampung Penerimaan Daerah setiap hari. 

(3\ Rekening pen erimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1 \ dioperasikan 
sebagai rekeriing bersaldo nihil yang seluruh pcnerimaannya 
dipindahbukutkan ke Rekening Kas Umum Dacrah sekurang- kurangnya 
sekali sehari poda akhir hari. 

(4) Dalam hal kewajiban pemindahbukuan sebagairnana dimaksud pada ayat 
{3} secara teknis belum dapat dilakukan setiap hari, pemindahbukuan 
dapat d"ilakukan secara berkala yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati. 

(5) Rekening pcngcluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dioperasikan 
sebagai reken ing yang menampung pagu dana untuk membiayai Kegiatan 
Pemerintah Daerah sesuai rencana pengeluaran, yang besarannya 
ditetapkan de ngan Peraturan Bupati. 

(pl Pemindahbukuan dana dari rekening penerimaan dan/atau rekening 
pengeluaran pada bank umum ke Rekening Kas Umum Daerah clilakukan 
atas perintah BUD. 

Pasal 105 
[I] Dalam rangka pengelolaan uang daerah, PPKD selaku BUD membuka 

Rekening Kas Umum Daerah pada bank umum yang sehat. 
(2) Bank umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) clitetapkan oleh Bupati 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
(3) Pcnetapan bank umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimuat dalam 

~qa.njian aneara BUD dengan bank umum ~ani bersangkutan, 
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\(2) SPD ... 

Pa.sal 113 

(1) Dalam rangka manajemen kas, PPKD mencrbitlcan SPD dengan 
mempertimba ngkan: 
a. Anggaran Kas Pemerintah Daerah; 
b. ketersedi.aan dana di Kas Umum Daerah; dan 
c. penjadwi ilan pembayaran pelaksanaan anggaran yang tercantum 

dalam DIPA SKPD. 

&gian Kcempst 
Anggaran Kas dan SPD 

Pasal 112 

{1) PPKD sclaku BUD menyusun Anggaran Kas Pemerintah Daerah untuk 
mengatur ketersediaan dana dalam mendanai pengeluaran sesuai dengan 
rencana penarikan dana yang tercantum dalam DPA SKPD. 

(2) Anggaran Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mcmuat perkiraan 
arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas 
keluar yang d igunakan untuk mendanai Pengeluaran Daerah dalarn setiap 
periode. 

PasaJ 111 

(1) TAPD rnclaku kan verifikasi rancangan DPA SKPD bcrsama dengan kepala 
SKPD yang bersangkutan, 

(2) Verifikasi alas rancangan DPA SKPD sebagairnana dimaksud pada ayat (1) 
diselesaikan paling Jambal 15 (lima belas) hari scjak ditetapkannya 
Peraturan Bu pati tentang pcnjabaran APBD. 

(3\ Bcrdasarkan hasil verifikasi sebagairnana dimaksud pada ayat (1 \, PPKD 
mengesahkan rancangan DPA SKPD setelah mendapatkan persetujuan 
Sekretaris Daerah. 

(4) Dalam ha) hasi} veriiikas) sebageimana dimaksud poda ayat ( 1) tidak sesuai 
dengan Perat uran Bupati ten tang penjabaran APBD, SKPD melakukan 
penyempurnaan rancangan DPA SKPD untuk disahkan oleh PPKD dengan 
persetujuan Sekretaris Daerah. 

(5) DPA SKPD yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan 
ayat (4) disam paikan kepaJa SKPD yang bersangkutan kepada satuan kerja 
yang secara fungsional melakukan pengawasan daerah paling lambat 7 
(tujuh) hari sejak tanggal disahkan. 

(6\ DPA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3} dan ayat (4} digunakan 
sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh kepala SKPD selaku PA. 

Pa.sol 110 

(1) l'Ph.'1) mcrnbcrituhuknn kcpadu kcpaln SKPD agar mcnyusun dan 
mcnyompniku.n rnncangnn DPA SKPD paling larnbat 3 [tiga] hari sctclah 
Peraturan Bujputi tcntnng pcnjabarun APBD ditetapkan. 

(2) Rancangan DPA SKPD scbagaimana dirnaksud pada ayat ( l) memuat 
sasaran yang hcndak dicapai, f ungsi, Program, Kcgiatan, anggaran yang 
disediakan u ntuk mcncapai Soso run, rcncana pencrimaan dana, don 
rcncana pcm rrikan duna sctiap satuan kcrjo scrta pendapatan yang 
diperkirakan. 

(3) J<cpala SXPD men)'crahkan rancangan DP.'1 SKPD yang tcJah disusun 
kepada PPKD paling larnbat 6 (cnamJ hari setelah pernberitahuan 
scbagaimana dirnaksud pada ayal (1) disampaikan. 
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\l'u .. ,l 122 ... 

PasaJ 121 

(l) Penerbitan dun pengujuan dokumcn SPP UP dilakukan oleh Bcndahnrn 
Pengeluaran clalam rungka pcngisian UP. 

(2) Pcncrbitan dun pcngajuan dokumcn SPP GU dilnkukun oleh Bendahuru 
Pcngeluaran , Ialarn rungka rncngganti UP. 

(3) Ketcntuan le bih lanjut mengcnai bcsarun UP dun GU sebuguirnana 
dimaksud ~< lu ayut ll l dun uyal 12\ duetapkan dcn~u1 Kepurusan Bupau, 

(4) Pengaiuan SPP UP sebaguimana dunaksud padu ayut (I} diajukan dcn~._in 
melampirknn Kepurusan Bupati tcnurng lx::i.arnn UP ~b.1gtllm,1nL• 
ainu.uo,ud pe« Ju aya: (:}/. 

(SJ Pengajuan SPP GU eebagarmanu drmaksud pada ayat (2) dilarnpiri deng.m 
dokumen asli pcrtanggungjawaban pc:n~una.lll UP. 

Pa.sal 120 
(1) Bendahara Pongcluaran mcngajukan SPP kcpada PA mclalui PPK SKPD 

bcrdasarkan SPD atau dokumen Jain yang dipersarnakan dengan SPD. 
(2) Pengajuan SP P kepada KPA berdasarkan pertimbangan besaran SKPD clan 

lokasi, disampaikan Bendahara Pengeluaran pernbantu melalui PPK Unit 
SKPD berdasurkan SPD atau dokumcn yang dipcrsarnakan dengan SPD. 

(3\ Pcngajuan SPP kepada KPA berdasarkan pertirnbangan besaran anggaran 
Kegiatan SKP D, disampaikan Bendahara Pengcluaran pernbantu melalui 
PPK SKPD b erdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipcrsarnakan 
dcngan SPD. 

(4) SPP sebagaim.ana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 
a. SPP UP; 
b. SPPGU; 
c. SPP TU; dan 
d. SPP LS. 

(5) SPP sebagaimana dirnaksud pada nyut (2) don ayat (3) terdiri ams: 
a. SPP TU; dan 
b. SPP LS. 

Pasal 119 
(1) Setiap penge1uaran harus didukung bukti yang 1cngkap dan sah mengenai 

hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih. 
(2) Pcngeluaran kas yang mengakibatkan Beban APBD tidak dapat dilakukan 

sebelum rancangan Perda tentang APBD ditetapkan dan diundangkan 
daJam lembaran daerah. 

(31 Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2\ tidak terrnasuk 
pengeluaran keadaan darurat dan/atau kcperluan mendcsak sesuai 
dcngan ketent:uan peraturan perundang-undangan. 

Bagian Keenam 
Pefaksanaan dan Penatausahaan Befanja Oaerah 

(2) Pengembalian atas kelebihan Pencrimaan Daerah yang sifatnya tidak 
berulang yang terjadi dalam tahun yang sama dilakukan dengan 
membebankan pada rekening penerimaan yang bersangkutan. 

(3) Pcngembalian, atas kelebihan Penerimaan Daerah yang sifatnya tidak 
berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya dilakukan dengan 
-membebankan ~a rekt.n\ng be\anja tidak terouga. 



Dipindai dengan CamScanner 

Pa.sat 126 

{1) Berdasarkan SPP LS yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran/ 
Bendahara Pengeluaran pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
123 ayat (1), PPK SKPD/PPK Unit SKPD melakukan verifikasi atas: 

~- kebenaran ... 

Pasal 125 

(1) Berdasarkan ;pengajuan SPP UP sebagairnana dimaksud dalarn Pasal 121 
ayat (1), PA mengajukan permintaan UP kepada Kuasa BUD dengan 
menerbitkan SPM UP. 

(2) Berdasarkan -pengajuan SPP GU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 
ayat (2), PA rnengajukan penggantian UP yang telah digunakan kepada 
Kuasa BUD dengan menerbitkan SPM GU. 

(3) Berdasarkan :pengajuan SPP TU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 
ayat (1), PA/KPA mengajukan permintaan TU kepada Kuasa BUD dengan 
menerbitkan SPM TU. 

.Pasal 124 

(1) Pengajuan dokumen SPP LS untuk pembayaran pengadaan barang dan 
jasa sebagainnana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) huruf b oleh 
Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pernbantu, dilakukan 
paling lambat 3 (tiga) hari sejak diterimanya tagihan dan pihak ketiga 
melalui PPTK_ 

(21 Pengajuan S PP LS dilampiri dengan kelengkapan persyaratan yang 
ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

PasaJ 123 

(1) Penerbitan dam pengajuan dokumen SPP LS dilakukan o1eh Bendahara 
Pengeluaran untuk pcmbayaran: 
a. gaji dan ttunjangan; . 
b. kepada pihak ketiga atas pengadaan bara.ng dan jasa; dan 
c. kepada pihak ketiga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundarig-undangan, 
(2} Pengajua.n do-kumen SPP LS untuk pembayaran pengadaan barang dan 

jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat juga dilakukan 
o}eh Bendaruira PengeJu11ro.n pembantu dalam hal P.4 melimpahican 
sebagian kewenangannya kepada KPA . 

Pas.al 122 

( 1) Bcnduharn JPcngclunron ntou Bcndohara Pcn~eluaran pcmba1:3tu 
· kn SPP TU untuk mcloksanokon Kcg,atan yang berslfat mcngnju n UP/GU 

mcndcsak dm 1 tidok dapat mcnggunokan SPP LS dan/ata~ SPP · 
(2) Botos jumlah pengajuan SPP TU harus mcndapat persetujuan dan PPKD 

dcngan mcmpcrhatikan rincian ke_butuhan dan waktu penggunaannya 
ditetapkan de nQ;Fln Pcraturan Bupati. . 

(3) Dalam hal sissa TU tidak habis digunakan dalarn 1 (satu) bulan, srsa TU 
disetor kc Rck:cning Kos Umum Dacrah. . 

{4} Ketamuan ba tas waktu penyctoran sisa TV sebogaimana dimaksud pada 
ayal (3) dikecuralikan untuk: 
a. Kcgiatan yang pelaksanaannya melebihi 1 (~tu) bulan; dan/atau 
b. Kcgsatnn yang mcngalarm perubahan jadwal d~ yang telah 

ditctapkmn sebclurnnya akibat peristiwa di luar kendal.' PA/~~A. 
(5) Pcngajuon SP P TU scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarnpiri dengan 

daftar rincian rcncana pcnggunaan dana. 
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\ Pasal 130 ... 
- ...... 

Pasal 129 

Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu sebagai wajib 
pungut Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak lainnya wajib menyetorkan seluruh 
penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke Rekening Kas Umum 
Negara. 

Pasal 128 

[I] Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu 
melaksanakan pembayaran setelah: 
a. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran yang diterbitkan oleh 

PA/KPA lbeserta bukti transaksinya; 
b. menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam 

dokumen pembayaran; dan 
c. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan. 

(2) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu wajib menolak 
meJa.kukan pembeysrsn den Pli/KPA apabi}a persysretsn .sebaga.ima.na. 
dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi. 

(3) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu bertanggung 
jawab secara jpribaai atas pembayaran yang cfilaksanakannya. 

Pa.sat 127 

{l) Kuasa BUD mcnerbitkan SP2D berdasarkan SPM yang diterima dan 
PA/KPA yang ditujukan kepada bank operasional rnitra kerjanya. 

(2) Penerbitan SP20 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 2 (dua) 
hari sejak SPl\1 diterima. 

(3) Dalam rangka penerbitan SP20 sebagaimana climaksud pada ayat (2), 
Kuasa BUD b-erkewajiban untuk: 
a. meneliti Icelengkapan SPM yang diterbitkan oleh PA/KPA berupa Surat 

Pemyataan Tanggung Jawab PA/KPA; 
b. menguji kcocnaren perhitungen ta_giha.n atas Beban APBD yang 

tercantunn dalam perintah pembayaran; 
c. menguji .ketersediaan dana Kegiatan yang bersangkutan; dan 
d. memermnankan pencairan dana sebagai dasar Pengeluaran Daerah. 

(4) Kuasa BUD ti-dak menerbitkan SP2D yang diajukan PA/KPA apabila: 
a. tidak dilengkapi Surat Pemyataan Tanggung Jawab PA/KPA; 

dan/atau 
b. pengeluaran tersebut melampaui pagu. 

(SI Kuasa BUD mengembalikan dokumen SPM dalam hal ketentuan 
sebagairnana -dimaksud pada ayat (4) paling lambat 1 (satu) hari terhitung 
sejak diterimanya SPM. 

a. kcbcnaram material surat bukti mcngcnai hak pihak penagih; 
b. kelcngko pan dokumcn yung mcnjadi persyaratan/ sehubungan 

dcngan il<alon/pcrjanjian pcngadaan barongjjasa; dan 
c. ketcrsedi.aan dana yang bcrsangkutan, 

(2) Berdasarknn hasil vcrifikasi sebagairnana dimaksud pada ayat (1), PA/KPA 
memet\n\ahknn ~mooyatan a\ao Beban 9.PBn me\alu:. penethi.\an SPM l.S 
kcpada Kuasa BUD. 

(3) Dalarn hal hnsil vcrifikosi tidak mcmcnuhi syarat, PA/ KPA tidak 
mcncrbitlcan SPM LS. 

(4) PA/KPA mcngembalikan dokumen SPP LS dalam hal hasil verifikasi tidak 
memenuhi sy arat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling larnbat 1 
(satu) hari terhitung sejak diterimanya SPP. 



Dipindai dengan CamScanner 

~ P~sal 130 ... 

Pasal 129 

Bendahara PengeluaranfBendahara Pengeluaran pernbantu sebagai wajib 
pungut Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak lainnya wajib rnenyetorkan seluruh 
penerimaan poton gan dan pajak yang dipungutnya ke Rekening Kas Umum 
Negara. 

Pasal 128 

{1) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu 
melaksanakan pembayaran setclah: 
a. mcneliti kelengkapan dokumen pernbayaran yang diterbitkan oleh 

PA/KPA beserla bukti lransaksinya; 
b. menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercanturn dalam 

dokumen pernbayaran; dan 
c. menguji ketcrsediaan dana yang bersangkutan. 

(2) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pcmbantu wajib mcnolak 
mcfakukan pemosyaran don PA,' KPA apabiJa persyaratan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi. 

(3) Bendahara Pcngeluaran/Bcndahara Pengeluaran pcmbantu bertanggung 
jawa'o secara 1Priba~i atas pembayaran yang cma'ksanakannya. 

Pasal 127 

{1) Kuasa BUD menerbitkan SP2D berdasarkan SPM yang diterima dan 
PA/KPA yang ditujukan kepada bank operasional mitra kerjanya. 

(2) Penerbitan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 2 (dua) 
hari sejak SPM diterima. 

(3) Dalam rangka penerbitan SP20 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
Kuasa BUD b-erkewajiban untuk: 
a. meneliti kelengkapan SPM yang diterbitkan oleh PA/KPA berupa Surat 

Pemyata:an Tanggung Jawab PA/KPA; 
b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas Beban APBD yang 

tercanturn dalam perintah pcmbayaran; 
c. menguji ketersediaan dana Kegiatan yang bersangkutan; dan 
d. memerintahkan pencairan dana sebagai dasar Pengeluaran Daeran. 

(4) Kuasa BUD tidak menerbitkan SP2D yang diajukan PA/KPA apabila: 
a. tidak dilengkapi Surat Pemyataan Tanggung Jawab PA/KPA; 

dan/atau 
b. pengclua.ran tersebut melampaui pagu. 

(51 Kuasa BUD mengembalikan dokumen SPM dalam hal ketentuan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 1 (satu) hari tcrhitung 
sejak diterimanya SPM. 

a kebenara.n material surat bukti mengenai hak pihak penagih; 
b. kelengkapan dokumen yang menjadi persyaratan/sehubungan 

dengan ikatan/perjanjian pengadaan barangjjasa; dan 
c. ketersedi aan dana yang bersangkutan. 

(2) Bcrdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PA/KPA 
memerin\2'.hkan l)em~:,asan a\~~ Behan ~'PBD me\a!ui penetbitan SPM LS 
kepada Kuasa BUD. 

(3) Dalam hal hasil verifikasi tidak memenuhi syarat, PA/KPA tidak 
menerbitkan SPM LS. 

(4) PA/KPA mengembalikan dokumen SPP LS dalam hal hasil verifikasi tidak 
memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 1 
(satu) hari ter.hitung sejak diterimanya SPP. 
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Keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebe1umnya digunakan dalam tahun 
anggaran berjalan untuk: 
a. menutupi defi sit anggaran; 
b. mendanai kewajiban Pemerintah Daerah yang bclum tersedia 

anggarannya; 
c. membayar bunga dan pokok Utang dan/atau obligasi daerah yang 

melampaui anggaran yang tersedia mendahului perubahan APBD; 
d. melunasi kew.ajiban bunga dan pokok Utang; 
e. mendanai ke naikan e3ji dan tunjancan Pe1:3m:1i ASN .vcibal odanyo 

kebijakan Pcmerintah; 
f. mendanai Program dan Kegiatan yang bclum tersedia anggarnnnya; 

clan/atau 
g. mendanai Kegiatan yang capaian Sasaran Kinerjanya ditingkatkan dari 

yang telah ditetapkan dalarn OPA SKPD tahun anggarnn berjalan, ynng 
dapat diselesnikan sarnpai dengan batas okhir penyelesaian pernbaynrnn 
dalarn tahun anggaran berjalan. \ 

~ Pasal 134 ... 

Pasal 133 

Bagian .Ketujub 
Pelaksanaan dan Penatausahaan Pembiayaan Daerah 

Pasa1132 

( 1) Pclaksanaan dan penatausahaan penerimaan dan pengeluaran 
Pembiayaan Daerah dilakukan oleh kepala SKPKD. 

(2) Penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) -dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah. 

(3) Oalam hal penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan Oaerah scbagaimann 
dimaksud pada a'jat ~2\ sesuai dl!n.Ji.an ketentuan pcraturan ~~­ 
undangan tid ak dilakukan melalui Rekening Kas Um urn Daerah, BUD 
melakukan pencatatan dan pengesahan penerimaan dan pengeluaran 
Pt:mbiay-aan Daenll1 rerseour. 

Pasal 131 

(1) Bendahara Pengeluaran secara adrninistratif wajib mernpertanggung­ 
jawabkan penggunaan UP/GU/TU/LS kepada PA melalui PPK SKPD paling 
lam bat tanggal 10 bu Ian berikutnya. 

(2) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu pada SKPD 
wajib mcmpertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang 
yan~ menjacli tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan 
pertanggungjawaban pengeluaran kcpada PPKD sela.ku BUD paling lambat 
tanggal 10 bulan berikutnya. 

(3} Ketentuan batas wektu penerbaan surat pengesahen laporen 
pertanggungjawaban pengeluaran dan sanksi keterlambatan penyampaian 
laporan pertanggungjawaban ditetapkan dalarn Peraturan Bupati. 

\4) Penyampaian pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran/Bendahara 
Pengeluaran ::pembantu secara fungsional sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dilaksanakan setelah diterbitkan surat pengesahan 
pertanggungjawaban pengeluaran oleh PA/KPA. 

(5) Untuk tertib laporan pertanggungjawaban pada akhir tahun anggaran, 
pertanggungjawaban pengeluaran dana bulan Desember disampaikan 
paling lambat tanggal 31 Desember. 

Pasal 130 

PA/KPA dilarang menerbitkan SPM yang membebani tahun anggaran 
berkenaan sctelah tahun anggaran berakhir. 
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\ Pasal 138 ... 

Bagian Kesatu 
Laporan Realisasi Semester Pertarna APBD 

BAB VJJ 
LAPORAN REALISASI SEMESTER PERTAMA 

APBD DAN PERUBAHAN APBD 

Pasal 137 

{1) Pengelolaan BMD adalah keseluruhan Kegiatan yang me1iputi perencanaan 
kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, 
pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, 
pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan 
dan pengendalian. 

(2l Pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat [I \ dilaksanakan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Bagian Kedelapan 
Pengelo}aan BMD 

Pasal 136 
Da1am rangka pela ksanaan penge1uaran Pembiayaan, Kuasa BUD berkewajiban 
untuk: 
a. mencliti kelerrgkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh kepala 

SKPKD; 
b. menguji kebenaran perhitungan pengeluaran Pembiayaan yang tercantum 

dalam perintaih pembayaran; 
c. menguji keterscdiaan dana yang bersangkutan; dan 
d. menolak pencairan dana, apabila perintah pembayaran atas pengeluaran 

Pembiayaan tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan. 

Pasal 135 
{1) Pengalokasian anggaran untuk pembentukan 'Dana Cadangan dalam 

tahun anggaran berkenaan sesuai dengan jumlah yang ditetapkan dalam 
Perda tentang pembentukan Dana Cadangan. 

(2) Alokasi anggairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipindahbukukan 
dari Rekening Kas Umum Daerah kc rekening Dana Cadangan. 

(3l Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2l dilakukan dengan 
surat perintah Kuasa BUD atas persetujuan PPKD. 

Pasal 134 

[I] Pemindahbul< uan dari rekcning Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum 
Daerah dilakukan berdasarkan rencana penggunaan Dana Cadangan 
sesuai peruntukannya. 

(2) Pemindahbuk:uan dari rekening Dana Cadangan ke Rekcning Kas Umum 
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah jumlah 
Dana Cadangan yan~ ditetapkan berdasarkan Perda ten tang pembentukan 
Dana Cadangan yang bersangkutan mencukupi. 

(3) Pemindahbuk uan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling tinggi 
seiumlah pagu Dana Cadangan yang aken digunekan sesuai 
peruntukannya pada tahun anggaran berkenaan sesuai dengan yang 
ditetapkan dengan Perda tentang pembentukan Dana Cadangan. 

l4) Pemindahbukuan dari rekening 'Dana Cadangan 'ke Rekenmg Kas Umum 
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan surat 
perintah pemindahbukuan oleh Kuasa BUD atas persetujuan PPKD. 



\ o,,.r .. 1 1111 

Dipindai dengan CamScanner 

Bagian Keempat 
Pergeseran Anggaran 

Pasal 140 

(1) Perkernbangam yang tidak sesuai dengan asurnsi KUA sebagaimana 
dimaksud dal.am PasaJ 139 ayat (2) huruf a dapat berupa terjadinya: 
a. pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi Pendapatan Daerah; 
b. pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi Belanja Daerah; 

dan/atau 
c. perubahan sumber dan penggunaan Pembiayaan daerah. 

(2) Bupati mernformulasikan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi 
KUA sebagairnana dimaksud pada ayat (1) ke dalam rancangan perubahan 
KUA serta perubahan PPAS berdasarkan peruoanan RKPD. 

(3) Dalam rancangan perubahan KUA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
disertai penj elasan mengenai perbedaan asumsi dengan KUA yang 
ditetapkan seloelumnya. 

(4) Dalam rancangan perubahan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
disertai penjelasan: 
a. Program dan Kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung dalam 

perubahan APBD dengan mempertimbangkan sisa wak.tu pelaksanaan 
APBD talhun anggaran berjalan; 

b. capaian Sasaran Kinerja Program dan Kegiatan yang harus dikurangi 
dalam perubahan APBD apabila asumsi KUA tidak tercapai; dan 

c. capesan Sassran Kinerja Program dan Kegiat.an yang harus 
ditingkatkan dalam perubahan APBD apabila melampaui asumsi KUA. 

Bagian Ketiga 
Perubahan KUA dan PPAS 

( 1) Laporan realisasi semester pertama APBD sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 138 menjadi dasar perubahan APBD. 

(2) Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan 
apabila terjad i: 
a. perkembangan yang tidak sesuai dcngan asumsi KUA; 
b. keadaan ;r~ menyebahkar, barus dilakukan pec~e.~can an.w.ran 

an tar organisasi, an tar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, 
dan anta:r jenis belanja; 

c. lreadaan yang menyebabkan SilPA tahtrn anggaran seoeiurnnya hartrs 
digunakan dalam tahun anggaran berjalan; 

d. keadaan darurat; dan/ atau 
e. keadaan luar biasa. 

Pasal 139 

Bagian Kedua 
Dasar Peru bahan APBD 

{1) Pernerintah Daerah menyusun laporan realisasi semester pertarna APBD 
dan prognosis untuk 6 (enarn) bulan berikutnya. 

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disarnpaikan kepada DPRD 
paling larnbat, pada akhir bulan Juli tahun anggaran berkenaan. 

Pasal 138 
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~-Pasal 145 ... 

Bagian Ketujuh 
Pendanaan Keadaan Luar Biasa 

Pasal 144 
{1) Pernerintah Daerah mengusullcan penge1uaran untuk mcndanai keadaan 

darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud daJam 
PasaJ 139 ayat (2) huruf d dalam rancangan perubahan APBD. 

(2) Dalam hal pcngeluaran untuk mendanai keadaan darurat scbagaimana 
dirnaksud pada ayat (1) dilakukan setelah perubahan APBD atau dalam hal 
Pemerintah Daerah tidak melakukan perubahan APBD maka pengeluaran 
tersebut disarnpaikan dalam laporan realisasi anggaran. 

Bagian Keenam 
Pendanaan Keadaan Darurat 

Pasal 143 

Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya untuk pendanaan pengeluaran 
sebagaimana dima ksud daJam Pasal 139 ayat (2) huruf c diformulasikan tcrlebih 
dahulu dalarn Perubahan DPA SK.PD dan/atau RKA SKPD. 

Bagian Kelima 
Penggunaan SiLPA Tahun Sebelumnya Dalam Perubahan APBD 

[I] Pergeseran a nggaran an tar organisasi, antar unit organisasi, antar 
Program, antnr Kegiatan, dan antar jenis belanja sebagaimana dimaksud 
dalarn Pasal l 41 dilakukan rnelalui perubahan Perda tentang APBD. 

(2) Pergeseran anggaran an tar obyck belanja dan/ a tau an tar rincian obyek 
belanja sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 141 dilakukan melalui 
perubahan Peraturan Bupati ten tang Penjabaran APBD. 

(3) Pergeseran anggaran antar obyek bclanja dalam jenis belanja dan antar 
rincian obyek belanja dalam obyek belanja sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dueta pkan olen Bupatl. 

(4) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 
diformulasika n dalam Perubahan DPA SKPD. 

\5) Perubahan P eraturan Bupati ten tang penjabaran J\PBD sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) sclanjutnya dituangkan dalam rancangan Perda 
tentang perubahan APBD atau ditampung dalam laporan realisasi 
anggaran. 

(6) Perubahan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD sebagaimana 
dimaksud pada ayal {5) ditampung dalam laporan realisasi anggaran 
apabila: 
a. tidak me1akukan perubahan APBD; atau 
b. pergeseran dilakukan setelah ditetapkannya Perda tentang perubahan 

APBD. 
(7) Ketentuan lelbih lanjut mcogenai tat.a cara pergeseran anggaran diatur 

dalam Pe-ram ran Bu~ti ~£.U?.i denian kete.ntuan pem.mran penindan%­ 
undangan. 

Pasal 142 

Pasal 141 

Pergcseran anggaran dapat dllakukan antar organlsasi, antar unit organisasi, 
antar Program, antar Kcgiatan, dan antar jenis belanja, antar obyek belanja, 
dan/atau antar rincian obyek bclanjo. 
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~Pasal 149 .•. 

(2) 

Perubahan KUA dan perubahan PPAS yang telah disepakati Bupati 
bersama DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (2) menjadi 
pedoman pernngkat daerah dalam menyusun RKA SKPD. 
Peru_bahan ~UA dan perubahan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) disampaik an kepada perangkat daerah disertai dengan: 
a. P'rogra.m <ian Ke%iatan bMu·, 
b. kriteria DPA SKPD yang dapat diubah; 
c. batas waktu pen~ampa~an RKA _SKPD kepada PPKD; dan/ atau 
d. dokumeri sebagai Iampiran meltputi kode rekeru'ng peruoanan APBO 

format RKA SKPD, analisis standar belanja, standar harga satuan da~ 
peren~anaan keb':1tuhan BMD serta dokumen lain yang dibutuhkan. 

ienyamp~an se~ga.tmana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling 
ambat mmggu ketiga bulan Agustus tahun anggaran berkenaan. 

(3) 

( 1) 

Pasal 148 

(1) Rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS sebagaimana 
dimaksud dalam PasaJ 140 ayat (2) disampaikan kepada DPRD paling 
lam bat minggu pertarna bulan Agustus dalarn tahun anggaran berkenaan. 

(2) Rancangan pcrubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dibahas bersama dan disepakati menjadi 
perubahan KU!\ dan perubahan PPI\S ?a\ing \ambat minwi kedua bu\an 
Agustus dalarn tahun anggaran berkenaan. 

Pasal 147 

Bagian Kedclapan 
Penyusunan Perubahan APBD 

( 1) Dalam hal keadaan luar biasa yang menyebabkan estimasi penerimaan 
dalam APBD mengalami kenaikan lebih dari 50% (lima puluh persen) 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (2) dapat dilakukan 
penambahan Kegiatan baru dan/ atau peningkatan capaian Sasaran 
Kinerja Program dan Kegiatan dalam tahun anggaran berkenaan. 

p.\ Dalam he! kcadaan \uar bia\,,a, ~a.n'i, men~e'ba.bkan e't:.l1.ma'=>i penerimaan 
dalam APBD mengalami penurunan Jebih dari 50% (lima puluh persen) 
sebagaimana dimak.sud dalam PasaJ 145 ayat (2) dapat dilakukan 
penjacwaran ulang dan/atau pengurangan capa:ian Sasaran Kinerj'a 
Program dan Kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berkenaan. 

Pasal 146 

Pasal 145 

(1) Perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun 
anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa sebagairnana dimaksud dalam 
Pasal 139 avat {2) huruf e. 

(2) Keadaan h;ar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) merupakan 
keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan~ atau pengel~ar~n 
dalam f\PBD men%a\.ami. kenai.kan a\au penu-runan le.bin ~~ dan '50 v~ 
(lima puluh persen). . . 

(3) Kctcntuan mengenai perubahan APBD akibat keadaan luar. bias~ 
sebagairnana dimaksud pada ayat (1J diatur dalam Peraturan Bupau sesuai 
dengan keten tuan peraturan perundang-undangan. 
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\c. rincian ... 

orgoniso s); 

Pasal 153 

{1) PPKD menyusun rancangan Perda tentang perubahan APBD dan dokumen 
pendukung berdasarkan RKA SKPD dan perubahan DPA SKPD yang telah 
disernpurnaknn oleh kepala SKPD. 

(2) Rancangan Perda tentang perubahan APBD sebagairnana dimaksud pada 
ayat (1) memuat lampiran paling sedik:it terdiri atas: 
a. ringkasa n APBD yang diklasifikasi menurut kelornpok dan jenis 

pendapatan, belanja, dan Pembiayaan; 
b. ringkasa n APBD menurut Urusan Pemerintahan daerah dan 

Pasal 152 

{1) RKA SKPD yang memuat Program dan Kegiatan baru dan perubahan DPA 
SKPD yang akan dianggarkan dalam perubahan APBD yang telah disusun 
oleh SKPD dissampaikan kepada TAPD melalui PPKD untuk diverifikasi. 

(2) Verifikasi sebagairnana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh TAPD untuk 
menelaah kes esuaian antara RKA SKPD dan perubahan DPA SKPD dengan: 
a. perubahan KUA dan perubahan PPAS; 
b. prakiraari maju yang telah disetujui; 
c. dokumen perencanaan lainnya; 
d. capaian Kinerja; 
e. indikator: Kinerja; 
f. analisis standar belanja; 
g. stannar l1arga satuan; 
h. perencaraaan kebutuhan BMD; 
1. Standar Pelayanan Minimal; dan 
j. Program dan Kegiatan antar RKA SKPD dan perubahan DPA SKPD. 

(3) Dalam hal h.asil verifikasi TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat {l) 
terdapat keticlaksesuaian, kcpala SKPD melakukan penycmpurnaan. 

(1) DPA SKPD yang dapat diubah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 
ayat (2) huruf b berupa peningkatan atau pengurangan capaian Sasaran 
Kinerja Program dan Kegiatan dari yang telah ditetapkan semula. 

(2) Peningkatan atau pengurangan capaian Sasaran Kinerja Program dan 
Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan dalam 
perubahan DPJ\ SV..PD. 

(3) Perubahan DPA SKPD memuat capaian Sasaran Kinerja, kelompok, jenis, 
obyek, rincian obyek pendapatan, belanja, dan Pembiayaan baik sebelum 
di!aJrukan pemibanan maupun setelah perubahan. 

Pasal 151 

Ketentuan mengenai tata cara penyusunan RKA SKPD sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 93 sampai dcngan Pasal 100 berlaku secara rnutatis mutandis 
terhadap pen_vusuman RKA SKPD pada perubahan APBD. 

Pasal 150 

(1) Kepala SKPD menyusun RKA SKPD berdasarkan perubahan KUA dan 
perubahan PPAS scbagaimana dirnaksud dalarn Pasal 140 ayat (2). 

(2J RKA SKPD sebagairnana dimaksud pada avat [I] disarnpaikan kepada 
PPKD sebaga.i bahan pcnyusunan rancangan Pcrda tentang perubahan 
APBD. 

Pasal 149 
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Bagian Kesepuluh 
Pcrsetujuan Rancangan Perda tentang Perubanan APBD 

~asal 157 ... 

Pasal 156 

{1) Pembahasan rancangan Perda tentang perubahan APBD dilaksanakan oleh 
Bupati dan D:PRD setelah Bupa~ menyampaikan rancangan Perda tentang 
perubahan A PBD beserta penjelasan dan dokumen pendukung sesuai 
dengan keten tuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Pembahasan rancangan Perda tentang perubahan APBD berpedoman pada 
perubahan RKPD, perubahan KUA, dan perubahan PPAS. 

Pa.sal 155 

Bupati w_ajib ~eny a?"paikan rancangan Perda ten tang perubahan APBD kepada 
DPRD disertai pe njelasan dan dokumen pendukung untuk dibahas daJam 
rangka memperoleh persetujuan bersama paling lambat minggu kedua bulan 
September tahun anggaran berkenaan. 

Bagian Kesembilan 
Penetapan Perubahan APBD 

Pasal 154 

Rancangan Perda tentang perubahan APBD yang Lelah disusun oleh PPKD 
disampaikan kepada Bupati. 

e. 

c. 

d. 

rincian r\PBD menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, 
Program, Keg.iatan, kelornpok, jenis pendapatan, belanja, dan 
Pembiavnan; 
rekapitu'lasi Belanja Oaerah dan kcsesuaian menurut Urusan 
Pemerint ahan dacrah, organisasi, Program, dan Kegiatan; 
rekal)\\uJa~\ Be\anja Daetah untuk ke~\ara~n dan kelef1>?,.duan 
Urusan Pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan 
keuangari negara; 

(. daftar ju mfah pegawai per gofongan dan per jabatan; 
g. daftar Piutang Daerah; 
h. daftar penycrtaan modal daerah dan investasi daerah lainnya; 
1. daftar pe rkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah; 
J· daftar pe rkiraan penarnbahan dan pengurangan aset lain-lain; 
k. daftar Kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belurn diselesaikan 

dan dian ggarkan kcmbali dalam tahun anggaran berkenaan; 
l. daftar Dana Cadangan dacrah; dan 
m. dafu?u Ph\)aman O~\"ah. 

(3) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri alas 
nota keuangnn dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran 
perubahan APBD. 

(4) Rancangan IPeraturan Bupati tentang penjabaran perubahan APBO 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat lampiran paling sedikit 
terdiri atas: 
a. ringkasa:n penjabaran perubahan APBO yang diklasifikasi menurut 

jenis, obvek, dan rincian obyek pendapatan, belanja, dan Pembiayaan; 
b. penjabaran perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan daerah, 

organisa si, Program, Kegiatan, jenis, obyek, rincian obyek 
pendapatan, \>e\anja, dan Pem~a~aan·, 

c. daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran hibah; dan 
d. daftar narna penerima, ala.mat penerima, dan besaran bantuan sosial. 



Dipindai dengan CamScanner 

\ BJU3 \/J)J ... 

Pasal 159 
{11 Penyempumaan 'hasil evaluasi sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 158 

ayat (4) dilakukan Bupati melalui TAPD bersama dengan DPRD melalui 
badan anggaran. 

(2) Hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 
dengan kepunusan pimpinan DPRD. 

l3l Keputusan pirnpinan DPRD sebagairnana dimaksud pada ayat l2l dijadikan 
dasar penetapan Perda tentang perubahan APBD. 

(4) K~putusan p imp~an DP~ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
d1}aporkan pada s1dang partpurne berikutnya. 

(5) K~putu~ p impinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
disampaikan kepada gubemur paling lambat 3 (tiga) hari setelah 
keputusan terseout ditetapkan. 

Pasal 158 
{l) Rancangan Perda tentang perubahan APBD yang telah disetujui bersama 

dan rancangan tentang penjabaran perubahan APBD disampaikan kepada 
gubernur sebeigai wakil Pemerintah Pusat paling lambat 3 (tiga) hari sejak 
tanggal persetujuan Rancangan Perda tentang perubahan APBD untuk 
dievaluasi sebelum ditetapkan oleh Bupati. 

l2l Rancangan Perda tentang perubahari APBD dan rancangan Peraturan 
Bupati ten tang penjabaran perubaban APBD sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) disertai dengan perubahan RKPD, perubahan KUA, dan perubahan 
PPAS yang dis.epakati enters. Bupeti den DPRD. 

(3) Dalam hal guibernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyatakan hasil 
evaluasi rancangan Perda tentang perubahan APBD dan rancangan 
Peraturan Bu pati tentang penjabaran perubahan J\PBD sesuai dengan 
ketentuan per:aturan perundang- undangan yang lebih tinggi, kepentingan 
umurn, perubahan RKPD, perubahan KUA, perubahan PPAS, dan RPJMD, 
Bupati menet.apkan rancangan tersebut menjadi Perda dan Peraturan 
Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(4l Dalam hal gurbernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyatakan hasil 
evaluasi ranc angan Perda ten tang perubahan APBD dan rancangan 
Peraturan Buipati tentang penjabaran perubahan APBD tidak sesuai 
dengan_ keten tuan peraturen perundeng- undangan yang kbih tinggi, 
kepentingan umum, perubahan RKPD, perubahan KUA, perubahan PPAS, 
dan RPJMD, Bupati bersarna OPRO melakukan penyempumaan paling 
Iarna 7 \tujuh'j "hari sejak hasi) evaluasi diterima. 

-- - 

Bagian Kesebelas 
Evaluasi Rancangan Perda tentang Perubahan APBD dan 

Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD 

Pasal 157 

{l) Pengarnbilan kcputusan mengenai rancangan Perda tentang perubahan 
APBD dilakukan oleh OPRD bersarna Bupati paling lambat 3 (tiga) bulan 
sebclum tahun anggaran berkenaan berakhir. 

(2) Dalam hal DPRD sampai batas waktu sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) 
tidak mengambil keputusan bersama dengan Bupati terhadap rancangan 
Perda tentang perubahan APBD, Bupati melaksanakan pengeluaran yang 
telah dianggarkan daJam APBD tahun anggaran berkenaan. 

(3) Penetapan rancangan Perda tentang perubahan APBD dilakukan setelah 
ditetapk811n}'tk. Perda tentang pert:anggungje.wa.ba.n pe}aksanaa.n APBD 
tahun sebelumnya. 



Dipindai dengan CamScanner 

~ Bagian Kedua ... 

(1) BAS untuk Dacrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 ayat (1) huruf 
c merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan 
kodefikasi akun yang menggambarkan struktur APBD dan laporan 
keuangan secara lengkap. 

(2) BAS untuk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 
'i?,t."&'u'M denian ketentuan peraturan peruruian%-undan?,an. 

Pasal 163 

(1) SAPD sebagairnana dimaksud dalam Pasal 160 ayat (1) huruf b, memuat 
pilihan prosedur dan teknik akuntansi daJam melakukan identifikasi 
transaksi, pencatatan pada jurnal, posting kedalam buku besar, 
penyusunan neraca saldo, dan penyajian laporan keuangan. 

(2) Penyajian laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling 
~mkit me\,~ti-. 
a. laporan realisasi anggaran; 
b. laporan p erubahan saldo anggaran lebih; 
c. neraca; 
d. laporan o-perasional; 
e. laporan arus kas; 
f. laporan perubahan ekuitas; dan 
g. catatan a tas laporan keuangan. 

f3) SAPD sebagaimana dimaksud pada ayat [I] meliputi sistem akuntansi 
SKPKD dan si stem akuntansi SK.PD. 

Pasal 162 

(I) Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 160 ayat (1) huruf a, meliputi kebijakan akuntansi pelaporan 
keuangan dan kebijakan akuntansi akun. 

(2) Kebijakan aJruntansi pelaporan kcuangan sebagaimana dirnaksud pada 
ayat (1) memuat penjelasan atas unsur-unsur Japoran keuangan yang 
be1'fon'l,\>.\ £.eOO'l,ai ??.nduan dalam ~n.-:fa5ian ~\a-po-ran keuan'?,?u\. 

(3) Kebijakan akinntanei akun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur 
definisi, pcngakuan, pengukuran, penilaian, dan/ a tau pengungkapan 
transaksi atau peristiwa sesuai dengan SAP. 

Pasal 161 

(1) Akuntansi Pernerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan: 
a. Kebijakari Akuntansi Pcmerintah Daerah; 
b. SAPD; da n 
c. Bagan Akun Standar untuk Daerah, 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

p.\ ~ntan,;,;, P~me"r,n\ah Daerah ~ooiaimana d\mak~oo paua a1al \\\ 
dilaksanakan oleh entitas akuntansi dan entitas pelaporan. 

Pasal 160 

Bagian Kesatu 
Akuntansi Pemerintah Dacrah 

BABVHI 
AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH 



Dipindai dengan CamScanner 

~Pasal 167 ... 

{1) Laporan keuangan Pernerintah Daerah sebagaimana dirnaksud dalam 
Pasal 164 ayat (1) dilakukan reviu oleh aparat pengawas internal 
pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
sebelum disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk 
dilakukan perneriksaan. 

(2\ Laporan keua ngan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 3 (tiga) 
bulan setelah tahun anggaran berakhir. 

(3} Dalam ha} Bacian Pemeriksa Keuangan belum menyampaikan laporan hasil 
pemeriksaan paling lambat 2 (dua) bulan setelah menerima laporan 
keuangan dan Pemerintah Daerah, rancangan Pcrda tcntang 
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD cr1ajukan kepada DPRD. 

Pasal 166 

{1) Laporan keurungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 
164 ayat (1) diausun dan disajikan oleh kepala SKPKD selaku PPKD sebagai 
entitas pelaporan untuk disampaikan kepada Bupati dalam rangka 
memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. 

(2) Laporan keua ngan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1 l paling sedi kit meliputi: 
a. laporan r-ealisasi anggaran; 
b. laporan perubahan saldo anggaran lebih; 
c. neraca; 
d. laporan operasional: 
e. laporan arus kas; 
I. raporan peruoanan ekuitas; nan 
g. catatan a tas laporan keuangan. 

(3} Laporan keua·ngan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 
( 1) disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah paling lam bat 3 
(tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir sesuai dengan kctenluan 
peraturan per undang-undangan. 

Pasal 165 

Pasal 164 

{11 Pelaporan 'kei.iangan Pernerintah Dacrah merupakan proses penyusunan 
dan pcnyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah oleh entitas pelaporan 
sebagai hasil konsolidasi alas laporan keuangan SKPD selaku entitas 
akuntansi. 

(2) Laporan kcuamgan SKPD scbagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun 
dan disajikan oleh kepala SKPD selaku PA sebagai entitas akuntansi paling 
sedikit melipu ti: 
a. laporan r-ealisasi anggaran; 
b. nerece; 
c. laporan operasional; 
d. laporan perubahan ekuitas; dan 
e. catatan a tas taporan keuangan. 

(3) Laporan keuiangan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
disarnpaikan kepada Bupati melalui PPKD paling lambat 2 (dua) bulan 
setelah tahun anggaran berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-uridangan. 

Bagian Kedua 
Pclaporan Keuangan Pcmerinlah Daerah 



Oipindai dengan CamScanner 

Pasal 170 

{11 Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang 
telah disetujui bersama dan rancangan Peraturan Bupati tentang 
penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disampaikan kepada 
gubcmur sebagai wakil Pernerintah Pusat paling larnbat 3 (tiga) hari 
terhitung scjak tanggal persetujuan rancangan Perda tentang 
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD untuk dievaluasi scbelum 
ditetapkan oleh Bupati. 

(2) Dalam hal gu.bemur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyatakan basil 
eveluasi rancangan Perde tenteng pertllnggungjawoban pelaksanaan 
APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran 
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sudah sesuai dengan Pcrda 
tentang J\PBD, Perda tentang perubahan J\PBD, Peraturan Bupati tentang 
penjabaran A.PBD, Peraturan Bupati tentang penjabai:an peru.bahan 
APBD dan telah menindaklanjuti temuan laporan hasil perneriksaan 
Badan Pemeri ksa Keuangan, Bupati menetapkan rancangan Perda menjadi 
Perda dan rancangan Peraturan Bupati menjadi Peraturan Bupati. 

\(3) Dalam ... 

Pasal 169 

l11 Bupati menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban 
pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang 
telah diperiks a oleh Sadan Pemeriksa Keuangan serta ikhtisar laporan 
kinerja dan la poran keuangan BUMD paling lambat 6 (enam) bulan setelah 
tahun anggarun bcrakhir. 

(2\ Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 
sebagaimana dimaksud pada ayat (l} dibahas Bupati bersama DPRD untuk 
mendapat persetujuan bersama. 

(3) Persetujuan bersama rancangan Pcrda sebagaimana dimaksud poda ayat 
(2) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) bulan setelah tahun anggaran 
berakhir, 

\4'J J\tas dasar persetujuan 'bersama sebagairnana dunaksud pada ayat \3), 
Bupati menyiapkan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran 
pertanggungja.waban pelaksanaan APBD. 

BAB IX 
PENYU SUNAN RANCANGAN PERTANGGUNGJAWABAN 

PELAKSANAAN APBD 

(1) Dalam rangkn mcmenuhi kewajiban penyampaian informasi keuangan 
daerah, PA menyusun dan menyajikan laporan keuangan SKPD bulanan 
dan scmcsternn untuk disampaikan kepada Bupati mclalui PPKD sesuai 
dengan ketentuan pcraturan pcrundang-undangan. 

(2) Dalam rangkra mcmenuhi kewajiban penyampaian informasi keuangan 
d-a.erah, t>t>KO men~J\.w.un dan men~a}i._v.an ~aporan keu~i,an hulanan dan 
semesteran untuk disampaikan kepada Menteri clan menteri yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan sesuai 
dengan kctentuan peraruran perundang-undangan. 

Pasal 168 

Bu~ati mem~crika·n tanggapan dan mclakukan pcnyesuaian terhadap laporan 
hasil .pemenksaan Badon Pcmeriksa Kcuangan atas laporan keuangan 
Pemenntah Dncrah. 

Passi 167 



Dipindai dengan CamScanner 

Pasal 173 ... 

(1) Setiap pejabajt yang diberi kuasa untuk mengelola pendapatan, belanja, 
dan kekayaan daerah wajib mengusahakan penyelesaian seluruh Piutang 
Daerah tepat waktu. 

(2) Piutang Daerah yang tidak dapat diselesaikan seluruhnya dan tepat waktu, 
diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

\~\ 'Pen'je\.e~an P..utani Daerah 'jan1, meniakViYatlr.an ma~ah ~rdata da?at 
dilakukan melalui perdamaian, kecuali mengenai Piutang Daerah yang 
cara penyelesaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ 
undangan. 

Pasal 172 

Paragraf 1 
Um um 

Bagian Kcsatu 
Pengelolaan Piutang Daerah 

BABX 
KEKA Y AAN DAERAH DAN UTANG DAERAH 

(I) Dalam hal dalam waktu 1 (satu) bulan sejak diterimanya rancangan Perda 
tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan Bupati, DPRD tidak 
mengambil keputusan bersama dengan Bupati terhadap rancangan Perda 
tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, Bupati menyusun dan 
menetapkan Peraturan Bupati tentang pertanggungjawaban pelaksanaan 
l'.PBD. 

(2) Rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan sert:elah memperoleh pengesahan dari gubemur sebagai wakil 
Pemerintah Pusat. 

(3) Untuk mernperoleh pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
rancangan Peraturan Bupati tentang pertanggungjawaban pelaksanaan 
APBD besertsi lampirannya disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari 
terhitung sejalk DPRD tidak mengambil keputusan bersama dengan Bupati 
terhadap ran cangan Perda ten tang pertanggungiawaban pclaksanaan 
APBD. 

(4) Dalam hal dallam batas waktu 15 (lima betas) hari gubemur sebagai wakil 
P-cmerintah Pu~t. tidak m<Cn%-c't.ahkan 1"ancan~an P~raturan Bu~ti 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati menetapkan rancangan 
Peraturan Bupati tcrsebut menjadi Peraturan Bupati. 

Pasal 171 

(3) Dalam hal gubemur sebagai wakil Pernerintah Pusat rnenyatakan hasil 
evaluasi rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pclaksanaan 
APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran 
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bertentangan dengan Perda 
tentang APBD, Perda tentang perubahan APBD, Peraturan Bupati tentang 
penjaba~an f\.PBD, ?e~at1.mm Bupati tentaI\'5 pen5abanm pen1bahan l'.?BD, 
dan/atau tidak rnenindaklanjuti temuan laporan hasil pemeriksaan Sadan 
Pemeriksa Keuangan, Bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan 
paling lama 7 (tuJ·uhJ hari terrntung sejak hasii cvaluasi diterima. 



Dipindai dengan CamScanner 

~a. sampai ... 

(1) PPKD dapat mengusulkan Penghapusan Secara Bersyarat atau Secara 
MutJak atas Piutang Daerah untukjumlah: 

Pasal 176 

Paragraf 3 
Penghapusan Piutang Daerah 

(1) Dalam hal pih ak Penanggung Utang sepakat untuk menyelesaikan Piutang 
Daerah maka kesepakatan dituangkan dalam akta perdarnaian yang 
disahkan oleh notaris. 

(2) Dalam hal ti-dak terjadi kesepakatan dengan Penangung Utang maka 
penyelasaian Piutang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diselesaikan rnelalui proses peradilan sesuai ketentuan peraturan 
perundang-uradangan. 

(3) Proses peradilan sebagairnana dimaksud pada ayat (5) meliputi arbitrase 
den peradi}sn Perdsts 

Pasal 175 

\3\ 1'\m \'.~bwi(\,mS\n~ di.m?.v.\'A\d ??.d?. ?.yM. p.\ ~mmv., tuiay, me\,puti'. 
u. rncnyusu n rincian Piutnng Dacrnh yang mcngakibatkan rnasalah 

pcrdotu bcrupn dnftar nominnlif pcnanggung utang yang mcmuat 
informosi mcngcnai: 
1. idcntitas para Pcnnnggung Utang yang rneliputi narna dan alarnat; 
2. sisa utang masing-rnasing Pcnanggung Utang yang akan 

dihapuskan; 
3. tanggal terjadinya piutang, tnnggal jatuh tcmpo/dinyatakan 

macet; don 
4. keterangan tentang kcbcradaan dan kemampuan Penanggung 

Ulfmg, keberadaan dan kondisi barang jarninan, dan/ atau 
ke\ernt-.?,'im \a,n ".f'2.Wl, \etka,\:, 

b. memonggil pihak penanggung utang; dan 
c. membuat. kesepakatan pcnyelesaian piutang dengan pihak 

Penanggung Utang. 
(4) Tim sebagairruana dirnaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan 

Bupati. 

( I) l't-nyt'l<-sniun P111t11n~ Dnernh ynng mcngnklbatknn mnsalnh pcrdata 
s<'h,1~ni1nnn11 , Iirnnkaud dnlnrn Pnsal 172 11yn1 ('1) dilakukan olch SKPKD. 

{2l Krpuln S"PI\D mcrnbcntuk tim untuk mclnkukon Pcnyclcsaian Piutang 
Dncrnh scbngairnunn dirnuksud pada oyot (11. 

Posol 17'1 

P11111gro( 2 
l',·11y,·lt·1ui 11111 P11111111g Dnrrn h 

YHIIR MC'11w1kih111kn11 Mlllmlnh 1'1·rd11111 

l'111tnt1f~ n,w111h cl11p111 cllh11p1111k1111 ttrr11rn 111t1tlnk 11t11u lwrnynrnl dnn 
pcmbukunn :.<·~1111 I <11·11,:011 kc·1rnlt11111 1w·1111urn11 perunrlnng-undnngnn ynng 
I\WI\J!ntur mc·11,1c·111ii pc·1111h11J"1:11111 11i1111111Jt 11r1tnrn dun Dncrnh, kccunli 
mrn~rnni l'n1t1111•: l>nrruh 'Hllll c·nr11 1w11yc·l,·1111l111111y11 cli111kuk1111 ncnuai dcngnn 
kcu-ntunn pcnuur. 11, 1wru11<l1111ft undnngnn. 
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~Bagian Keernpat ... 

Pengelolaan BMD meliputi rangkaian Kegiatan pengelolaan BMD sesuai dengan 
ketentuan peraturun perundang-undangan. 

Pasal 180 

Bagian Ketiga 
Pengelolaan BMD 

Pemerintah Daera h dapat melakukan investasi dalam rangka memperoleh 
rnanfaat ekonorni, sosial, dan/atau manfaat lainnya. 

Pasal 179 

Bagian Kedua 
Pengelolaan Investasi Daerah 

(1) Penghapusan Secara Bersyarat atau Secara Mutlak atas Piutang Daerah 
ditetapkan oleh: 
a. Bupati untukjumlah sampai dengan RpS.000.000.000,00 (lima miliar 

rupiah); dan 
b. Bupati dengan persetujuan DPRD untuk jurnlah lebih dari 

RpS.000.000.000,00 {ii.ma mmar rupi.ah,. 
(2) Pcnetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti oleh PPKD 

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 178 

(1) Pengajuan usulan penghapusan secara bersyarat sebagaimana dimaksud 
pada dalam Pnsal 176 ayat (1) disampaikan secara tertulis dengan dilampiri 
dokumen paling sedikit: 
a. daftar no.minatif Penanggung Utang; clan 
b. surat pertirnbangan Penghapusan Secara Bersyarat atas Piutang 

Da.erah dari Kep'clla Kan.\.or Vma:,ah. 
(2) Usulan Penghapusan Secara Mutlak atas Piutang Daerah sebagaimana 

dimaksud pacla dalarn Pasal 176 ayat (1), diajukan setelah lewat waktu 2 
(duaJ tahun sejak tanggaI penetapan Penghapusan Secara Bersyarat dan 
disampaikan secara tertulis dengan dilampiri dokumen paling sedikit: 
a. daftar norninatif Penanggung Utang; 
b. surat penetapan Penghapusan Secara Bersyarat atas piutang yang 

diusulkan untuk dihapuskan secara mutlak; dan 
c. suratpertimbangan Penghapusan Secara Mutlak atas Piutang Daerah 

dari Kepala Kantor Wilayah. 
(3) Pengajuan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 

d,'i:tampaikan dencian tem\ru,:;an kepada Kepala Kan\.o-r Vlila~ah. 

Pasal 177 

a. sampai dengan RpS.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) kepada 
Bupati; dan 

b. lebih dad RpS.000.000.000,00 {lima miliar rupiah) kepada Bupati 
dengan pcrsctujuan OPRD. 

(2) Jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b 
merupakan ni\a, Piu\.an1, Daerah per Penan.%1,UWt, Uum,g. 

(3) Usulan penghapusan sebagaimana climaksud pada ayat (1) dilakukan 
setelah PPKD memperoleh pertimbangan penghapusan dari Kepala Kantor 
Wifayah dengan mcCengkapi dokumen. 
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~2) Pendapatan ... 

PasaJ 186 
(11 Seluruh pend apatan BLUD dapat digunakan langsung untuk membiayai 

bclanja BLUD yang bersangkutan. 

Pasal 185 
Pernbinaan lccuangan BLUD dilakukan oleh PPKD dan pcmbinaan teknis BLUD 
dilakukan olch kepala SKPD yang bertanggungjawab atas Urusan Pemerintahan 
yang bersangkutan. 

Pasal 184 
(1) BLUD mcrupakan bagian dari Pengelolaan Keuangan Daerah. 
(2) BLUD merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan yang dikelola 

untuk menyelenggarakan Kegiatan BLUD yang bersangkutan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) BLUD menyu:sun rcncana bisnis dan anggaran. 
(41 Laporan keuangan BLUD disusun berdasarkan SAP. 

Pasal 183 

Pelayanan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 182 ayat (1) 
meliputi: 
a. penyediaan barang dan/ atau jasa layanan umum; 
b. pengelolaan d ana khusus untuk meningkatkan ekonomi dan/at.au layanan 

kepada masyarakat; dan/atau 
c. pengelolaan wilayah/kawasan tcrtcntu untuk tujuan meningkatkan 

perekonomian masyarakat atau Jayanan umum. 

(1) Pemerintah Daerah dapat membentuk BLUD dalam rangka meningkatkan 
peluyanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(2) Dalam rangkei mcningkatkan pelayanan kepada masyarakat sebagairnana 
dimaksud pada ayat (1), Bupati menetapkan kebijakan fleksibilitas BLUD 
de.lam Pera\.ur.m Bupati ~an1, d,\ak4c.anakan o\eh pejabat pen1,eW.a BWO. 

(3) Pejabat pengelola BLUD sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) bertanggung 
jawab atas pelaksanaan kebijakan fleksibilitas BLUD dalam pemberian 
Kegiatan pelayanan umum terutama pada aspek rnanraat dan petayanan 
yang dihasilkan. 

Pasal 182 

BAB XI 
BAD1\N lJ\ '(ANAN UMUM DAERAfC 

(1) Bupati dapnt mclakukan pengclolaan Utnng scsuai dengan ketentuan 
pcraturan pcrundnng- undangan. 

(2.) Bupati dapat melakukan pinjaman sesuai dcngan ketentuan peraturan 
pcrundang-undnngnn. 

(3) Biaya yang tirnbul akibat pengelolaan Utang don Pinjaman Daerah 
d,ocbank\\n ?ada ... n~aran Be\?.nja Oa~mh. 

Pasal 181 

Bagian Kccmpnl 
Pcn gclolaan Utong Dacrah dan Pinjaman Daerah 
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~BAB XIV ... 

(1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi keuangan daerah dan 
diumumkan kepada masyarakat. 

(2) lnformasi keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat {lJ paling 
sedikit memuat informasi penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan 
laporan keuangan. 

{3\ lnforma'oi ke\langan d-a.erah ~hagaimana dunak~ud pa<ia ayat {\.\ 
digunakan un tuk: 
a. mcrnbaneu Bupati dalam mcnyusun anggaran dacrah dan laporan 

Pengelolaan Keuangan Daerah; 
b. membantu Bupati dalarn merumuskan kcbijakan Keuangan Daerah; 
c. membantu Bupati dalam melakukan evaluasi Kinerja Keuangan 

Daerah; 
d. menyediakan statistik keuangan Pernerintah Daerah; 
e. mendukung keterbukaan informasi kepada rnasyarakat: 
f. mendukung penyelenggaraan sistem infonnasi keuangan daerah: dan 
g. melakukan evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah. ' 

{di\ infurma'i>\. keuan'l,an <iaerah ~bagaimana <iimak~ pad.a ayat {'2} hat"U~ 
mudah d1ak~s oleh masyarakat dan wajib disampaikan kepada Menteri 
dan menten yang menyelenggarakan urusan pernerintahan di bidang 
keuangan. 

Pasal 190 

BAB XIII 
INFORMASI KEUANGAN DAERAH 

(I) Setiap bendahara, Pegawai ASN bukan bendahara, atau pejabat lain yang 
karcna perbu atannya rnelanggar hukum a tau melalaikan kewajibannya, 
baik langsung atau tidak langsung merugikan Daerah wajib mengganti 
kerugian dimaksud. 

(2) Ketentuan mengenai penyelesaian kerugian Daerah sebagaimana 
d\mak~ dalam Paw 18.8 ber\aku ~e&a m\lta.ti'o mutan<.fo;. terhooap 
penggantian kerugian. 

(3) Tata cara penggantian kerugian Daerah scbagaimana dima.ksud pada ayat 
(1/ sesuai dengan kerentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 189 

Setiap kerugian Keuangan Dacrah yang disebabkan oleh tindakan melanggar 
hukurn atau kela laian seseorang wajib segcra diselesaikan sesuai dengan 
kctentuan peraturun perundang-undangan. 

PasaJ 188 

BAB XII 
P£~NE.LE.SM~.N V..E.RUG\~N KE.-U!\~~G!\N D!\E.RJ\\-\ 

Rencana bisnis d an anggaran scrta laporan kcuangan dan Kinerja BLU.D 
disusun dan disajikan scbagai bagion yang tidak terpisahkan dari rencana kerja 
dan anggaran, APBD serta Japoran keuangan dan Kinerja Pemerintah Daerah. 

Pendapatan BLUD scbagairnana dirnaksud pada ayat (1) meliputi 
pendapatan yang diperoleh dari aktivitas pcningkatan kualitas pelayanan 
BLUD sesuai kebutuhan. 

(2) 

Passi 187 
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Pa.sal 195 
Peraturan pelaksana dari Perda Kabupaten Sumba Timur Nomor 1 Tahun 2010 
tentang Pokok-Pokok Pcngelolaan Keuangan Daerah (l.embaran Daerah 
Kabupaten Sumba Timur Tahun 2010 Nomor 08, Tambahan Lembaran daerah 
Kabupaten Sumba Timur Nomor 181), dinyatakan masih tetap berlaku 
sepanjang tidak bcrtentangan dengan ketcntuan dalarn Perda ini. 

~Pasal 196 ... 

BAB XV 
KETENTUAN PENUTUP 

.Pasa1194 

Pada saat Perda ini mulai berlaku, Perda Kabupaten Sumba Timur Nomor 1 
Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2010 Nomor 08, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 181) dicabut dan dinyatakan tidak 
berlaku. 

(1) Pernerintah D aerah mencrapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik 
dalam Pcngelolaan Keuangan Oaerah. 

(2) Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap disesuaikan dengan 
kondisi dan/atau kapasitas Pemerintah Daerah. 

(3\ Pemerintah Daerah wajib rnenerapkan sistem pernerintahan berbasis 
elektronik di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah secara terintegrasi 
paling sedikit meliputi: 
a. penyusuxum Program/Kegiatan dan RX.PD; 
b. penyusunan rencana kerja SKPD; 
c. penyusunan anggaran; 
d. pengelolaan Pendapatan Daerah; 
e. pelaksan aan dan penatausahaan Keuangan Daerah; 
f. akuntansi dan pclaporan; dan 
g. pengadaan barang dan jasa. 

PasaJ 193 

.Pasal 192 

(1) Untuk menca.pai Pengelolaan Keuangan Daerah yang ekonomis, efektif, 
efisien, transparan, dan akuntabel, Bupati wajib menyelenggarakan sistem 
pengendalian internal atas pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Daerah. 

(2) Penyelenggaraan sistem pengendalian internal sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) sesuai dcngan ketentuan peraturan pcrundang-undangan. 

BAB XIV 
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Pasal 191 
(1) Bupati melakesanakan Pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Keuangan 

Daerah bagi pcrangkat dacrah scsuai dengan kctentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk 
Iasilitasi, korisultansi, pendidikan dan pelatihan, serta penelitian dan 
pengernbangan. 

(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 dilakukan dalam 
bentuk audit, reviu, evaluasi, pemantauan, bimbingan teknis, dan bentuk 
pcngawasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ 
undangan. 
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~ENJELASAN ... 

LEMBARAN DAER.AH KABUPATEN SUMBA TIMUR TAHUN 2020 NOMOR t.! 1 
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR 
PROVINs1 NUSA TENGGARA TIMUR: o~ / ::1-0:2-0 

DOMU WARANDOY 

gkan di Waingapu. 
ggal .l~ ~~~t'(t. :ZO,..o 

J\RlS DAE RAH KABUPJ\iEN SUM.BJ\ i1MUR 

Ditetapkan di Waingapu, 
pada tanggal 1..3 0e'S~tll?Se1Z- 

1'BUPATI SUMBA TIM~ 

Agar sctiap orang mcngetahuinya, mcmerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lernbaran Daerah Kabupaten Sumba 
Timur. 

Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal 197 

Peraturan pelaksa.naan dari Perda ini harus ditctapkan paling lama 1 (satu) 
tahun terhitung sejak Perda ini diundangkan, 

Pasal 196 
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I. UMUM 
Pen gut urnn rncngcnni pcngcloluun kcuungun De rah dilaksanukan 

berdusurkun Undung-Undung Nomur 23 Tuhun 2014 tcntang 
Pemcrintahan Dncmh scbugnimnna tclnh bcbcrapu koli diuboh tcrakhir 
dcngan Undnng-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tcntang Perubahan Kcdua 
atns Undnng-Undnng Nomor 23 Tahun 201" tcntang Pcmcrintahan Dacrah 
serta mengacu juf;D poda kctentuan pcraturun pcrundang-undongon 
luinnyu yang rnengutur mcngenai pcngclolnan kcuangan Daerah. Dcngan 
lahirnya Pcrauurnn Perncrintah Nomor 12 Tahun 2019 ten tong Pcngclolaan 
Kcuangan Daerah, rnaka pcngatumn Pengelolaan Keuangan Daerah yang 
sebelurnnya diatur dalam Peraturan Pernerintah Nomor 58 Tahun 2005 
tentang Pengclolaan Keuangan Daerah, disempurnakan sehingga dapat 
mcnjawab pcrrnasalahan yang tcrjadi dalam pcngclolaan kcuangan Dacrah 
sclnrna ini. Penyernpurnaan pcngaturan tcrscbut juga dilakukan untuk 
rnenjaga 3 (ti~a\ pilar tata Pcngclolaan Keuangan Dacrah yang baik, yaitu 
transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif. 

Dengan adanya pcrubahan terhadap pengaluran pengelolaan 
keuangan Dacrah, maka Perda Nomor J Tanun 2010 tentang pokok-pokok 
Pengelolaan Keuangan Dacrah yang sclama ini menjadi dasar hukum 
pengelolaan keuangan Daerah bagi Pernerintah Daerah Kabupatcn Sumba 
1imur pertu diperbarui sesuai dengan pengaturan terbaru yang te)ah 
disernpurnakun dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah khususnya mcncakup pengaturan 
mengenai perencanaan dan pcnganggaran, pelaksanaan dan 
penatausahaun, dan pertanggungjawaban keuangan Daerah. 

Dalam Perencanaan dan Penganggaran, pengaturan dalam Perda ini 
telah disesu aikan dengan pengaturan dimana perencanaan dan 
penganggaran mengikuti proses penyusunan APBD yang dimulai dari 
pembuaum J<Vlt don PPltS, kemudlan di}anjutkan pembuatan RKA SKPD 
oleh masing-rnasing SKPD. RKA SKPD ini kemudian dijadikan dasar untuk 
mernbuat rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Perkada tentang 
penjabaran A.PBD. Rancangan Pcrda dan rancangan Peraturan Bupati 
yang telah diausun oleh Bupati kemudian diajukan kepada DPRD untuk 
dibahas sehingga tcrcapai kesepakatan bersama. Rancangan tersebut 
kemudian diajukan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat guna 
dievaluasi. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut Bupati menctapkan 
rancangan Perda menjadi Perda tentang APBD dan rancangan Peraturan 
Bupati mcnjadi Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD. 

Perda ini juga menyesuaikan pengaturan mengenai dokurnen 
penganggaran, yaitu adanya unsur Kine,ja dslam setisp dokumcn 
penganggaran yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas 
penganggaran berbasis Kincrja scrta mewujudkan sinkronisasi antara 
perencanaan dan penganggaran yang serama iru masih berum tercapai, 

Pengaturan dalam Perda ini juga disesuaikan dengan rnernpertegas 
fungsi verifikasi dalam SKPD, sehingga pelimpahan kewenangan 
penerbitan SPM kepada SKPD atau Unit SKPD yang merupakan wujud dari 
pelimpahan tanggung jawab pelaksanaan anggaran belanja dapat scsuai 
dengan tujuam awal yaitu penyederhanaan proses pernbayaran di SKPKD. 

\Togas ... 

PL!:l<ATUl{AN DAIWAI I KABUPAT8N SUMBA TIMUH 
NOMOI< LI TAIIUN 2020 

TENT ANG 
PENOELOLAAN KIWANOAN DAERAII 

Pl~N,J ELJ\8AN 
ATM, 
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~Yang ... 

JI. PASAL DEMI IPASAL 
Pasal 1 

Cukupjelas. 
Pasal 2 

Cukup jelas. 
Pa.w3 

Ayat (1) 
Yang dima.ksud dengan "tertib" adalah Keuangan Daerah dikelola 
se~a. tepa~ waktu dan tepar guna yang didukung dengan bukti 
administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan. 

Tugns cit ,11 wewcnntu; lx-ndnhnrn schngni pcmcgs111H kan dnn juru 
bnynr y1111A :wh111ii1111 fu11w1l11y11 h1111y11k hcrnlih kcpndn l'cj11hal Pcngclola 
Tcknis Kt·..1,;i1111111 fl'l'l'K,ljuJ:11 1d11h ch1·w:nu1ik1111 y1111n 01111111 pcngarurunnyn 
dikcmbnliknn bcndnburn. 1'l'misnl11111 tug,rn 11111uru pihuk ynng mclukukan 
otorisnsi, pih 11k ynng menyimpnn 11111,g, cJ1111 pihuk yung mclukukun 
\)C\W\\\\\\\"' j, '\!.\' \\,w.:.,\,m,\r.m, fl".."1:"\\\mm,:,t\. Vc.m,\}a\w,n '"" d,~ ... v.uv.an 
untuk mcncc gnh 1crjndi11yn kccurnngnn sclamn Pengclolaan Kcuangan 
Dacrnh sertn mcuingkutknn kontrol internal Pcmcrintah Daerah. 

r'cningkut11n koordinnHi 11111nr bcrbngoi pifink d11(11m pcnyusunan 
lupornn kcuangnn bcrbnsia nkruul juga mcngolomui pcnycauuian. 
Dokumcn pclaksnnunn dnn pcnntausuhnan diniur schingga schingga bisa 
mcndukung pcncatntnn bcrbnsis akrual. Oasis akrual ini rncrupakan basis 
yuug baru un tuk Pcmerintnh Dncruh schinggu dukungan don kcrja soma 
dun bcr~oi pihnk di Pemcrintuhan Daernh dipcrlukon untuk 
mcnciptukan kcsukscsan pcncropun basis akuntasi akrual. 

Pcngaturnn mcngcnai Pcrtnnggungjawaban Kcuangan Daerah yang 
d\W\_\}UUk'M'I. \'.\ a\'i,m be.n\uk \aporan keuani,m juia d\\akukan pe.n,eouaian. 
Laporun kcuungnn tcrscbut mcrupakan wujud dari penguatan 
transparansi < Inn akuntabilitas. Sctidaknya ada 7 (tujuh) Japoran kcuangan 
yang harus di bunt olch Pcmcrintah Daerah yaitu, neraca, Iaporan rca!isasi 
anggaran, laporun operasional, laporun perubahan saldo anggaran Jcbih, 
laporan pcrubahan ckuitas, laporan arus kas, dan catatan alas laporan 
keuangan. Periarnbahan jumJah laporan kcuangan yang harus dibuat oleh 
Pernerintah Daerah mcrupakan darnpak dan penggunaan akuntansi 
berbasis akru al. Pcmbcrlakuan akuntansi bcrbasis akrual ini mcrupakan 
tantangan terscndiri bagi setiap Pcmerintah Daerah karena akan ada 
banyak haJ yang dipersiapkan oleh Pcmerintah Daerah salah satunya yaitu 
t.umbe.r da~a mam.i.t.,a. 

Sclain berbentuk laporan keuangan, pertanggungjawaban Keuangan 
Daerah juga berupa laporan rcaJisasi Kinerja. Mclalui Japoran ini, 
masyarakat bisa melihat scjauh mane Kiner:J°a Perncrintan Daerahnya. 
Sclain itu, laporan ini juga scbagai alat untuk menjaga sinkronisasi dan 
proses perencanaan hingga pertanggungjawaban yang dilakukan 
Pemerintah Daerah. Melalui laporan ini Pemerintah Daerah bisa melihat 
hal yang harus diperbaiki untuk kepentingan proses penganggaran dan 
perencanaan di tahun berikutnya. 

Dengan adanya penyesuaian pcngaturan daJam Perda ini sangat 
diharapkan agar Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Timur dapat 
meru::.,p\.akan ~\~\em Penge~\aan Keuangan Daerah ~ang ~suai dengan 
keadaan dan kebutuhan Daerah dengan tctap mcnaati pcraturan 
perundang-undangan yang Jebih tinggi serta meninjau sistem tersebut 
sccara terus rnenerus dengan tujuan mewujudkan Penge!o!aan Keuangan 
Daerah yang efektif, efisien, dan transparan. 
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V1urufb ... 

Pasal 4 
Ayat (1) 

Cuk up jelas. 
Ayat (2) 

Cukup jelas. 
Ayat (3\ 

Cuk up jelas. 
Ayat (4) 

Hurui a 
Yang dimaksud dengan "koordinator" adalah terkait dengan 
peran dan f ungsi Sekretaris Daerah membantu Kepala 
Daerah dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan 
pcnyclenggaraan Urusan Pcmerintahan daerah terrnasuk 
Pcngclolaan Keuangan Daerah. 

Ayat (2) 
Cukup jeJas. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Yang dimaksud dengan "taat pada ketentuan peraturan 
penmdang-undangan" adalah Pengelolaan Keuangan Daerah 
harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Yang dimru-.~ dengM\ "manfaat untuk ma'byarakat" adalah. 
Keuangan Dacrah diuta.makan untuk pemenuhan kebutuhan 
rnasyaraka t. 

Yang dimaksud dengan "keadilan" adalah keseimbangan 
distrtbusi kewenangan dan pendanaannya. Yang dimaksud 
dengan "kepatutan" adalah tindakan atau suatu sikap yang 
dilalkukan dengan wajar dan proporsional. 

'{ang dunak't\ud denga.n "~rtangguni,5a.•uab" atlaiah peruujutlan 
kewajiban seseorang atau satuan kerja untuk 
mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian 
sumber daya dan pe!aksanaan kcbijakan yang dipercayakan 
kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah 
ditetapkan. 

Yang dimaksud dengan "transparan" adalah prinsip keterbukaan 
yang mcmungkinkan rnasyarakat untuk mcngctahui dan 
men dapatknn akses informasi seluas-luasnya tentang Keuangan 
Dae rah. 

Yang dimaksud dcngon "'cfcktif" adalah pencapman Hasif Program 
dengan Sasaran yung tclah ditetapkan, yaitu dengan cara 
mennbandingkan Keluaran dengan Hasil. 

Yang dimaksud dengan "ckonomis" adalah perolchan rnasukan 
dengan kua~ita'<\ dan kuanti\a'<\ \e.r\.entu ptada ti~ka\. haria :,ang 
tereridah. 

Yang dirnaksud dcngan "cfisicn" adalah pcncapaian Kcluaran 
yang maksimum dcngan masukan Lcrtcntu atau penggunaan 
mas ukan terendah untuk mcncapai Kcluaran tcrtcntu. 
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~uruf g ... 

PasaJ 8 
Ayat (1) 

Cuk up jelas. 
A_vat (2J 

Cukup jelas. 
Ayat (3) 

Huru{ a 
Cukup jelas. 

Hurufb 
Cukup jelas. 

Hur uf c 
Cukup jelas. 

Huruf d 
Cukup jelas. 

Hurufe 
Cukup jelas. 

Hur uf f 
Cukup jelas. 

Pasa.15 
Cukup jelas. 

Pasal6 
Cukup jelas. 

Pasal 7 
Ayat(l) 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Huruf a 
Cukup jelas. 

Huruf b 
Cukup jclas. 

Huruf c 
Cukup jelas. 

Huru{d 
Cukup jelas. 

Hunuf e 
Kewenangan pernungutan pajak daerah dapat dipisahkan 
dari kewenangan SKPKD sesuai dengan ketentuan 
peraturan pcrundang-undangan. 

Huriuff 
Cukup jelas. 

HUJ1Uf g 
Cukup jelas. 

Huruf h 
Cukup~\a\'.. 

Hurufi 
Cukup jelas. 

ffurufj 
Cukup jelas. 

Aynt (5) 
Cukup jelas, 

Ayat (6) 
Cuk up jelas. 

Huruf b 
Cukup jelas. 

Huruf c 
Cukup jclas. 
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~ang ... 

Pasal 11 
Ayat(l) 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Hunufj 
Culrup jelas. 

Huruf k 
Cuku? ~la'il.. 

Huruf 1 
Cukup jelas. 

Hurufm 
Cukup jelas. 

Hur uf n 
Cukup jelas. 

Pasal 9 
Cukup [elas, 

Pasal 10 
Ayat (1) 

Hurui a 
Cukup jelas. 

Huruf b 
Cukup jeias, 

Huruf c 
Cukup jelas. 

Huruf d 
Cukup jclas. 

Huruf e 
Cukup jelas. 

Huruf f 
Cukup jelas. 

Huruf g 
Cukup jelas. 

\forclh 
Cukup jelas. 

Huruf i 
Yang dimaksud dengan .. mengelola Utang dan Piutang 
Daerah yang menjadi tanggung jawab SK.PD yang 
dipimpinnya" adaJah sebagai akibat yang ditimbulkan dari 
pelaksanaan DPA SK.PD. 

Ayal (4) 
Cukup jelas. 

Hunuf s 
Cukup jelas. 

Huruf h 
Cukup jclas. 

Hur uf i 
Yangdimaksud dengan "melaksanakan Pemberian Pinjarnan 
Daerah alas narna Perncrintah Daerah" adalah hanya terkait 
eksekusi Pcrnberian Pinjaman Daerah bukan kcbijakan 
Pcmbcrian Pinjamon Dacron. 

Huruf j 
Cukup jelas. 

Hurail k 
Cukup jelas. 
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\ivang ... 

Pasal 13 
Cukup jelas. 

Pasal 14 
Cukup [elas. 

Pasal 15 
Cukup jelas. 

PasaJ 16 
Cukup jc:las. 

Pasal 17 
C:ukup jetas. 

Pasal 18 
Cukup jelas. 

Pasal 19 
Cukup jelas. 

Pasal 20 
Cukup je-las. 

Pasal21 
Cukup je las. 

Pasal 22 
Cukup jelas. 

Pa~a\ '2~ 
Ayat(l) 

Cuk up jelas. 
Ayat f2J 

Cukup jelas. 
Ayat (3) 

Yangdimaksud dengan "fungsi otorisasi" adalah anggaran daerah 
menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja 
pada tahun berkenaan. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Ayat (2) 
Yang dimaksud dengan "membantu tugas" adalah tugas yang 
ditentukan oleh PA/KPA dalam rangka melaksanakan tindakan 
yang rnengakibatkan pcngeluaran atas Beban anggaran belanja 
yang melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya. 

Yang dirnaksud dengan "Unit SKPD" tcrrnasuk unit pelaksana 
tcknis dacrah. 

Aynt 12) 
Cuk up jclas. 

Ayat (3) 
Cu\r. U? 5~hw,. 

Ayat (4) 
Cuk up jelas, 

Ayat (SJ 
Cukup jclo.s. 

Pasnl 12 
Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan "PA/KPA dalarn melaksanakan Kegiatan 
menetapkanpejabatpada SKPD/Unit SKPD selaku PfYI'K" adalah 
PA/ KPA menetapkan PfYI'K melaJui usulan atasan langsung 
peja bat yang bersangkulan. 
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~ukup ... 

Ayat (2) 

Pasal 25 
Cu\ru'j) _)e\a'o. 

Pasal 26 
Cukup je las. 

Pasal 27 
Cukup je\as. 

Pasal 28 
Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan "ekuitas" adalah selisih antara aset Jancar 
dengan kewajibanjangka pendek. 

Pasal 24 
Ayn((l/ 

Cuk up jelas. 
Ayat (2) 

Cukup jelas, 
Ayat (3) 

Cukupjelas. 
Ayat (4) 

Cuk:up jelas. 
l\'jat\~ 

Cuk up jelas. 
Ayat (6) 

Cuk.up jelas. 
Ayat (7) 

Yang dimaksud dengan "dianggarkan secara brute" adalah 
jumDah Pendapatan Daerah yang dianggarkan tidak boleh 
dikurangi dengan bclanja yang digunakan dalam rangka 
menghasilkan pcndapatan tcrscbut dan/atau dikurangi dengan 
bagian Pemerint.ah Pusat/Daerah lain dalarn rangka bagi hasil. 

l\~aqa.\ 
Cukup jclas. 

Yong dimaksud dengan "fungsi stabilisasi" adalah anggaran 
Pcmcrintnh Dacrah mcnjadi alat untuk mcmclihara dan 
men gupayakan kcscimbangan fundamental pcrckonomian 
Due rah. 

Ym1b <limaksU<J dcut;nn "fungsi distriousi" odo)oh kd1ijuko11 
nnggnmn dncrah hums mcmpcrhutikun rusa keudilun dan 
kcp.rtutun. 

Ynn~ dhunksud cll'11~1111 "f1111~:-1i nloknsl" 11clnlnh on.is~sarnn ducruh 
hnn as diuruhkun 11111uk mcnciptakun lupungan 
kt•rjn/mc11~llrllllW \ICIIWlll,~Unlll d1111 pcmborosan sumber daya 
sertn meningkntknn r-fiaicnsi don cfcktivitns perckonornian. 

Y1t11H clh1111kr111cl clc-11>(1111 °h111w1i pr111111w11111111" 111l11l11h 11111~11rn11 
,\,w,~.,,, \\\\'\\)·''" r•n\,\\\\',\\\ \\\\\\_\V., m~\\\\,\\ .... ,v,,11,.\h lf.\'..,'~'i'>\_,m 
JW1t)'rk11AA111111111 Pc·11wri11111hn11 Dnernh scuuni clc11wira kctcntunn 
yn111 t u-lnh d11c·111pk1111, 

Yung dhnhk1111d clc-111:1111 °f1111w11 1wrc·11,•1111111111" uduluh 1111yJtJJrn11 
tlnt•t 11h 1111·11,)ndi pc•clc,1111111 h111t1 111111111jr111cr1 dulnm mcrcncnnnknn 
I\Q!l 1111111 J>lldll tuhuu hl'I kr-nuun, 
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Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Ayat /4-} 
Cuk:up jelas. 

Ayat (5) 
Cukup jelas. 

Pasal 43 
Ayat (1) 

Hur uf a 
Yang dimaksud dengan "belanja pegawai" antara lain berupa 
gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan Pefawai ~SN, 

\J>etanJa ... 

HuJ1Uf c 
Cukup jelas. 

Huruf d 
Cukup jelas. 

Pasal 29 
Cukup jelas. 

\'at'.?.\ m 
Cukup je las. 

Pasal 31 
Cukup jclas. 

Pnsn\32 
Cukup jelas. 

Pasal 33 
Cukup jc las. 

Pasal34 
Cukup jclas. 

Pasal 35 
Cukup [elas. 

Pasal 36 
Cukup jclas. 

P.1saJ 37 
Cukup jelas. 

Pasal38 
Cukup jelas. 

Pasal 39 
Cukup jelas. 

Pasal 40 
Cukup jelas. 

Pasal 41 
Cukup je-las, 

Pasal 42 
Ayat (IJ 

Huruf a 
Cukup jelas. 

Huru{b 
Yang dimaksud dengan "belanja modal" antara lain berupa 
belanja modaJ tanah, belanja modal peralatan dan mesin, 
befanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jafan, 
irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya. 

Cuk up jclas, 
Ayut (3) 

Cuk up jelas. 
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Ayat (3) 
Cukup j<:Jas. 

Ayat (4) 
Cukup jelas. 

Pasal 46 
Ayat(l) 

Yang dimaksud dengan "belanja barang dan jasa" antara lain 
berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, 
jasa asuransi, perawatan kendaraan berrnotor, celll.k/ 

~penggandaan ... 

Tambahan penghasilan berdasarkan pcrtimbangan objektif 
lain nya diberikan kepada Pegawai ASN sepanjang diarnanatkan 
oleh, peraturan perundang-undangan. 

Tambahan penghasilan berdasarkan prcstasi kerja diberikan 
kepada Pegawai ASN yang mcmiliki prestasi kerja yang tinggi 
dan/atau inovasi. 

Tam bahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi 
diberikan kcpada Pegatl'ai ASN yang dalam mengemban tugas 
merniliki keterampilan khusus den langka. 

Tambahan pcnghasilan berdasarkan kondisi kerja diberikan 
kepada Pegawai ASN yang dalam rnelaksanakan tugasnya bcrada 
pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi. 

1'ambahan P',nghat:.\lan berda~rkan tempat \xrluga£. di,bcri~an 
kepuda Pegawai ASN yang dalarn melaksanakan tugasnya bcrada 
di D aerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan Daerah terpencil. 

P-a£.a\ 44 
Cukup jelas, 

Pasal 45 
Ayac (IJ 

Persetujuan DPRD dilakukan bersarnaan dengan pcrnbahasan 
KUA.. 

Ayat (2) 
Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja diberikan 
kepoda Pegawai ASN yang dibebani pekerjaan untuk 
menyclesaikan tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal 

Ayut (2) 
Cuk up jclas. 

Ayat (3) 
Cuk up jclas. 

Ayat (4) 
Cukup jclas. 

lluruf b 
Cu~up j\!\?.'3. 

Hur uf c 
Cukup jelas. 

Hurufd 
Cukup jclas, 

bclanjn pcncrirnaan lainnya pimpinnn dun unggotu OPRD 
sertn Uup,ll1/\V11kil Bup.ui, insenrif pcmungutun pajak 
dm-ruh <Inn rctrihusi dacrah, <11111 honorarium. 
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~ang ... 

Pasa157 
Cukup jelas. 

Pasal 58 
Cukup jelas. 

Pasal 59 
Cukup jelas. 

Pasal 60 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 
Ayat l2'J 

Yang dirnaksud dengan "bukti penerimaan" seperti dokumen 
lelang, akta jual beli, nota kredit, dan dokumen sejenis lainnya. 

Pasal 61 
Cukup jclas. 

Pasal62 
Cukup jelas. 

Pasal 63 
Cukup jelas. 

Pasal64 
Cukup jolas. 

~a£.a.\ 65 
Cukup jelas. 

Pasal 66 
Cukup J°elas. 

Pasal 67 
Cukup jelas. 

Pasal 68 
Cukup jelas. 

Pasal 69 
Cukup jclas. 

Pasal 70 
Ayat ll l 

Cukup jelns. 
Pasn\53 

Cukup je-lns. 
Pmml 54 

Cukup jclns. 
\l'i\\W1\ 55 

Cukup jc-lns. 
Pnsnl 56 

l\ym rr, 
Ynng dimnksud dcngun "tujuan tertcntu lainnya" adalah dalarn 
rangkn mcmbcrikon rnanfant bagi pcrnbcri dan/ntau penerima 
banauan keuangan. 

Ayat (2) 
Cuk up jclas, 

Aynt (3) 
Cukup jelas. 

;..'Jal{<\\ 
Cuk.up jelas. 

Ayat (5) 
CUkup jelas. 

Ayat (6) 
Cukup jelas. 

Ayat (7) 
Cuk.up jelas. 
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\r.yat (3) ... 

Hurufb 
Yang dimaksud dengan "pekerjaan atas pelaksanaan 
Kcgiatan yang menurut sifatnya harus tetap berlangsung 
pada pergantian tahun anggaran" antara lain penanarnan 
benib/bibit, penghijauan, pelayanan perintis laut/udara, 
makanan dan obat di rumah sakit, pelayanan pernbuangan 
sampah, dan pengadaan jasa pelayanan kebersihan 
(cleaning servicej. 

Pasal 75 
Cukup jctas. 

Pasal 76 
Cukup jelas. 

Pasal 77 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Huruf a 
Cu\ru? 5e\a.<i>. 

~'Jal \i~ 
Cukup jelas. 

Cukup jclas. 
Pasal 72 

Cukup jelas. 
Pusal73 

Cukup j< :las. 
Pasal 74 

Ayat l.ll 
Cukup jclas. 

Ayat (2) 
Hurul a 

Cukup jelas. 
Huruf b 

Cukup je)as. 
Huruf c 

Cukup jelas. 
Huruf d 

Cukup jelas. 
HuruJe 

Culrup jelas. 
Huruf I 

Strategi pencapaian memuat langkah konkret dalam 
mencapai target. 

Pasul 7 L 

f\'ja\ ~'l\ 
Cuk up jelas. 

Ayat (3) 
Cukup jclas. 

Yang dimaksud dcngnn "surplus APBD" adulah sclisih lcbih 
unuuu Pcndupatun Ducruh <Inn Oclunju Daerah. 
Yang dirnnksud dcngan "dcfisit APOD" ndalnh sclisih kurang 
nntnrn Pcndnpatun Dacruh don Oclunja Dacrah. 
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~ang. 

Ayat (2) 

Pasal 91 
Cukup jclas, 

Pasal 92 
Ayat ll l 

Yang dimaksud dengan "angka APBD tahun anggaran 
sebelumnya" adalah pagu jumlah pengeluaran APBD yang 
ditetapkan dala.m perubehan APBD tahun scbelumnya. 

Pasal 79 
Cukup [elas, 

Pasal 80 
Cukup jelas, 

Pase) 81 
Cukup jelas. 

Pasal 82 
Cukup jelas. 

Pasal 83 
Cukup jelas. 

Pasal 84 
Cukup jelas. 

Pasal 85 
Cukup jelas. 

PasaJ 86 
Cukupjelas. 

Pasal87 
Cukup jclas. 

Pasal SS 
Cukup jelas. 

Pasal89 
Yang dimaksud dengan "penjelasan dan dokumcn pendukung" antara 
lain nota keuangan, RKPD, KUA dan PPAS. 

Pasal 90 
Cukup jelas. 

Hurufb 
Cukup jelas. 

Hurufc 
Cukup jelas. 

Pasa! 78 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Huruf a 
Penyusunan RKA SKPD dcngan pendekatan Kerangka 
Pengcluaran Jangka Menengah dilakukan secara bertahap 
disesuaikan dengan kebutuhan. 

Ayat (3) 
Cukup jclas. 

Ayal (4) 
Cukup jelas. 

/\yat (5) 
Cuk\lp ~la\:.. 

Aynt (6) 
Cukup jelas. 



Dipindai dengan CamScanner 

~asal 105 ... 

Ayat f3) 
Cukup jelas. 

Pasal 104 
CU\ru\) _)C\af.. 

Ayat (3) 
Culcup jelas, 

Pasal 93 
Cukup jelas. 

Pasal 94 
Cukup jelas, 

Pasal95 
Cukup jclas. 

Paw9() 
Cukup jelas, 

Pasal 97 
Cukup jclas. 

Pasal 98 
Cukup jelas, 

Pasal 99 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Con toh Penerimaan dan Pengeluaran Daerah yang tidak 
dualrukan ~\a\u, Reken\n'i, Kaf, IJmum Daerah, antara \a\n 
sumbcr penerimaan yang berasal dan Pembiayaan pinjaman 
danjatau hibah luar negeri tidak harus dilakukan melalui 
Rek.ening Kas Umum Daerah narnun tetap narus dibukukan 
dalarn Rekening Kos Umum Daerah. 

Pasal 100 
Cukup jelas. 

Pasal 101 
Cukup jelas. 

Pasal 102 
Cukup jelas. 

Paw \Cl~ 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 
Ayat (21 

Yang dimaksud dengan "dokurnen lain yang dipersamakan 
dengan SPD" antara lain kcputusan tentang pengangkatan 
pcguwai. 

Yang dimaksud dengan "belanja yang bersifat wajib" adalah 
bela nja untuk tcrjaminnya kclangsungan pemcnuhan pendanaan 
Peleynnnn Dasar rnasvarakat antnm lain pendidikan, kesehatan, 
melaksanakan kcwajiban kcpada pihak kctiga, kcwajiban 
pcmbayaran pokok pinjarnan, bunga pinjaman yang telah jatuh 
tempo, dan ke'ffa)\ban ~ainn-:,a &e~Ua\ de'rl%an ketentuan 
peraturan perundang-undangan, 

Yang dimaksud dcngan "bclanja yang bcrsifat rncngikat" adalah 
belanja yang dibutuhkan sccara terus mcncrus dan harus 
diulokasikan olch Pcmcrintah Daerah dcnganjumlah yang cukup 
unuuk kcperluan setiap bulan dolam tahun anggaran berkenaan, 
seperti belanja pcgawai, dan belanja barang dan jasa. 
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~yat (2) ... 

Pat.al\ \0 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 
Ayat ('2J 

Ren cana penerirnaan dana hanya diberlakukan bagi SKPD yang 
memiliki tugas dan fungsi pendapatan. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Posa! 111 
Cukup jclas. 

Pasal 112 
Cukup [elas, 

PasaJ 113 
Cukup jelas. 

Pass) 114 
Cukup jclas. 

Pasal 115 
Cukupjdas. 

Pasal 116 
Cukup jelas. 

Pasal 117 
Cukup jelas, 

Pasal 118 
Ayat (1) 

Yang dirnaksud dengan "Penerimaan Daerah yang sifatnya 
ben ilang" adalah penerimaan yang setiap tahun rutin 
dian~arkan, scperti pendapatan pajak, pendapatan retribusi, 
dan lamnya. 

Ayat 12) 
Cukup jclas. 

Pasnl 105 
Aynt{l} 

Yung dimaksud dcngan "bank umum yang schat" adalah bank 
umum di Indonesia yang aman/schat scsuai dcngo.n kctcntuan 
pcrnturnn perundang-undangan yang mengatur mcngenai 
perb.mkan. 

Ayut (2) 
Cukup jclas, 

Ayat l:3J 
Cukup jclas. 

Pasal 106 
Cukup jelas. 

Pasal 107 
Cukup jclas. 

Pasal 108 
Cukup jolas. 

Pa~\ \Q9 
Ayal{l) 

Yang dimaksud dcngan "rnendcpositokan" adaJah penempatan 
deposito di(akukan pada bank umum di fndonesia yang 
amnn/sehat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ 
undangan yang mengatur mcngenai perbankan dan tidak 
melampaui tahun anggaran berkenaan. 



Dipindai dengan CamScanner 

~ukup ... 

Ayat (4) 
Cukup jelas. 

Ayat (5) 
Cukup jelas. 

Pae.?J l '2.S 
Cukup jclas. 

Pasal 129 
Culcup J't:las. 

Pasal 130 
Cukup jelas. 

Pasal 131 
Cukup jelas, 

Pasal 132 
Cukup jelas. 

Pasal 133 

Huruf c 
Cukup jelas. 

Huruf d 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Cukup J°das. 

Pasal 119 
Cukup jelas. 

Posa) 120 
Cukup jclas. 

Pasal 121 
Cukup jelas. 

Pasal l22 
Cukup jelas. 

Pasal 123 
Cukup jelas. 

P.2saJ 124 
Cukup jelas, 

Pasal 125 
Cukup jelas. 

Pasal 126 
Cukup jelas. 

Pasal 127 
Ayat(l) 

Cukup ielas. 
Ayat (2) 

Cukup jelas. 
Ayat (3} 

Huruf a 
Cukup jelas. 

Huru1b 
Yang dimaksud dengan "perintah pernbayaran" adalah 
perintah membayarkan dari PA/KPA. 

Ayat (2) 
Yang dirnaksud dcngan "Penerimaan Daerah yang sifatnya tidak 
beri ilang" adalah penerimaan yang tidak setiap tahun 
dianggarkan, sepcrti pendapatan tuntutan ganti rugi, 
pcndapatan pcnjualan kckayaan dacrah yang dipisahkan, dun 
lai.nnya. 
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~ukup . ., 

Ayat 13) 
Cukup ~la~. 

Pasal 146 
Cukup jelas. 

Pasal 147 
Cukup [elas. 

PasaJ 148 
Cukup jelas. 

Pasal 149 
Cukup jelas. 

Pasal 150 
Cukup jelas. 

Paw \S\ 
Cukup jelas. 

Pasal 152 
Cukup jetas. 

Pasal 153 
Cukup jclas. 

Pasal 154 

Aynt 12) 
Cuk.uip jehw •. 

Pasal 139 
Cukup jclas. 

P.c1sal !40 
Cukup jclas. 

Pasal 141 
Cukup jelas. 

Pasal 142 
Cukup jelas, 

Pasal 143 
Cukup jelas. 

Pa<oru \¥. 
Cukup jelas. 

PasaJ 145 
Ayat (11 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan "lebih besar dari 50% [lima puluh persen)" 
adalah batas persentase minimal selisih (gap) kenaikan antara 
pendapatan dan belanja dalam APBD. 

Cukup jelna. 
Pnsnl 134 

Cu kup jelus. 
Pusnl 1J5 

Cukup jc :Ins. 
\'-,\\\, \ \ '3(, 

Cukup jelns. 
Pnsnl 137 

Cukup jclus. 
Pusnl 138 

Aynt 11) 
Yong dimaksud dcngan "prognosis" adalah prakiraan dan 
penjclnsannyn yong akan clircolisir dalarn 6 (enarn) bulan 
bcri kutnya bcrdnsarkan rcalisasi. 
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~ukup ... 

Ayal (3) 
Culcup [elas. 

Pasal 163 
Cukup jelas. 

PasaJ 164 
Cukup jelas. 

Pasnl 165 
Cukup jelas. 

Pasal 166 
Cukup jelas. 

Pasal 167 
Cukup jclas. 

Pasal 168 
Cukup jelas. 

Pasal 169 
Cukup jelas. 

PasaJ 170 
Cukupjdas. 

Paw 111 

Cukup jclas. 
Pasal 155 

Yn~ dimnksud dengan "pcnjclason dan dokumcn pcndukung" antara 
lain nota keuangan, pcrubahun RKPD, don pcrubahan KUA dun PPAS. 

Pnsnl 156 
Cuku? }c\all. 

Pasal 157 
Cukup jelas. 

Pasal 158 
Cukup jelas. 

Pasal 159 
Cukup jelas. 

Pasal 160 
Cukup je las. 

Pasal 161 
Cukup jelas. 

Pasal 162 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 
Ayat t2J 

Huruf a 
Yang dimaksud dengan "laporan reaJisasi anggaran" adalah 
laporan yang menggarnbarkan pcrbandingan antara 
anggaran dengan realisasinya dalam 1 (satu) pcriode 
pelaporan sesuai struktur APOD yang diklasifikasikan ke 
dalam kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek 
pendapatan, belanja dan Pcmbiayaan. 

Huru(b 
Cukup jelas. 

Huruf c 
Cukup jeras. 

Huruf d 
Cukup jelas. 

Huruf e 
Cukup jelas. 

Huruff 
Cukup jelas. 



Dipindai dengan CamScanner 

t:ukup jc- lit·, 
P&t •"tl 17..? 

LtJ~,up;da~ 
J'..a....il J7J 

Cu .up )t"l..ait 
p.., .. ..a.\ \ 1, 

Cukup je las 
P<A s:..I 17 '> 

C:i..lup .r·!..l .. 
1>11.wl 17•, 

{.ul.up jt·La,. 
f>-.akt1 l 77 

Cull.up ,rLi~ 
Pi>•.al Ii~ 

Cu~\.:.P )(" Ln 
..... \.lat l'l', 

lt:,i-•.1ll-.J d6~u ... ;.i1 w-J~fll;t_l • u~mbrn u~t1r.a..,t t;.., ·1 1 ct.J .. ,.,•. 1 
l~J~ .. ;;a i..i:1 l);ui.ih. l'C"Om~;....l.ift r-.<,-.htrr~, 
j.<J i•t,:L,t..iu fW"!..\,c,,1~n n:.:.n M..i~t. fJ •O/qt..iu hd ... -. u t .• •• J ,..";'.-"U 
\:'•,'\ht.·.-.,., ..:.1·,1, .. :, l\:,,-l<:'1.1 

I". I I 
Cui.i:;, ,c ~ .. · ·~=· t l ' ... j -.:;,z!t _,.; 

p..,~J I._! 
n:~ \:; JK - ... 

t· .. ~J I S 
u ·u1· 



Dipindai dengan CamScanner 

Cukup Jc- Lt, 
P<J•,,d l <JI 

Cul.up Jr l..i~ 
P.1 •1,d I l lJ .! 

tu .up J«·l,,s 
\>-4.\..4\ \(j2 

Cu up,c:bs 
l'.1!.Jl !94 

Cuiup Jt·!..l!i 
f' ~),.,.J 1 'J 'j 

Cw.up J4·lii111 
i,, .......... J l'K> 

CU£UP .)C !..."' 
h.1.,..ul 1'17 

<.":..up w!..t~ 


